Menimbang :

Mengingat

BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPAT! DONGGALA
NOMOR 3| TAHUN 2024

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANS] PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DONGGALA,

a. bahwa lebijakan akuntansi Pemerintah Daerah
merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan
atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan. dan
pembiayaan serta laporan keuangan;

b, bahwa kebjjakan akuntansi bertujuan untuk mengatur
penyusunan dan penyajlan laporan keuangan Pemeriniah
laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode;

¢. bahwa Peraturan Bupati Dcmamalﬂ. Nomaor 38 Tahun 2023
tentang Kebijjakan Akuntansi Pemerintah Daerah sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan
huleum saat ini, sehingga perlu diganti;;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dhnnkmdda.hmhumfa,humfhdunh\;mfn.peﬂq
menelapkan  Peraturan  Bupatd tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republk
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ di Sulawsi

(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1959




Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indanagia Nomaor 1889

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5587) scbagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41}, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPAT]I TENTANG KEBLIAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewnjiban Dacrah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintehan Daerah vang
dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segals
bentuk kekaysan yang berhubungan dengan hak dan
kewnjiban Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Dagrah adalah keseluruhen kegiatan
vang meliputi perencanasn, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan
Daerah.

3. Akuntansi adalah proses  identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnys, serta
peny&jian laporan.




Kerangka Konseptual Alountansi Pemerintahan adalah
prineip vang mendaceri penyusunen dan pengembangan
standar Akuntansi pemerintahan bagi komite standar
Alkuntansi pemerintahan dan merupakan rujukan pentling
bagi komite standar Akuntensi pemerintahan, penyusun
laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan

atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam

pernyatann standar Alcuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang sclanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemenintah,

. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,

kenvensi-konvensi, aturan-aturan dan  praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkajan

prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pemerintah,

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sclanjutnyva
disingkat LKPD adalah laporan pertanggungjawaban Bupati
atas kegiatan keuangan dan sumber daya ckonomis yang
dipercayakan sesuai dengan  Kebijakan  Akuntansi
Pemerintah Daerah.

Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan adaleh LKPD
disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan selurub transaksi yang
dilakukan oleh Pemerintah Dagrah selame satu periode
pelaporan.

10.Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah

keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanva
dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.

11.Basis Alkrual adalah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainya pada saat transaksi
dan penstiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.



12.Basis Kas adalah basis akuntansi vang mengakui pengaruh
Trananlest dan peristiwn lainnya pads saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

13.Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriterda
pencatatan suatu transaksi atau peristiwn dalam catatan
Aluntansi schingge akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitns, pendapatan Japoran realisasi
anggaran, belanjs, pembiayaan, pendapatan laporan
operasionsl dan beban, sebagaimana akan termual pada
laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

14.Pengungkapun adalah laporan keuangan yung menyajikan
secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna,

15.Perangkat Daersh yang selanjutnya disingkat PD adalah
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah,

16.8atuan Kerja Pengelola Keuangan Daersh yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah selalcu pengguna anggaran/pengguna barang yang
juga melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah,

17.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah pejabal yang diberi tugas untuk melaksanaken fungsi
Bendahara Umum Daerah,

18.Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari
satu atau lebih entitas Akuntansi yang menurul ketentuan
Peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

19.Entitas  Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan BUD wajib
menyelengearakan Akuntansi dan menyosun laporan
keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

20.Unit Pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunan
barang yang berada di PD.

21.Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akuan
yang diselenggarakan oleh suatu Entitas Pelaporan dengan
Entitas Pelaporan lainnya, Entitas Akuntansi dengan Entitas
Akuntansi lainnya, dengan mengeleminasi akun-akun timbal
balik agar dapat disajikan sebagai satu Entitas Pelaporan
konsolidasian.

——




22.Laporan Keuangan Konsolidasian adalah sustu laporan
lenangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan
keuangan Entitas Pelaporan, atau Entitas Akuntansi,
schingga tersaji sebagai satu entitas tungpal.

23.Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang
mendasgari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandiran
entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi
keteruluran dalam satuan uang (monetary measurement),

24 Karakteristik Kualitatil Laporan Keuangan adalah ukuran-
ukuran normatif yeng perlu divujudkan dalam informasi
Aluntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

25.Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah
ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara
Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan
kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam
memahami leporan keuangan yang disajikan.

26.Kendala Informasi yang Relevan dan Andal adalah setiap
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi
yang ideal dalam mewujudkan informasi Akuntansi dan
laporan lkeuangan vyang relevan dan andal akibat
keterbatasan  (limitations) atau karena alasan-alasan
kepralctisan.

27.Tanggung jawab atas Laporan Keuangan adalah pihalepihak
yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
laporan Keuangan Daerah, di mana laporan keuangan
tersebut teleh disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya teiah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak
sesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

28.Kebijakan Akuntansi per Komponen Leaporan Keuangan
adalah penjelasan Kebijakan Akuntansi berupa definisi,
pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap
komponen laporan keuangan.

29.8ise. Lebih/Kurang Pembisynan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara
realisasi pendapaten laporan realisasi anggaran dan belanja,
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam

—



Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selama satu periode
palaporan.

30.Mata Uang Pelaporan Entitas adalah mata uang rupiah.

31.Ekuitas adalah kekaysan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

32.Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan
untuk melakukan Transakei Wajar.

33.Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada
lembar muka laporan keuangan.

34.Pos Luar Biasa adalah pendapatan atan beban luar hiasa
yang terjadi karena kejadian atau trensaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjacdi,
dan berade di luar kendali atsu pengaruh cntitas
bersanglkutan.

35.8aldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo yang berasal
dari SiLPA/SIKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun
berjalan serta penyesuaian |ain yang diperkenanlkan.

36.Tanggal Pelaporan Keuangan adalah tanggal har terakhir
dari suatu periode pelaporan.

37.Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu
entitas pelaporan dari/kepada Entitas Pelaporan lain,

38.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA
adalah unsur laporan pelaksanaan anggaran yang
menyajikan ilchtisur sumber, alokasi, dan pemakaian
sumberdaya keuanganyang dikelola oleh pemeriniah dacrah,
yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan,

39.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah  unsur laporan peleksanaan
anggaran yang menyonjikan informasi kenalkan atao
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

40.Neraca adalah unsur laporan finansial vang mengegambarkan
posisi keusngan suaiu entitas pelaporan mengenal aset,
kewajiban, dan eluitas pads tanggal tertentu.




41.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
nngur laporan finansial yang menyajikan ilkhtisar sumber
daya ekonomi yang menambah ekuitas dan pengeunaannya
yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan
penyelenggarean  pemerintahan dalam satu  periode
pelaporan,

42.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
unsur laporan finansial yang menygjikan informasi kas
schubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan,
dan transitoris yang menggambarkan saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah
daerah selama periode tertentu,

43.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah unsur laporan finansial yang menyajikan informasi
kenaikan atau penurunan ckuitas tabhun pelaporan
dibandinglan dengan tahun sebelumnya.

44.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat
CaLlK adalah unsur laporan keuangan yang merupakan
penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam
Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, lLaporan
Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas,
Termasuk informasi lentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh entitas pelaporan dan Standar Akuntansi
Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yvang diperlukan
untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara
wajar,

45.Surphas/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatanLRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

46.5urplus/Defisil-LO adalsh selisih antara pendapatan-LO
dan beban selama satu periode pelaporan, setelah
diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operagional
dan pos luar binsa.

47.Badan Layvanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah saruan kerja ateu unit kerja pada PD yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masvarakat
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijusl tanpa !
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melalukan |

I
I



kegiatannys didasarkan pada prinsip efisiensi  dan
procdnktivitag

48.Pola Pengelolaan Keuangan Baden Layanan Umum Daerah
yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pela
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehal
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajulan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagaimana pengecuslian dari
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnys.

49 Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnye disingkat
SSPD adalah bukt pembayaran atau penyetoran pajak
Daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melahai
tempat pembayaran yvang ditunjuk oleh Bupati,

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya
jumilah pokok pajalk daerah yang terutang,.

51.5urat Ketetapan Pajek Daerah Kurang Baysr yang
selanjutnyn disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak
deerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajek
daerah, jumlah lredit pajak daersh, jumlsh kekurangsn
pembayaran pokok pajak daerah, besarnya sanksi
administratif dan jumish pajak daerah vang masih harus
dihayar.

52.8urat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah sural ketetapan
pajak daerah yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
daerah yang telah ditetapkan.

53.8urat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkar
SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah yang
menentukan besarmya jumlah pokok retribusi dacrah yang
terutang.

54.8urat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi
daerah yang telah dilukukan dengan menggunakan formulir




atau telah dilakukan dengan cara Jain ke kas Daerah melalui
fempat pemhayaran yang ditanjuk aleh Bupati.

55.8urat Pemberitshuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah sural yang oleh wajib pajak daerah
digunekan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak deernh, objek pejak Daecrah dan/atau
bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengun  ketentuan  Persturan  Ferundeng-undangan
perpajakan daerah,

36.8urat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar yang
selanjutnya disingkat SKREDKB adalah surat ketetapan
retribusi daerah yang menentukan besarnva jumlah pokok
retribusi daerah, jumlah kredit retribusi daerah, jumlah
kekurangan pembayvaran pokok retribusi deerah, besarnya
sanksi administratif dan jumlah retribusi daerah yang masih
harus dibayar.

57.5urat Ketetapan Retribusi Dasrah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan
retribusi Dasrah yang menentukan tambahan ates jumlah
retribusi Daerah yang telah ditetaplcan.

58.8urat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah
formulir yang digunakan untuk menyetorkan penerimaan
dari bendahara penerimaan/bendahara  penerimaan
pembantu ke kas Daerah.

59.Tuntutan Perbendaharsan yang selanjutmya disingkacr TP
adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan,
jika dalam  pengurusannva  terdapat  kekurangan
perbendaharaan dan  kepada  bendaharawan  yang
bersanglutan diharuskan mengganti kerugian.

60.Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah
suatu  proses tuntutan terhadap pegawai  dalam
kedudukannva bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan
menuntut  penggantian  kerugian  disebabkan oleh
perbuatannya melangger hukum danfatay  melalaikan
kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya
schagaimana mestinya sehingga baik secara langsung
ataupun tidak langsung Dacrah menderita keragan.



61.Tuntutan Perbendaharaan-Tuntulan Ganti Rugi yang
eelanjutnye dicingleat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan
melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau pegawai bukan
bendaharawan vang merugikan keusngan dan barang
Daerah.

62.8urat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya
disingkat SP2B adalah surat permintaan yang diterbitkan
oleh kepala PDfunit kerja yang PPK-BLUD kepada
BUD/kuasa BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau
belanja yang digunakan.

63.5urat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
8P2D adalah dokumen yang digunakan sebagni dasar
pencairan dapa atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah,

64.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalall Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Donggala.

65.Pembayaran Langsung yang sclanjutnya disingkal LS adalah
pembeyaran langsung kepads bendshara
pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian
kerja, surat tuges, dan/atau sura:t perintah kerja lainnya
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung,

66.Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung vang
selanjutnya disingkat SP2D-LS adalah dokumen wyang
digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD
kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lsinnyva atas
dasar perjanjian Kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah
kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar
langsung,

67.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang
muka kerja dalam jumilah tertentu yvang diberikan kepada
bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan
gperasional pada PD/unit kerja dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurul sifat dan tujuannya tidak
mungkin dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung.




68.Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah
uang pengganti UP vang tidsk dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung,

69.Tambah Uang Persedisan yang selanjutnya disingkat TU
adalah tambahan uang persediaan yang diberikan kepada
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
untuk membisyai pengeluaran atas pelaksanaan APED vang
tidak cukup didanai dar UP.

70.8istem Informasi Keuangan Daerah vang selanjutnya
disingkat SIKD adalah adalah sistem informasi digital yang
mengelola, mendokumentasikan, dan  mengolah  data
keuangan daerah menjadi informasi yang dapat digunakan
usituk berbagai keperluan.

71.Daerah adalah Kabupaten Donggala.

72.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dongpala,

73.Bupati adalah Bupati Donggola.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan wuntuk mengatur
penyusunan dan penyajian LKPD agar sesuai SAP.

{(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. terciptanya transparanal Pengelolasan Keuangan Daerah;

dan

b. terciptanya aluntabilitas LKPD.

BAB Il
LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesat
Jenis dan Dasar Penyusunan
Pasal 3

(1) LEFPD terdiri dari;
a. LRA;
b. LPSAL;

c. Neraca;
d. L0y



(2)

()

()

(1)

(2]

e. LAK;

f 1D Aan

g. CaLK.

LKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan Basis Akrual
kecunli LRA dan LPSAL.

LRA dan LPSAL sebagaimana dimaksud pada ayat (3] disusun dengan
Basis Kas.

LKPD disusun dengan melampirkan ikhtisar laporan keuangan
Perusahaan Daerah,

Bagian Kedua
Laporan Healisasi Anggaran
Pasal 4

LRA menyajikan paling sedikit pos sebagai berikut :

a. pendapatan - LRA;

b. belanja;

¢. Surplus/Defisit - LRA; dan

d, SiLPA/ SiKPA.

Rincian lebih lanjut dari Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disajikan dalam Calk.

Bagian Ketiga
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leiih
Pasal 5

(1} LPSAL menyajikan paling sedikit pos scbagai berikut ;

a. Saldo Anggaran Lebih awal;

b. penggunaaan Saldo Anggaran Lebih;

¢, SiLPA/SiKPA tahun scbelumnya;

d. koreksi kesalashan pembukuan tahun sebelumnya; dan
¢. Saldo Anggeran Lebih akhir.

P N



Bagian Keempat
Neraca

Pasal 6 |

(1) Neraca dimaksud pada ayat (1) menvajikan Pos sebagai berilaut:

8. aset;
b. kewajiban; dan |
c. Ekuitas. |
Bagian Kelima
Laporan Operasional
Pasal 7

(1) LO menyajikan paling sedikit Pos sebagal berikut: |
a. pendapatan-LO;
b. beban; |
c. suprlus/defisit dari kegiatan non operasional; |
d. Pos luar biasa; dan
e. Surplus/Defisit - LO, |

(2) Rincian lebih lanjut dari Pos yang terdapat dalam LO sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CaLK. |

Bagian Keenam
Laporan Arus Kas

Pasal §

(1) LAK menygjikan pos sebagai berikut:
n. arus kas dari aktivitas operasi;
b. arus kas dari aktivitas investasi;
c. arus kas dari aktivitas pendanaan; dan
d, arus kes dan aktivitas transitoris.
(2} Rinclan lebih lanjut dari Pos yang terdapal dalam LAK sebagaimana |
dimaksud pada ayat (2] disajikan dalam Cal.K. |



Bagian Ketujuh
Laparan Derubahan Eluitas

Pasal 9

(1) LPE menyajikan sekurang-kurangnva Pos scbagai berikut:
a. Eluitas awal;
b. Surplus/Defisit- LO,
¢. dampak komulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar; dan
d. Elaitas alkhir,
(2] Rindan lebih lanjut dari Pos yang terdapat dalam LPE sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam CalkK.

Bagian Kedelapan
Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 10

(1) CaLK menvejikan informasi teéntang penjelasan Pos laporan keuangan,
terdiri atas:
a. ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dalam periode pelaporan;
b. dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntasi yang
digunakan; dan
c. penjelasan lain vang dianggap perlu sehubungan dengan penerapan
Basis Aloual.

Bagian Kesembilan
Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pasal 11
(1) Entitas pelaporan Keuangan Daerah terdiri atas :

&. Entitas Pelaporan; dan
b. Entitas Akuntansi.

(2) Entitas Pelaporan Keuangan Dacrah sebagaimane dimaksud pada ayat (1)
hurul a merupakan satuan kerja yang ditunjuk sebagai SKPKD.

[3) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] menyelenggarakan
Alkuntansi Keuangan Daerah di tingkat Pemerintah Daerah dan menyusun
Laporan Keuangan Dasrah Konsolidasian.



(4] Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayai (1] huruf b
sanvalonggaralian Alantanel Keuangan Daerah di tingkat PD dan
menyusun laporan keuangan untuk dikensolidasikan dengan Entitas
Pelaporan Keuangan Daergh.

Pasal 12
[1) Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan sebagimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (3}, sesuai dengan struktur LKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2} Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
menyusun laporan keusngan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1} huruf a, huruf ¢, huruf d, hurof dan huruf g,

(3) PD atau unit kerja yang menerapkan PPK BLUD merupakan Entitas
Alcuntansi sekaligus Entitas Pelaporan.

BABIII
KEBLIAKAN AKUNTASI

Pasal 13

(1} LKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun menggunakan
Sistem Informasi Keuangan Daerah.,

(2) Sistem Informasi Keuangan Dearah ssbagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengakomodasi pemberian informasi Pengelolaan Keuangan Dacrah, yang
mencakup Transaksi kas dan Transaksi non kas,

Pasgal 14

(1) Penyusunan LKPD berpedoman pada Kebijekan Akuntansi Pemerintah
Daerah.
[2) Kebijakan Aluntasi Pemerintah Daerah melipati:

BAB | : Kebijakan Umum;

BAB II : Kebijakan Alantansi Pendapatan — LRA;
BAB III : Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO;
BAB IV : Kebijakan Aluntansi Belanja;

BABV : Kebijakan Akcuntansi Beban;

BAB V1 : Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;

BAB VIL : Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;



BAB VIl : Kebijakan Akuntansi Piutang;

RAR [X ' Kehyalran Aluntane Pergediaan;

BAB X : Kebijakan Akuntansi Investasi;

BAB XI : Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;

BAB XIIl  : Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;

BAB XIV  : Kebijakan Akuntansi Kewajiban;

BAB XV : Kebijakan Akuntansi Ekuitas

BAB XVI  : Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah;

BAE XVIl  : Kebijakan Akuntansi Dana BOSP

BAB XVIIl : Koreksi Kesalahan;

BAB XIX  : Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan; dan

BAB XX : Kebijekan Akuntansi Properti Investasi

BAB XXI : Kebijekan Akuntansi Treasury Deposit Facdlityy - Transfer ke
Daerah

BAB XX1II  : Kebijakan Aluntansi Perjanjian Konsensi Jasa

(3) Kebijalcan Alauntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pades ayat
(2) tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian vyang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

PD yang menerapkan PPE-BLUD melaksanakan Kebijakan Alkuntans
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan berpedoman pada ketentuan
Peraturan Perundang-undangan,

Pasal 16
(1) Pelaksana Akuntansi Keuangan Daerah dilakukan oleh SKPED dan PD.
(2) SKPED melaksanakan fungsi Akuntansi Keuangan Daersh pada
Pemerintah Daerah.
(3) PD melaksanakan fungsi Akuntansi Keuangan Daerah pada PD.

Pasal 17

(1) Kepala PD menyampaikan laporan keuangan kepada Bupat melalun PPED.
(2) Laporan keuangan sebageimana dimaksud pada ayal (1) disampaikan
schagai beriloat:
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tanggal 10 Juli fabiun berkenun; dun

b. laporan keuangan tahunan PD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan
setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dongeals
Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuniansi Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 817),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Bupati Donggala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkon.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Donggala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Donggala.

Ditetapkan di Donggala
7& tanggal 16 mebﬁg\iuq
Pj. BUPAT] DONGGALA
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUD
Pasal 18

Pada sant Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggala
Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomar 817],

dicabut dan dinyatakan tidak berlaiku.
Pasal 19
Peraturan Bupati Donggala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ager setizp orang mengetahuinya, memerintahkan penpundangan Peraturan
Bupati Donggala ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 16 Desembal deny

Pi. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI




BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Perazturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Donggals
Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijjukoan Alkuntonei Pemerintah Daerah
(Berita Dacrah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 817),

dicabut dan dinyatakan tidak berlalou.
Pasal 19
Peraturan Bupati Donggala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setinp orang mengetashuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Donggala ini dengan penempatannya dalam Berita Dasrah Kabupaten
Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal & oggarmber 2oy
Pj. BUPATI DONGGALA,
tid
MOH. RIFANI
Diundangkan di Dongrala
pada tanggsl

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
ttd
RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR Gee

' 'r:lil!'.i:i o 1 :_'.‘*'ll
lin. 19771122 201001 1 003
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 31 TAHUN 1834
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

BAB 1
EEBIJAEAN TMUM

A. PENDAHULUAN

Tujuan kebijakan skuntansi  adalah  mengatur  penyusunan  dan
penyajian laporan keusngsn pemerintah deersh uniuk tujuan umum dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anpearan dan
antar periode.

Tujuan khusus darl kebijakan aluntansi adalah membenkon pedoman bagi:

a. Penyusun laporan keuangan pemerintsh dsersh dalam menyelesaikan
permasalahan akuntansi vang belum diatur dalam SAP,

b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah lnporan keusnesn
disusun sesuai dengan SAP;

¢. Pengguna laporan keuangan dalam mennfsirksn mionoasi yang disajilkan
pida laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP,

Ruang linghup Kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbanpan
dalam rangka penyusunen dan penyajian laporan kevangan pemernntah daerah
vang meliputi:

Linglkungan akuntansi pemerintaban;

Penggunia dan kebutuhan informasi para pengguna;
Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;

& p o

Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta

dagar hulum;

e. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif vang menentuksan manfaat informasi
dalom laporan keusngon, prinsipprinaip, serta kendala informasi alontaned:

f.  Unsar-unsur yang membentuk laporan keuangan;

g  Jenia laporan keuangan;

h. Definisi, pengakuan, penguburan dan pengungkepan unsue lsporan

keuangan.
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B, LINGKUNGAN AHUNTANS]I PEMERINTAH DAERAH

Lingkungan operasionil organisasi pemerintsh daerah berpengarub terhadap
karakteristik tujusn skuntansi dan pelaporan keunnganmyn. Ciri-cid penting
lingkungan pemeriniah daemsh yang periu dipertimbanghan dalam menetaplan
upuan skuniansi dan pelaporan keuangan adsluh sebagai berilout ;

a, Ciri Utama Struktur Pemerintah Daerah Dan Pelayanan Yang Diberikan :

1. Bentuk Umum Pemerintah Dacrah dan Pemisahan Eekuasasn

Dalam bentuk Negara Kesatunn Republik Indonesia yang berazas
demokrasi, kekuvasasn ada di tangan rakyat. Rakyal mendelegasikan
kekuasnan kepada pejnbat publil malaiui proses pemilihan. Sejalan dengan
pendelegasian kelouasann ini udaleh pemisshan wewenang di antara
chsekouni], legislatii, dan yudikatif. Sistiem ini dimaksudkan untuk
mengownsi  dan  menjaga  keseimbangan terhadsp  kemungkinan
penyalahgunaan keltuasaan di antara penyelenggarasn pemerintuh daerah,
Berdasarkan ketentuan perundangan vang beriaku, diberlakukan otonoml
daerah di tingkat kota dan atan Provinsi, sehingga pemerintal deerah
kota/Provinsi memiliki kewenangan mengatur difdnve dalam urusan-
urusan tertentu.

Dol penyelenpggaraan  pengelolasn kevangan daerah, pihak
chkeekutil menyusun anggaran dan menvampaikannya kepada pilak
legislatil untuk mendapatkan persetujuan. Tihak eksekunf bertanggung
Jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan
rakyat,

2. Bistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar
Pemerintah

Secarn substansial, terdapat {ge lingkup pemenintahan dalam sistem
Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintsh
provinsl, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemenntah yang lebih luss
calupannya memberi arahan pads pemerintahan yang cakupannya lebih
sempit. Adanya pemerintah yang menghasilltan pendapatan pajalk atan
bultan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakunnya sistem
bag haeil, slokasi dana uwmum, hibah, atau subzidi antar entiias
pemerimninhan,

3. Adanya Pengaruh Proses Politik

Salah satu tujuan utama pemerintah daernh adalah meninglkatian
kesejahtéraan makyat, Sehubunpan dengan itu, pemerintoh daerah
berupaya untuk mewujudkan  kescimbangan  fiskal  dengan
mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari
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pendupatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan

masyarakal. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudiean

keselmbangan tersebut adalah berlangsungnya proses pelitik untuk

menyelaraskan berbagni kepentingan yang ada di masyarakat
4. Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dapat berupa pajak
pemerintzh pusat maupun pajak daersh meskipun pemungutannya
dilakukan vich pemerintah daerah. Mekanisme otonomi memungkinitan
adanya bagi hasil alas pemungutan pajak-pajak tersebut. Walaupun
dalam keadaan tertentu pemerintah deerah memungut secara langsung
aias pelayanan yang ciberikan dalam bentuk retribusi, sebagian
pendapaton pemenntah dacrah bersumber dari pungutan pojak dalam
rangka membenkan pelayanan kepada masyaraiat, Jumlah pajak yong
dipungut tidak berhubtingsn langsung dengan pelayanan yang diberikan
pemerintah daerah kepada wajib pajal.

Pajuke yung dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah
daernh mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam
mengembanghkan laporan keuangan, antara lain sebagad berikut ;

d. Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendopatan yang
sifatnye suka rela:

b. Jumlah pajek yang dibayar ditentukan cleh basis pengenaan pajal
schagaimana ditentukan cleh peraturmn perundang-undangan, sepertl
penghasilan yang diperoleh, kekayaan yvang dimilild, aktivitus bernilai
tambah ekonomis, atau nilal kenlkmatan yang diperoleh;

C. Efisiensi pelayanan yany diberiksn pemerintah daerah dibandingian
dengan punguian yang digunnkan untuk pelayanan dimaksud sering
wukar diukur sehubungan dengan pelayanan aleh pemerintuh daerah;

d. Penguluran kualitas dan kuantitas berbugal pelayanan yang diberikan
pemerintah daerah adalah relatif sulit,

b, Ciri kenangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :

1. Anggaran sebagal Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat
Pengendalian

Anggaran pemerintsh deerah  merupakan dokumen formal hasil
kesepakatan antara eksekutif dan legislatil tentang belanja vang ditetapkan
untuk melnkssnakan kegotan pemerintoh daerah dan pendapstsn yang
dibarapkan untak menutiup keperluan belanja tersebut atou pembiayasn yang
diperiukan bila diperkiroltan alan terjadi defisit atay surplus. Denpan
demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah dagrabh  mempunyai
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pengarub penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain

karens

a Anggarsn mernpakan pernyataan kebijakan public;

b Anggurun merupakan target fiskal yang menggnmbarkan kessimbangan
antara belanjs, pendapatan, dan pembiaysan yang diinginkan.

¢ Angparsn menjadi landasan penpendalian vang memiliki  konselkuensi
hukeum,

d Anggaran memberi landagan penilaian kinerja pemerintah daerch.

¢ Hosil pelaksanaan anggaran dituangken dalam laporan keuangan
pemerintah daerah sebagai pornyataan pertanggungjawaban pemerintah
daerah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

Pemerintah daerah menginvestasikan dana yvang besar dalam bentuk asol
vang tidek secara lengsung menghasilkan pendapatin bagi pemerintah
daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan
reservasi. Schagian besar aset dimaksud mempunyal masa manfaad yang laros
schingga program pemeliharaan dan rehabilitesi yang memadal diperiukan
untuk mempertahanlean manfaat yang hendak dicapei. Dengan demikian,
fungsi asct dimuoksud bagl pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi
organisasi komersial karena sebagion besar aset tersebut tidak menghssilkan
pendapatan sccarn lungsung bagl pemerintah daerah, bahkan menimbulkan
komitmen pemerintah daerah untuk memelibaranya di masa mendatang,

Aset yang digunakan pemerintah, kecuall beberapa jenis aset tertentu
sepertl tanah, mempunyal masa manfaat dan kapasitas yang terbains. Seiring
dengan penurunan kapasites dan manfaat dari suatu aset dilalcokan
penyesuaian nilai.

C. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Peranan Pelaporan Keuangan
Leporan keuangan pemerintab daerah disusun untuk menvediakan

informeasi yang relevan mengenal posisi keuangan dan seluruly transaksi
yang dilakulan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan pemerintzh daerah terutama digunaksn untuk mengetahui nilad
sumber daya ckonomi yang dimanfaatican untuk melakssnakan kegintan
operasional pemerintahan, menilai kondier keuangan, mengevaluasi
ofektivitas dan efisiens: entitas pelsporan, dan membantu menentiukan
icetantannye terhadap peraturan perundsng-undangsn.

Sctinp entitns peleporan mempunyal kewajiban untuk melaporksn
upays-upava yang telah dilalokean serta hasgil yung dicapal dalam
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pelaksanann kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada susmi periode

pelaporan untuk kepentingan:
d. Aluntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercovakan kepads pemerintah daerah  dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secars periodik.

b, Muanajemen

Membantu para pengguna leporan kousngan untuk mengevaluasi
pelaksanasn kegletan pemenntah daerah delam periode pelaporan
schingga memudahkan fungsi perencansan, pengelolaan  dan
pengendalian atas seburuh aset dan ckuitas pemerintah dagrah Untule

kepentingan masyaralat,

e. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyaraks! memiliki
hak untuk mengetahul secars terbuka dan menyeluruh  atas
pertanggungjawaban pemerintah deersh dalam pengelolaan sumber

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketantannya peda peraturan
perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi |Intergenerational equity)

Membanty  para  penggunse  laporan untuk mengetahul  apakah
penerimaan pemerintah deaerah pada periode laporan culup untuk
membigyal seluruh pengeluaran yang dislokasikan dan apaksh
generasi yang akan datang dinsumsilkan alkan it menanggung beban
pengeluaran tersebut,

¢. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan

sumber daya ckonoml vang dikelpla pemerintah untuk mencapai
kinerja yang direncanakan.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan
Pelaporan keuangan pemerintah deesrah menyajikan infornmasi yang
bermanfaal bagi paors pengpuna laporan dalam menilal akuntabilitas dan
membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik
dengant



REBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

. menyediakan informasi mengenai apaknh penerimaan periode berjalan
cukup untuk membiayai sehuruh pengeluaran.

b. menyediskan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber
daya ekonomi dan alokasinya telah sesusi dengan snggaran yang
ditctapksn dan peraturan perundang-undangan,

€. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ckonomi yang
digunakun dalam kegiatan pemerintah daerah secta hasilhasil vang
telah dicapai.

d. menyediakan informasi mengenal bagaimana pemeriniah duerah
mendanal seluruh kegiatannya dan menculaipi kebutuhan kasnya.

e. menyediokan informasi mengensi  posisi  keuangan  dan  kondisi
pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannyva,
baik jangka pendek maupun jangks panjang, termeasuk yung berasal
darl pungutan pajak dan pinjaman.

f. menyediakan informesi mengensi perubshan  posfsi  keuangan
pemerintah deergh, apakah mengalami kensiksn atsy penunainan,
sebagai akibar kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi  tujuan-tujuan  tersebut, laporan  keuangan
pemerintah  daerah  menyediakan informasi mengenal sumber dan
penggunaan sumber daya Keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan siss
lebih  atan  kurang pelaksanann anggaran, saldo snggaran lebih,
surphis /defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas
pemerintah daerah.

D. PENGGUNA DAN EEBUTUHAN INFORMASI

1.

Pengguna Laporan Heuangan
Terdapat beberape kelompok utama pengguna laporan keuangasn
pemerintah dasrah, namun tidak terbates pads :
A. masyaralcat;
b. para wakil rakyat, lembags pengawas, dan lembaga pemeriksa;
€. pihak yang memberi alau berperan dalam proses donasi, investasi: dan
d. pemerintrh yang lebih tinggi (Pemerintah Puaat).
Hebutuhan Informasi

Informasi ynng disajilkan dalam laporan keuangan bertujuan umuam
untuk memenuhi kebutuhan informasi dar semua kelompek pengouns.
Dengan demikian laporan kevangan pemerintah daerah tidak dirancang
untuk menenuhi kebuiuhan spesific dard masingmesing kelompok
pengguna. Meskipun memiliki akses terhadap detml informasi vang
tercentum  di dalam laporan keuangan, pemerintsh daserah wajib

i

- -
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memperhatikan informasi yang disajlkan dalam laporan keuangan untuk

lkeperivan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

E. EARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatil laporan keuangan adalah ukuran-ukursn normatif
yang perlu diwujudkan delam informasi akuntans! sehingga dapat memenuhi
tujuannys.

Keempet karakieristik berikul ini merupakan prasyarst nonmatil yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi
kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan :

Laporan keuangsn pemerintah doerah dikatakan relevan apabila
informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan
pengguna laporan keuangan dengan membantunys dalam mengevaluasi
peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan afau
mengoreles hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu, Dengan demikian,
informasi laporan keuangan yang relevan adalsh yang dapat dihubungkan
dengan maksud penggunaannya.
informasi yang relevan harus:

a.  Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), articys hahws laporan
keuangan pemerintah  daerah  harus memuat  informasi  yang
memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atan mengorelosi
ekapekinsinys di masa laha;

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive velue), artinya bahwa laporan
keuangan harus memusat informesi yang dapat membantu pengguna
laporan untuk memprediks! masa yang akan datang berdasarkan hasil
miass lah dan kejadian masa kini;

c. Tepat waktu, artinys babwa laporan keusngan pemerintah daerah
harus disajikkan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dun berguna
untk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan

d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keusngan pemerintah
dacgrah harus memual informasi vang selengkap mungkin, yaitu
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempetnigaruhi
pembuatan  keputusan pengguna  lspormn.  loformasi  yang
melatarbelnkangi setiap butir informasi utama yuang termust daliam
laporan keumngan harus diungkapkan dengan jelas agar keleeliruan
dalam penggunann informasl tersebut dapar dicegah.
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[nformasi dalam laporan keunngzn pemerintah dasrah haras bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap
kenvataan secara jujur, serta dapst diverifikasi. Informasi akuntanai yanig
relevan, letapi jika hakikat atau penysjlannya tidak dapat disndalkcan males
penggunaat informasi tersebut secars potensial dopat menyesatlmn,
Informasi yang andal barus memenuhi karakteristik;

a. Penyajiannya jujur, artings bahwa laporan keuangan pemerintah
daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan fujur
transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan ataw yang
secara wajar dapst dibarapkan untuk disajikan;

b. Dapat diverifikasi (veriflability), artingn hahwa laporan keuangan
Pemerintah dacrah harus memuat informasi yang dapat diujl, dan
apabila pengujian dilakukan lebih dari selal oleh pihak yvang berbeda,
hasilnya harus tetap menunjuldian simpulan yang tidek jauh berbeds;

C. Netralitas, artinya bahwa lsporan keuungsn pemerintah dasrah haras
memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuban umam
dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandinghkan :

Informasi yang termuat dalam laporan kenangan pemeriniah dacrah
akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laparan keuangan
peniode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerab lain pada
umumnys. Perbandingan dapat dilalcakan secara inlermal dan eksternal,
Perbandingan secara Internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah
menerapkan kebljakan akuntansi yang sama dari tabun ke (ahun.
Perbandingan secars cksternal dapat dilakukan bile pemerintah daerah
yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntanei yang sama.
Apabila pemerintah daerah akan menerapian kebijakan akuntunsi yang
lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
perubshan  kebijakan akunisnsi harus diomgkapkan pade periode
terjadinyn perubahan tersebut.

4. Dupat dipahami :
Informasi yang disajikan dalam laparan keuangan harus dapat
dipahami oleh pengeuna laporan kevangsn den dinymiskan dalam benook
serty istilah yang disesuaikan dengan batas pemahsman pars pengguna
laporan, Untuk ita, pengguna Inporan diasumsikan memilild pengetabuom
yang memadai atas kegiatan dan linglungan operssi Pemerintah daerah,
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serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi
yang dimaksud,

F. UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan Realisssi Anggaran

Laporan Reolisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah  dacruh
merupskan laporan yang menyajikan  ikhtisar sumber, alokasi dan
pemakaian sumber  daya  ckonomi  yang  dikelola oleh
SKPD/PTED /Pemerintah  deerah, yang menggambarkan perbandingan
mntora realisasi dan angearannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan
pelaporan realisasi anggaran edslah memberikan informast tentang realisasi
dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah  daerah wecarn  tersanding,
Penyandingan antars anggaran dengan realisasinya menunjuldan tinglat
ketercapaian [arget-torget yang telah discpalati antara legislstif dengan
eleseloutif sesuai peraturan perundang-undangan,

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Reclisasi Anggaran terdird

dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembisyaan, Masing-masing unsur
didefinisikan sehagai berilout:

a. Pendapatan LEA (baais kas) adaleh penerimsan oleh Bendahara Umum
Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perode tahun
anggaran yang bersangloutan yang menjadi hak pemerintah dasrah, dan
tidak perlu dibayar kembeali oleh pemerintah daerah.

b. Belanja (basis kas) adalah semus pengelusran oleh Bendahara Umum
Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih delam periode tahun
anggaran bersangloatan yang tidak akan diperoleh pembayarannys
kembali oleh pemerintah deacrah.

c. Transfer adalah pepenmaan/pengelusran uvang dar sumtu entitas
pelaporan  dar/kepada  entitns  pelaporan  lain, termasuk  dans
perimbangan dan dena beg hasil.

d. Pembiayaan (financing) adalash setiap penerimaan/pengelusran yang
tidak berpengaruh pada kekayasn bersih entitas yvang perlu dibayar
kemball danfatau yang akan diterima kembali, beik pada tahun
anggaran bersanglutan maupun tabun-tahun anggarim berlaatnys,
yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimnkmadinn
unfuk menutup defisit atan memunfaatknn surpius anggaran.

Laporan Realisasi Anpggaran dijelaskan lebih lanjut dalem Catatan
ntas Laporan KEeuangan, Penjelasan tersebul memuat hal-hal yang
mempengaruhl pelakasanaan anggaran seperti kebijakan fiscal dan moneter,
sebab-sebab terjadinya perbedaan yvang material anlars anggaran don
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SRS,
resliasinya, serta dattar-daltar yang merinei lebih lanjut angla-angka yang

dianggap perlu untuk dijelaskan.

Berikut ini contoh format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah
Eabupaten Donggala.

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA] DENGAN

31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Balam Rupiah)
NO Uraian Angearen Realisasi Realisasi r
oA 20X1 e 20X0

! Pendapatan
4.1 | Pendapatan Asli Daerah )
4.11 Pujak Dacrah |
4.1.2 | Retribusi Daerah
4.1.3 | Hasil Pengelolaan

Kekavaan Dacrah yang

Dipisahlan
4.1.4 | Lain-laln PAD yang Sah
4.2 | Pendapatan Transfer .
4.2.1 Pendapatan Transafer

Pemerintah Pusnat
4.2.1.1 | Dana Perimbangan
4.2.1.2 | Dana Ingentif Dacarh [DID) |
4.2.1.3 | Dana Desa :|
422 | Pendapatan Transfer |

Antar Dasrah
4.2.2.1 | Pendapatan Bagi Hasil T
4.2.2.2 | Bantuan Keuangan
43 | Lain-lain Pendapatan g

Daerah yang Sah
431

Pendapatan Hibah

n
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4.3.2 | Lain-lain Pendapatan
Seaual dengan Ketentuan

| Peraturan
Ferundangundangan
3 | Belanja
5.1 Belanja Operasi _
5.1.1 |Belanja Pegawai | =l ]
5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa |
515 |Hibah | el

5.1.6 | Bantuan Sosial |
| 52 | Belanja Modal |
5.2.1 | Belanja Tanah 1l

522 | Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3 | Belanja Gedung dan

Bangunan

5.2.4 | Belanjn Jalan, Jaringan dan
Trigasi

525 *Eﬂm,ju Asget Tetn
Lainnya

53 Belanja Tidak Terdugs
5.3.1 |Belania Tidak Terdugn
Jumlah Belanja
5.4 Belarja Transfer
5.4.1 Bagi Hasll Retribusi
5.4.2 Bagi Hagil Fenidapatan |
Lainnya
SURPLUS / [DEFISIT)
& Pembilayaan |
6.1 Penerimasn Pembiayaan
&.1.1 Penggunasn Sisa Lebih

Perhitungan Angparan
[SILPA)

613 | Hasil Penjualan
Kekaynan Daerah vang
Dipisahlkan

62 | Pengeluaran Pembiayaan

LI
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| 6.2.2 Penyertaan Modal -" '
(Investasi) Pemerintah
Dacrah
PEMBIAYAN HE‘T*::{ '
Sisa Lebih /Rurang
Pembiayaan Tahun
Berkenaan |
Catatan ains Laporan Keuanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dart laporan keuangan int

2. Laporan Perubahan Baldo Anggaran Lebih

Laparan Perubshan Salde Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan
dengan tabun sebelumnys. Disamping itu, suatu entitas peloparan
menyajiken rincian lebih lanjutdan unsur-unsur vang terdapat dalam
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan stas Laporan
Keuangan.

Berikut Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Pemerintah Eabupaten Donggala.

PEMERINTAH EABUPATEN DONGGALA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
| ]
| i Reff ZH;:T :H;;UI;]
| Baldo Anggaran Lebih Awal 5.9.1
Penggunaan SAL sebagail Penenmaan | 5.2.2
Tahun Berjalan

 Sub Total (1 5.d 2)
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan 52.3
Anggaran [SiLPA/SiKPA)
Sub Total [3+4)

Koreksi  Kesalahan Pembulogan 5.3.4

I‘\.

L3
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Tahun Sebelumnya l

Lain-lain |
Suldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) |5.2.5

Catatan atas Laporan Keuanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
elari laporan keuangan i

3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keusngsn entitas akuntansi dan entitas
pelaporan mengensl asel, kewnjiban dan elasitos padas tangesl tertentu.
Unsur yang dicalaup cleh neraca terdiri dari aset, kewsjiban, dan elkuitas.
Masing- mexing unsur didefinisilean sebagni berikul:
a. Aset:

Aget adaluh sumber daya ekonomi yang dikiasai dan fatau dimiliki
oleh pemeriniah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa Inlu dan dari
mans manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat dipercieh oleh pemerintah daerah, sertz dapat diukur dalum
satusn uang, termasuk sumber dayva nonkeuangan yvang diperlukan
untuk penyedisan jass bagi masyerakat umum dan samber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, Manfant
ekonomi masa depan yang terwujud dalam aser adaleh potensi sset
tersebut untuk memberikan sumbsangan, baik langsung maupun tidalk
langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daersh, berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bag pemerintah daciah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset
dildlasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat
dircalizasikan atau dimiliki unmk dipaleai atau dijual dalam waktu 12
{dua belas) bulan sefak tanggal pelaporan. Asel lancar meliputl kas dan
selara kas, investas: jangka pendek, piuteng, dan persediaan.

Aset vang fidak dapat dimasukkan dalam kriterin tersebut
diklasifilkasikan sebagai aset non lancar. Aset nonlancar mencaloap aset
yang bersifat jungks panjang, dan aset tale berwujud yang digunakan
baile langsung maupun tidek Iangsung untuk kegiatan pemerintah
daerah atau yang digunaken maosyarakat wmam. Asel nonlancar
diklesifikasilcan menjadi investasi janglea panjang, aset letap, dan aset
lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasl vang disdaksn dengan
maksud untuk mendapatkan manfaat ekonoml dan manfaat sosial
dalam jangka waktu lebih dari satu periode aluntansi. Investasi janglka
panjang melipull Investasi nonpermanen dan permanen. Investasi non

L2
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permarien antara luin investas! dalam Surat Utang Negara, penyeriaan
modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen
lainnya. Investasl permanen antara lain penyertsan modal pemerintah
daerah dan investasi permanen lainnyn.

Aget tetap meliputi tansh, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, Jalan, Jaringan, dan lrigesi, aset tetap lsinnya, dan
konstruks dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebogal ascl lainnya.
Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja
sama (kemitraan).

Kewajiban :

Kewnjibun adalah utang yang timbul dari peristiwa mass lalu yang
penyelesninnnya mengaldbatikan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa
pemerinish  daersh mempunyal kewajiban masa kini vang dalam
penyelesalannya mengakibatkan pengorbanan sumber days ekonomi di
masH yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konselcuensi pelaksanaan tugas
atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks
pemerintahan, kewajiben muncul antara lain karena penggunaan
sumber dari lembaga kevangan, entitas pemerintah daerah lain, atau
lembags intemasional. Kewafiban pemerintah daerah juga terjadi
karena perikatan dengan pegawal yang beleetia pada pemerintah darrah
atau dengan pember jasa lainnya, Setiap kewajiben dapat dipaksalean
menurut hukum sebagal konsekuensi dan lontrak yang mengikat atau
peraturan perundangundangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
kelompok kewajiban yang diselesalkan dslam wakiu kurang dad dua
belus bulan seielah tanggal pelaporan, Kewajiban jangks panjang
adalah kelompok kewajiban vang penyelesaiannya dilakukan setelsh 12
fdua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas :

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemeriniah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada ranggsl
laporan. Saldo ekultas di neracn berssal dari saldo akhir loporan
perubshan ekuitas

L4
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Pos-pos Neraca dijeluskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajiken dalam bentuk daftar atau
lampiran,

Berikut contoh format Neraca Pemerintah Habupaten Donggala,

PEMERINTAH EABUFPATEN DONGGALA
NERACA
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)
I
Uraisn |  REF 20X1 20X0
ASET 531 |
ASET LANCAR |
Kas dan Setara Kas 5.3,1.1
Kas di Kas Dagrah 53101 |
Kas di Bandahara Penesimaan 5:3.1‘1.1--1“
Kas di Bendahara Pengeluaran | 5.3.1.1.1.2 |
Kas di BLUD 53.1.1.1.3
Kas di Bedahara BOS 5.3.1.1.1.4
Kas Dana Kapitasi pada FKTP | 5.3.1.1.1.5
Has Lainnya 53.1.L16 'i
Kas Dana Desa 53.1.1.1.7
Kas di Bedahara BOSP 53.1.1.18
Kas Dana Bﬂl{Fuahﬂn;ﬂ: B _5'11_.“9 W,
Investasi Jangka Pendek 5.4.1.1.2
Investasi Jangka  Pendek|5.3.1.1.2.1 |
Lainnya
Penyisihan [nvestasi Jangla | 5.3.1.1.2.2
Penidek Lainnya
Piutang Pendapatan 5.3.1.1.3 i
Piutang Pajak Daerah 53.1.1.2.1
Piutang Retribusi Daearh 5.3.1.1.2.2
Piutang Hasil Pengelolaan 5.3.1.12.3
Kekavaan Dacrah
15
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53.1.1.44

Piutang Lain-lain PAD yang Sah
" Piutang Transfer Pemerintah | 5.3.1.1.2.5
Daoerah Letnnya
Plutang Lainnya 5.3.1.1.4
Ponyisihan Piutang 5.3.1.15 N
" Beban Dibayar Dimulka 5.3.1.1.6
Pergediann 5.3.1.1..T
INVESTASI JANGKA PANJANG 5.3.1.2 ~
Investasi Non Permanen 5.3.1.2.1
Dana Bergulir 531211
Investasi Non  Permanen| 5.3.1.2.1.2
Lainnya
Penvisihan Investasi Jangka | 5.3.12.1.3 |
Panjang Non Permanen
Investasl Permanen 5.3.1.2.2 1
Penyertuun Modal Pemerintah | 5.3.1.2.2.1
Dacruh
ASET TETAP 5.3.1.3
Aset Tetap Tanah 5.3.1.5.1
Aset Telap Peralatan dun Mesin | 5.3.1.3.2
Aset Tetap Gedung dan 5.3.1323
Bangunan
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan | 5.3.1.3.4
Jaringan
Aset Tetap Lainnva TR
I_ Aset Tetap Konstruksi Dalam | 5.3.1.3.6
Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset | 5.3.1.3.7
Tetap
ASET LAINNYA 5.3.1.5
| Tagihan Jangks Panjang 5.3.1.51
Aset Tidak Berwujud Lainnva | 5.3.1.5.2

I&
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Aset Lain-Lain | 53153 |
Abkumulasi Amortisasi Asct Tak | 5.3.1.5.4
Berwujur

| Akumulasi Penynsutan Aset | 5.3,1.5.5
lainnya
Dana Transfer Treasury 53.15.6
Deposit Facility [TDF)

EKEWAJIBAN 5.3.2 '

EEWAJIBAN JANGKA PENDEK 53.2.1
Utang  Perhitungan  Pihak! 53.2.1.1
Ketiga

Pendapatan Diterima Dimuka | 5,3.2,1.3

Utang Belanja 5332.14
Utang Jangka Pendek Lainnya | 5.3.2.1.5
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 5.3.2.2

Ulang Dalam Megeri 5.3.2.2.1
Utang Jangka Panjang Lainnya | 5.3.2.2.0

EKUITAS 5.3.3

JUMLAH EEWAJIBAN DAN EKUITAE| 5.3.4

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dizri laporan keuanger ini

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyujikan ikhtisar sumber days ckonoml yang
menambah ekuitas dun penggunsannya dikelola cleh pemerintah dacrah
untule kegistan penyelenggarman pemerintshan dalam  satu  periode
pelaporan.

Unsur yang dicalup dalam Laporan Operasionsl terdirl dari Pendapatan-1L0,
beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat
dijelaskan s=bagal berilout :

a. Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hoale pemerintaly daerah yang diakui

sebagni penambah nilal kelaysnn bersih

b. Beban adalah kewgjiban pemerintah dasroh vang diakui schagal
pengurang nilai keksyuan bersih
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e
Transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang darifoleh suaty

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan luin termasuk dans
perimbangan dan bagi hasil

£

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar bizsa atau beban har bissa yng
terjadi karens kejadian atau transaksl yang bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjodi den berada di lusr
kendali atau pengaruh entitas yang bersanghkutan.

Berikut adalah contch format Laporam Operasional Pemerintah
Kabupaten Donggala.
PFEMERINTAH EABUPATEN DONGGALA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampal Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)
Kenailcan /
Uraian REF | 20X1| 20X0| Penurunan| %
KEEGIATAN OPERASBIOAL 54.1
'PENDAPATAN - LO 5.4.1.1 _
PENDAPATAN ASLI DAERAH | 5.4.1.1.1 |
- LD
Pendapatan Pajal Daerah- | 5.4.1.1.1,1
LO
Pemdapatan Retribusi 541112 |
DacrahLO
~ Pendapatan Hasil 54.1.1.13 i
Pengelolaan Kekayaan
Daerah-10O
Laln-luin PAD yang Sah-LO | 5.4.1.1.1.4

PENDAPATAN TRANSFER - 5.4.1.1.2

LO | b
Pendapatan Transfer | 54.1,1.2.1 |
Pemerintah Pusat - LO |
Bagi Hasil Pajak - L0 | 5.4.0.12.1.1|

Bagl Hasil Bukan Pajak, 54.1.1.21.2
Sumber Daya Alam-LO
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Dana Alokasi Umum | 54.1.1.2.1.3 |
(DALLD ‘
f Duns Alokssi Khusus 5.4.1.1014] 1
e | |
Dana Alokasi Khusus | 5.4.1.1.2.1.5
(DAK) Non Fisik - LO |
Pendapatan Transfer 5.4.1.1.2.2 I
Pemerintah Pusat Lainnya
-LO

Dana Penyesusian -LO | 5.4.1.1.2.2.1 T |
Pendapatan Transfer 5.4.1.1.2.3
Pemerintah Daerah
Lainnya - LO

Pendapatan Bagi Hasil 54.1.1,2.2.]

Pajak-LO

Bantuan Kevangan -LO  5.4.1.1.2.4
' Bantuan Keuangan dari | 5.4.1.1.2.4.1 =
Pemerintah Daerah
Provinst Lainnya-LO

Bantuan Keusngan dari | 5.4.1.1.24.2

Pemerintah Daerah
Kabupaten = LO
LAIN-LAIN PENDAPATARN| 5.4.1.1.3 3
DAERAH YANG SAH - LO
Pendapatan Hibah- LO 5.4.1.1.3.1
BEBAN 5.4.1.2
BEBAN OPERASI 5.4.1.2.1 ol
Heban Pegawai 54.13.1.1
| Beban Barang dan Jasa 54.1.2.1.2
Beban Hibah 5.4.1,2.1.3
Beban Bantuan Sosial 54.1.2.14 I|
Beban Penyisihan Plutang | 5.4.1.2.1.5 i
Beban Hibah 5.4.1.2.1.7
Deban Penyusutan dan | 5.4.1.2.1.9 i |
Amortisasi
BEBAN TRANSFER [ 5.4.1.22
Beban Transfer Bagi Hasll 5.4.1.2.2.1
Pajnk Dasrah
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Beban Transfer Bantuan 54.1322
Hj’:uﬂ.ﬂyi‘l

SURPLUS/|DEFISIT) DART 54.1.3
KEGIA- TAN OPERASIONAL

IEEEI&TH NON OPERASIONAL | 54.2
| 1

SURPLUS NON 5.4.2.1
OPERASIONAL - LO ,
Surplus Fenjualan / 5.4.2.1.1 I
Pertuliaran /Pelepasan Aset
Nen Lancar-LO
DEFISIT NON OPERASIONAL | 5.4.2.2
- LO
Defisit Penjualan/ 5.4.2.2.1
Pertukaran /Pelepasan Aset
Non Lancar - LD
Defigit Penyelesaian 5.4.2.2.2
Kewmjibaan Jangka Panjang -
LO
SURPLUS/(DEFISIT) DARI 5.4.2.3
KEGIATAN NON OPERASIONAL
POS LUAR BIASA 54.3
" Pendapatan Luar Biasa - LO | 5.4.3.1
Beban Tak Terduga 1 5.4.3.2
[SURPLUS/ [DEFISIT) DARI POS |5.4.33
LUAR BIASA
!
Isﬂanm,-‘mm - LO 5.4.4

Catnian atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tdak lerpisahkan
dari laporon keuangan ini
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5. Laporan Arus Has

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menysjilkan informasi mengenai
sumber, penggunaan, dan perubahan kas selams satu periode alkuntanst
serim saldo kas pada tanggnl pelaporan. Tujusn pelaporan arus kas adilsh
memberikan informasl mengenai sumber, penggunean, perubahan kas dan
setara kas selama suahu periode nluntansi dan soldo kas dan setara kas
pada tangpsl pelaporan. Unsur vang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdi
dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan
sebagai berikut:

&, Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara

Umum Daerah.

b.  Pengeluaran kas sdalah semua aliran kas vang keluar dari Bendahara
Umum Daerah.

Penyajinn Laporan Arus Kas menggunakan Metode Langsung yaitu metade

penyajlan arus kes dimana pengelompokan otama dan pengelusran leas

bruto hams dongkapkan.

Berikut adalah contoh format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten

Donggala.
PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 201 dan 20X0
| (Dadam Rupish)
Uraian REF 20xX1 20X0
ARUS EAS DARI AETIVITAS OPERASI | 5.5.1
Arus Kas Masuk 5.5.1.1 0
Pendapatan Pajak Daerah 5.5.1.1.1
Pendapatan Retribusi Daerah 5.51.1.2
Pendapatan Hasil Pengelolsan BEvBE
Kekayaan Daerah
Lain-lain PAD yang Sah | 5.3:0.1.4
Transfer Pemerintah Pusat 3.%x1.1.5
Tranafer Pemerintah Pusat-Lainnya 5.51.1.6
| Transfer Pemerintah Daerah-Luinnya | 5.5.1,1.7
Banman Kenangan 55.1.1.8 |
Pendapatan Hibah =2.21.1.9
Pendapatan Dana Dararat 2.51.1.10 |
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| Pendapatan Lainnys 5.5.1.1.11 |
' Jumlah Arus Masuk Kas ' =l ui
1 S
 Arus Keluar Kas 5.5.1.2 T 1
Belania Pegawai 5.5.1.2.1
Belanja Barang dan Jasa 55122 |
Belura Hibah 55123 |
Belanja Bantuan Sosial 5.5.1.2.4
Belanja Tak Terduga 55125 |
Transfer Bagl Hasil Pajak Daerah 5.5.1.2.6
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | 5.5,1.2.7
Transgfer Bantuan Keuangan Lainnya 55.1.2.8
Jumiah Arus Keluar Kas |
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 5.5.1.3 =R
ARUS KAS DARI AKTIVITAS 5.5.2
INVESTASI |
Arns Masuk Kas 5.5.2.1
Penjualan atas Aset Dasrah yang 5.52.1.2
Tidalk Dipisahlan
Penjualon atas Asct Lainnyn 5.5.2.1.3
" Hasil Penjualan Kekayaan Daerah | 5.5.2.1.4
vang Dipisahlan
Penerimaan Penjualan Investasi Non | 5.5.2.1.5
Fermanen
Jumlah Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas 5.5.2.2 :
. Belanja Modal - Tanah 5.5.2.2.2 |
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin 55223 |
" Belanja Modal - Gedung dan Bangunan | 5.5.2.2.4 |
© Belanja Modal - Jalan, Irigasidan | 5,5.2.2.5 |
Jaringan
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya | 5,5.2.2.6 |
Belanja Modal - Aset Lainnya 5.52.27 |
Penyertaan Modal Pemerintah Dacrah " 55228 | |
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Pengeluaran Pembelian Investasi Non | 5.5.2.2.9
Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas i
| J
Arus Has Bersih darl Aktivitas | 5.52.3 |
Investasi
;'ARHB HAS DARI AKTIVITAS 6.5.3 '
PENDANAAN
Arus Masuk Kas 5.5.3.1
Penerimaan Utang Jangka Panjang| 5.5.3.1.5
Lainnya
Jumlah Arus Masuk Kas
Arus Eeluar Eas 5.53.2 .
Penyertaan Modal BUMD 93,21
Pembiyaran Utang Jangka Ponjang 5.5.3.2.6
Lalnrnya
Jumlah Arus Heluar Kas '
Aruz Kas Bersih dari Aktivitas 5.,53.3
Pendanaan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS 55.4
TRANSITORIS
Arus Masuk Kas 5.5.4.1
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga | 5.5.4.1.1
(PFK]
Jumlah Arus Masuk Kas —
Arus Keluar Kas 5.5.4.2
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga| 5.5:4.2.1
[FFK]
| Jumlah Arus Keluar Kas
i
Arus Kas Berslh dari Aktivitas 5.54.3
Transitoris
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}E_ﬂn_lku / (Penurunan) Kas 5.5.5 %
Saldo Awal Kas 5.5.6
| Korelksi SILPA Tahua Lalu 5.5.7

Saldo Akhir Kas ) | 5.5.8

dart luporan keuwangean ini

6. Laporan Perubshan Ekuitas

Laperan Perubahan Ekmitas menyajilan informasi kenaikan atau penuranan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun schelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menvajikan selurang-kurangnya pospos:

a. Ekuitas Awal;

b. Surplus/Defisit-L0 pada perinde bersangkutan;

¢. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangs ekuitas. yang
antara lain berasal dari dempek kumulatii yang disebabkan oleh
perubahan  kebijakan akuntansi dan loreksi kesalahan mendasar,
misalnya:
L. koreksi kesaluhan mendasar dar persedisan yang terjadl pads

periode-periode sebelumnya;

2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap,

Berikut contoh format Laporan Perubahan Ekultas Pemerintoh
Kabupaten Donggala,
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PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

LAPORAN PERUBAHAN EXTITAS
Untuk Tabun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan

20%0
{Dalam Rupuah)
Tahun
Uraian Rett 20X0
20%1
Eknitas Awal 5.6.1
Surplus/ [Defisit) - LO | 5.6.2 !
Dampak Kumulatif Perubahan 5.6.3
Eebijokan /Hesalahan Mendasar:
Korelesi Nilai Persedinan )
Selisih Revaluast Aset Tetap
Korelksi Eluitas Lainnys I
Ekuitas Alkhir 5.6.4
)l

Catatan atos Laporan Keuanan merupakan bagian yimg tidak terpisahkan
dari laporan kewangan ini

7. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan menynjikan penjelasan nsratif atau
nnoian darl angks yang teriera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laparan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Eluitas, Neraca, dan Luporan Arus Kaxs. Catatan atas Laporan Keusogan jugs
mencakup informasi tentang kebijakan akuntsnsi vang diperpunakan oleh
entitas pelaporan dan informasi lain yang diharusican dan dianjurkan unluk
diunghkaplan di dalam Standar Akuntans! Pemerintahan, serta ungkapan-
ungkapan yang diperlukan untuk menghasillcan penyajian laporan keuangan
secara wajar, Catatan atas Laporan Keuangan mengunghkapksn hal-hal
sebagal berikut:
8,  Mengungkapkan informasi umum entitns pelaporan dan  entilas
akuntansi;
B Menywjikan informasi teatang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi
regional felconomi makra;
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Menyajikan ikhtisar pencapaian kinema keunngan seloma tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatsn yang dibadapi dalam
pencapman target;
Menyajikan mformasi tentang desar penyusunan Iaporan kenangsn dan
kebijakan kebijakan akuntansi yang dipiih untuk diterapkan atus
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadion penting lainnys;
Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos vang disajikan
pada lembar muka laporan keuangan;
Mengunghapkan informasi yang diharuskan oleh  Pernyataan
StandarAkuntansi Pemerintahan yang belum dissjikan dalsm lembar
ks laporankeuangan; dan
Menyediskan informasi tambahan yang diperlukan untuk penynjian yang
wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (on the face) faporan
keusngan.

Seloin laporan keusngen pokok seperti dissbut di ates, entitas

peiaporan wajib menyajikan laporan lsin dan/atau slemen informasi
akuntansi yang diwajibksn oleh ketentuan peraturan petundang-undsogan
|2latulory reports),

G. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN EEUANGAN

Pengakuan dalam alkuntansi edalah proses penetapan terpenuhinya

kriterin pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan nkuntansi

schingga slean menjadi bagian yvang melengkupi unsur aset, kewajiban,

ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiavean, pendapaton-L0O, dan beban

stbagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uvang terhadap pos-pos

laporan keuangan yang terpengamh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
Kriteria minimum yang periu dipenubi oleh suatu kejadian atou peristiwa
untuk dinku yaitu:

a.

terdapat kemungkinan bahwa manfzat elkonomi yang berkaitan dengan
kejadinn atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk
ke dalam entitas akuntansi dan entitag pelaporan; dan

b. kejadinn atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang
dapat diulour atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalum menentukan spakah suatu kefadian/peristiwa memenubi kriteria
pengakuan, perlu mempertimbanglan aspek materialitas,
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Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dakam kritena pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar mantaat
ckonoml masa depan terjadi digunakan dalam pengertion dernjat kepastian
tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yuny berkaiton dengan poa atau
kejadian /peristiva tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.
Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian linglungan
operasional pemerintah deersh, Penghkajian derajat kepastian veng melekat
dalam arus manfast ekonomi masa depan dilakukan atas dagar bukti yang
dapat diperoleh padsa ssat penyusunian laporen keuangan.

Keandalan Pengukuran

Krileria pengalcian pada umumnya didasarkan pada nilhd usng akdbat
peristiwa ateu kejadian yang dapat diandallcan pengukurannya, Namun ada
kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak, Apabila
pengukuran berdasarkan bieys dan estimasl yang layak tidek mungkin
dilakukan, maka pengakusn transaksi demildsn cubup diungkapkon pada
Catatan atas Laporan Keuanpgan.

Penundann pengalooan suatu pos atuu peristiwn dapat terjadi apabils
kriteria pengakusn baru lerpenuhi setelah terjadi ateu tidak terjadi peristiva
atan keaduon lein di mass mendatang.

Pengakunn Aset

Aset diskui pada sast potensi manfoat ekonomi masa depan diperoleh oleh
pemerintah daerah dan mempunyal nilal atau biaya yang dapat diulour

dengan andal,

Dengan pencrapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban
dibayar dimuka diskul ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas
masuk atau manfaat ekonomi lainnya dard entitos lon telah atau tetap masih
terpenuhi dan nilal Klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi,

Aset dalam bentuk kas vang diperoieh pemeriniah deersh sntara lain
bersumber dan pajak daerah, retribuei, hasil pengelolaan kekayasn daerah
yang dipisahkan, tranafer, dan penerimann pendapatan daerah lain-lain,
serta penerimann pembiayaan. Proses pemungutan setinp unsur peoerimasn
terscbut sangat beragam dan melibatkan banyak pibak atau instansi
Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah
untuk mendapatkan pengaluan akuntansi memeriuksan pengaturan vang
lebih rincl, termasuk pengataran mengenal batasan waktu sejak uang
diterima sampal penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah, Aset tidak
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diskui jike pengelusran telah tefadi dan manfaat ekonominya dipandang

tidak munglin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi
berjalan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakul jika besar kemunglkinan bahwa pengeluaran sumber daya
ekonoml skan dilakukan untuk menyelesaikan kewnjiban yang ada sampai
zaat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban terschul mempunyai nilsd
penyelesaian yang dapat dinkur dengan andal.

Pengakuan Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

Pendapatan-LO diakm pada saat timbulnye hak atas pendapatan tersebut
atau ada aliran masuk sumber daya eleonami,

Pendapatan LRA diakui pado seat diterima di Relening ¥us Umum Dasrah
atau cleh entitas pelaporan.

Pendapatan-L0O dialui bersamaan dengan  penerimasn kas  dilakukan
apabila dalam hal proses transsksi pendispsian dacrah tidok terjadi
perbedasn wakiu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan
kas daerah. Atnu pada sast diterimanys kas/asel non kas yang menjadi hak
pemerintah  daerah  tenpa  lebibh  dul adanys  penciaparn.  Dengan
demikian Pendapatan-LO diakul pada sast kas diterima bailk disertai
maupun tidak diseriai dokumen penetapan.

Dalam hal badan laysman umum daerah, pendapatan diakul dengan
mengacy pada peraturan perundangan yang mengatur mengenal badan
Imyanan umum daerah,

Pengaknan Beban dan Belanjn

Beban dialoi pada saat timbolnys kewajiben stao terjadinya konsumei aset,
atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jusa.

Belania diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kns Umum
Diaernh atou entitns pelaporan. Ehusus pengehiaran melalni bendshara
pengeluaran pengakuannya lerjadi pads sast pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai  fongsi
petbendaharasn.

Pengakuan beban pada periode berjalan dit Pemda Dongrala dilakukan
bersamaan dengan pengeluaran kos yaitu pada saat diterhitkannys S8FZD
belanja dan Perlanggungjawaban (SPJ), kecuali pengelusran belanja modal.
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Sedangkan pengakusn beban pada saat penyusunan laporan keuangan
dilakukan penyesuaian,

H. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Penguluran adalah proses penetapan nilal uang untuk mengakui dan
mrmasukkan setiap pos dalam laporan keusngan Pemerintah doerah.
Penguluran pos-pos  delam  laporan keusngan Pemerintsh daerak
menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluarn kas
dun setars kuas atan sebesar nilal wajar dari tmbalsn yang diberikan untuk
memperolch asct tersebut. Kewafiban dicatat sebesar nilal wajar sumber
ekonomi yang digunaksn pemerintah untuk memenuhi kewajilan.
Pengukuran pos-pes laporan keuangsn menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata yeng asing horus dikonvernikan terlebih
dahulu dan dinyatakan dalam mate usng Rupiah dengan menggunakan nilad
tukar/lurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transalcsi.

ASUMSI DASAR

Asums| dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerab  adalab
anggapan yang diterima sebagul suatu kebenaran tanpa periu dibuktikan
agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

1. Asumsi Hemandirian Entitas

Asumsi leemandirian entitas, yang berarti bahwa unit pemerintsh daerah
sebagai entitas pelaporan dan entitas aluntansi dianggap sebagal unit
yang mandiri dan mempunyal kewajiban untuk menyajikan laporan
kenangan schinggs tidak tedadi kekacauan antar unit pemerintahan
dalam pelaporan keuangan. Salah satu Indikasi terpenuhinya ssumsi ini
adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun snggaman dsn
melaksanskannya dengan tanggung jaweb penuh. Entitas bertangoung
jowab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luor neroca untak
kepentingan yurisdilksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau
kerusaksn aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi
akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlulaana tidaknys program
dan kegintun yang lelah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri:

a. Entitas Pelaporan adaleh pemerintah daerah yang terdin dari satu
atau lenh entitas aluniansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan perisnggung
jawaban berupa laporan keuangan Pemds; dan

b. Entitas Akuntansi adalah satuan kerja penguna anggaran/pengguna

barang dan PPEKD dan oleh karenanya wajib menyvelenggarakan
29
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akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabunghkan pada

entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntanai adalah
SKPD dan PPED,

2. Asumsi Kesinambungan Entitae

Laporan keuangan Pemerintah daerab disusun denpan asumsi bahwa
Pemerintuh duerah akan berlanjut keberadaannys dan lidak bermaksud
untuk melakukan likuidasi.

3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang [Monetary Measuremenn
Laparan kenangan Pemerintah daerah harus menyafikan setiap kepiatan
yang dinsumsikan dapal dinilai dengan satuan usng. Hal ini diperlukan
agar memungikinken dilskukannya analisis dan pengukuran dalam
akuntansi.

J, PRINSIF AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sehagai ketentuan
yang harus dipahami dan ditaati alch penyelenggara aluntanst dan pelaparan
keuangan pemerintah doernh dalom melokukan kegiatannya, serta oleh
pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berileut
imi adalah delapan prinsip yang digunaksan dalem slountansi dan pelaporan
kruangan pemerintah daerah:

|, Basls Akuntansi

Basias akuntansi yang digunakan dalam laporan keusngan pemerintah
daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan elnitas
dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan
operasional, Dalam hal peraturan perundangon mewajibken dissjlmnnys
laporan keuangnn dengan basis kas malkna entitas pemerintah daerah wajib
menyampaikan laporan demilcan.

Basis skrual untuk LO beeurti pendapatan diakul pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walsupun keas belum direrima: di
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban dialou)
pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan
bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dileeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak
luarfasing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan busis kas
maka LRA disusiun berdasarian basis kas berarti pendapatan penerimaan
pembiayaon dialooi poda sast Yins diterimn oleh kas daerah aten entitas
pelaporsn, scris belanja dan pengeluaran pembiayaan dialos pada sant kas
dilkeluarkan dar las deerah. Pemerintnh daerah tidak mengpunakan

o



KEBIAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAT

e e e e s —— . o e .
istilah  labu, melainkan menggunakan sisa perhltungan  anggaran

lebih/kurang) untuk setisp tahun anggaran. Sisa perhitungan npgaran
lerguntung pada selisih realisasi pendspatan dan pembiayaan penerimsan
dengan belanja dan pembiayasn pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca bersrti bahwa aset, lewajiban dan ekuitas
diskui dan dicatal pada saat terjadinye transaksi, atau pada sast kejadian
atmu kondisi lingkungan berpengnruh pads keuangan pemerintah dasrab,
bukan pads sest kae diterima atou dibayar oleh kes daceah.

2. Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

Aset dicatnt sebesar jumlah kas yang dibavar atau sebesar nilal walar dari
imbalan (consideration] untuk memperoleh asel tersebut pada saai
perolehan. Ulang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan
dibayarkan untuk memenuhi kewsjiban di mosa yang akan datang dalam
pelaksanaan kegiaton pemerintah dacrab. Penggunaan nilai perolehan
lebih dapat diendalkan danpada nilai yang lain, jarena nilai perolehan
lebih obyektif dan dapat diverifikesi. Dalum hal tidok terdapat nilai historis
dapat digunakan nilai wajar aset atnn kewsjiban terkait.

3. Prinsip Realisasi |Realization Principle)

Ketersediaan pendapatan| basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD
selama suatu lahun anggaran ekan digonakan untuk membiayvai belanja
dacrah dalam periode tahun anggaran dimalesud atau membayar utang.
Prinsip layak temu biava-pendapatan (mafching cost against revenue
principle) tidak mendapatlkan penekanan dalam skuntsnsi pemerintih
daernh, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas [Substance Over Form
Principle)
Informasi akuntansi dimaksudian urtuk menyajikan dengan  fujur
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnyn disajilan, male transalksi
atau peristiwn lain tersebut harus dicatat dan disajilan sesual dengan
substansi dan realitas elonomi, bulmn hanye mengikud aspek
formalilasnyn. Apabiln substansi transabsi atau peristiwa lain tdak
konsisten/berbeda dengan espek formalitasnys, make hal tersebur harus
diungkuapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan,

5. Prinsip Periodisitas |Periodicity Principle|

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangen Pemerintah daerah periu
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah
daerah dapat dinkur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat
ditentukan. Periode utama pelaporan keusngan yang digunakan sdalah
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tahurnan, Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesieran sangat
dianjurksan.
6. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

Perlaluan alkuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang
seTupa dan penode ke periode oleh pemenintah daerah (prinsip konsistensi
mternal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleb terjadi perubsahan dari
situ metode akuntansi ke metode aluntansi vang lain. Metode akuntsnsi
vang dipakai dapat diubeh dengan syarat bahwa metode vang baru
diterapkan harus menunjukkan hasil yang leblh balk dad metode yang
lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini
harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laparan Keusngan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

Laparan kevangan Pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguns laporan, Informasi vang
dibutubkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muksa
{on the face) laporan keusngan atau catatan atas laporan keuangan.

§. Prinnip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)
Laporan keuangon Pemerintah deerah harus menysjikan dengan wajar
Luporan Realisusi Anggaran, Laporan Perubahan Salde Anggarun Lebih,
Neraca, Laporan Operagional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus
Kaa, dan Cawatan Atas Laporan Keuangan.
Faktor pertimbangan sehat bagl penyusun laporan keuangan Pemerintah
dasrah diperiokan ketika menghadapl ketidakpastian peristiwa dan
keadaan tertentu. Ketidakpastian sepertli itu  diakui  dengan
mengungkapkan hakikat serfa tingkainya dengan mengmunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunsn laporan krusngan pemerintah
daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur leehati-hatian pada sast
melakukan prakirsan dalam kondisi ketidakpastian sehingga nset atsu
pendapatan tidak dinyatakan terlalu tioggl serin kewajiban dan belanja
tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunasn
pertimbangan sehat tidak memperkenankan, sengajs menetapkan asel
alau pendapatan yang terlampan rendah sten sengaja mencaial kewaliban
dan belanja yang terlampan tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral
dan tidalt andal.

K. EENDALA INFORMAS] AKUNTANS] YANG RELEVAN DAN ANDAL
Kendale informasi yang relevan dan andal adalah setisp keadaan vang tidak

memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan Informas
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akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Permerintah dasrah

sebagai akibat keterbatasan (fimitotons) atau kerena alasan-alasan tertenm.

Ada 3 (Tiga) hal yang mengakibatkan kendals dalam mewujudkan informasi
akuntansi yang relevan dan andal, yaitu-

1. Materiglitas

Laporan ktuangan pemerintah doerah walaupun idealnys memuat segala
informasi, tetapi hanys diharuskan memuat nformasi yvang memenuhi
kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalalan untulk
mencantiunksn atau kesalahan dalam mencatat informasi terscbul dapat
mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar
informasi dalam laporan keuangan pemeriniah dasrah,

2. Pertimbangan Biaya dan Maninat

Manfaal yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan
keuangan pemerintah daerah seharusnys melebihi dar biaya yang
diperiukan untuk penyusunan laporan terscbut. Oleh kurena itu, laporan
keuangan pemerintuh dacrah tidak semestinya menyvalikan Informasi yang
manifaatnya leblh kecil dibandingkan biaye penvusumannya. Nomun
demikinn, cvaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbuangen
yang substansial. Biaya dimaksud jugs tidak hanss dipiloul oleh pengguns
informasl vang menilanatd manfaat,

3. Keseimbangan antar Karskteristik Kusalitatif

Kescimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapa
suatu keseimbangan yang tepat di antars berbagal tjuan normatif vang
dibarapkan dipenuhl oleh laporan keuangan pemerintah  daerah,
Kepentingan relatil antar karakteriptik kualitatil dalam berbagal kasus
berbeda, tenutama antara relevansi dan keandalan. Penentusn tingiat
kepentingan antara dus karnkteristik lualitatif tersebut merupakan
masalah pertimbangan profesional.

L. DABAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Pemenintah Daerah diselenggaralan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang meogatur kevangan daerah, yakni:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negarn;

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negars;

J. Undang Undang Nomoar 15 Tahun 2004 TE:I"It;EITIE Pemeriksasn Propelolasn
dan Tanggung jawab Keuangan Negara:

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah dacrah;
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5, Undang-undang Nemor 1 Tahun 2022 tentang hubungsn Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah;

6. Permturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tenteng Pengelolasn
Keuangan Daerah;

B. Peraturan Menteri Dalam Reperd Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomaan
Teknis Pengelolaan KEeuangan Deerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781

9. Peruturan Daerah Kabupaten Donggals Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daersh,
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KEEBILJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA

A. Deflnisi

Pendapatan LRA adalah semus penerimunn yanpg mensmbah saldo anpgaran
icbih dalam periode tahun anggeran yang bersanglkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kemball oleh pemerintah daemh.

B. Klagifikasi

|. Pendapatan diklasifiknsi berdasarkan sumbernya, secara garis besar sda
tign kelompok pendapatan deerah yaitu:
a. Pendapatan Asli Dasrah (PAD),

b. Penduapatan Transler,
. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

2, Pendapnatan Asli Daerah [PAT)) adalah pendapaian yang diperoleh dasrah
yang dipungut berdasarkan peraturan dasrah sesusi pergiuran perundang-
undongan yang dinloal sebagal penambah nilal keltaysan bersih dalam
periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian dasrah tertentia.

3. Pendapatan Asli Daersh (PAD] bersumber dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolnan doerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang
sah. Lain-lain PAD yang sah terdiri atas: hasil penjualan /pemanfaatan BMD
vang tidak dipisahkan, hasil kerjasama duerah, jasa giro, hasil pesgelolasn
dana berpulir, pendapatan bunga, penerimaan stas tuntutan gantl keruglan
keuvangan daerah, penerimaan keuntungan darl selisih nilal tuksr maplah
terhadap mata uwang asing, pendapaton denda atas keterlambaton
pelaksanaan pekerjaan, pendapaton denda pajak daernh, pendapatan
denda retribusi  deerah, pendapatan  hasil ekselusi atas  jamiman,
pendapatan dari pengembalion, pendapatan dari BLUD, dan pendapaton
lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pendapotan Transfer—LEA Pendapatan Transfer adelah pendepuatun yang
berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer lerdini atas:

a. Tranfer Pemerintah Pusatl [Dana Perimbangan, Dana Insentil Daerah,
Dana Otonomi Khusus, Dana Keigtimewaan dan Dana Desa); dan
b. Transfer antar daerah (Pendapatan Bagl Hasil dan Bantuan Keuangan)].

5. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah—LRA
a. Lain-Lam Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan
daerah selain Pendapatan Asli Deerah-—LRA dan Pendapatan Transfer—
LRA.

b. Lain-lnin Dacrah Pendapaton yang Bah terdiri dari:
>3
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1. Pendapatan Hibah;

2. Dana Darurat; dan fatau

3.Lain-lain Pendapatan sesual dengan ketentuan pernturan perundang:
undangan.
Klasifilkasi Pendapatan -~ LEA untuk PPKD terdiri dart Pendapatun Transfer
dan Lain-lnin Pendaputun yang Sah. Pendapatan - LRA untuk SKPD
meliputi Pendapatan Asli Dasrah [PAD).

C. Pengakuan
Pendapatan-LRA diakul menjadi pendapaten ducrah pade sant:

8
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3.

Pendapatan kas relah diterima oleh bendahara penerimaan Satuan Kerja
atau bendahara penerimaan BLUD atsu kas dacrab, dengan dolcamen
penanda Pendapatan-LRA berupa Surat Tanda Setoran [STS) stau Bulkt
Penerimasn

Pendapatan kes yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor
ke REUD, dengan syaral entitas penerima wajib melaporkannyva kepada
BUD untuk dapat disahkan/diakul sebagal pendapatan Daerah.
Pendapatan kns yang berasal dari hibah langrung yang berasal dari
dalam/luer negeri yang dipunaksn untuk mendansi penpeluaran entitas
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepads BUD untuk
dapat disabiknn/dialani sebhagal pendapatan Daccah

D. Penguluran

1.

2.

Pendapatan-LRA divkur dengan asas brute, valtu sebelum dikompensasi
dengan pengeluaran.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya)
bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidek dapat
dianggarkan terlebih dabulu dilcarenakan proses belium selesni, malka asas
bruto dapat dikecualian.

Pendapalan-LRA dalam mala uang asing dicalat pada tanggal traneaksi

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia,
Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal| dan berulang (recurring) atas
penerimasn pendapatan-LRA pada periode penenimaan dibukulksn schaga
pengurang pendapatan-LRA,
Koreksi dan penpgembalian yang sifatnya tidak berulang fron recurring) atas
penerimann  pendpatan-LEA yang terjadi pada periode penecimaan
pendapatan-LRA dibukukan scbagal pengurdang pendapalan-LRA pada
periode vang sama.
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6. Koreksi dan pengembalian vang sifatnys tidak berulang fnon recurring) yang

terjadl pade perinde sebelumnya dubukukan sebagal pengurnng Saldo
Anggaran Lebih pada periode ditemukannys koreksi dan pengembalian
terselnit.

E. Pengungkapan

Hal-hel yeng diungkapan dalam CaLK terkait denpgan Pendapatan-LEA antara
Tain:
1. Pendapatan disafikan sesuai dengan struktur APBD dan SaF;

2. Rincian lebih lanjut tentang jenis pendapatan; dan

3. Penjelasan scbab-sebab terjadimyn perbedsan yang material snters
anggaran den realisasinys.
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KEBLJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

A, Defisini

Pendnpatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
ckuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan lidak perlu
dibayar kembali.

B. Klasifilkasi
1. Pendapatan - LO
a). Pendapatan - LO terdini dari
1. Pendapatan Asli Dasrah - LO;
2. Pendapatan Transfer—L0O;
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah—L0;
4. Pendapatan Non Operasional—L0; dan

5. Pos Luar Biasa—L0D.

b). Pendapatan Ash Dasrah—L0

1. Pendopatan Asli Daerah (PAD) - LO adalah pendapatan yang di peraleh
Daerah yang dikenaksn berdasarkan peraturan Daerah sesual dengan
peraturan perundang - undangan yvang diakui sebapsi penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersanghutan dan tdak periu dibayar
Kembali.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Deernh, Restribusi
Ducruh, Hanil Pengelolasn Kebmyuan Dacrah yang Dipisahkan, dan Laun-
lain PAD yang Sah.

¢l Pendapatan Transfer—LO

1, Pendapatan Transfer—LO adalah pendapsian yvang bersumber dan
pendapatan APBN yang dialokesikan kepada Daersh untuk mendans
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanann Desentralinasi;

2. Alokssi Pendspaten Transfer—LO untuk Pemerintah Daerah ditetopkon
dengan Peraturan tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajakc—L0, Dana
Alokasi Umum—L0, Dana Alokasi Khusus—L0; dan
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3. Dana Penyesumian—LO bagi [yang diterbitkun tiap tahun) dan
didistribusilkan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dan Bank

d). Lain-Lain Pendapatan Yang Sah—L0

1. Lain-ain Pendapatan vang Sabh—LO adalah seluruh pendapatan daerah
selain Pendapatan Asli Daerah—L0 dan Pendapatan Transfer—LO.

4. Lain-lgin Pendapatan yang Sah—LO terdir dari;
a. Pendapatan Hibah—LO
b. Dana Darurat—L0; dan
¢. Pendapatanlainnys - LO.
¢). Pendapatan Non Operasiongl—L0

L. Pendapatan Non Operasional —L0O adalah pondapatan yang diperoleh dan
kegiatan yang bukan dan diterimz secara tidak rotin tergantung den
timbulnya sustu fransaksi

2. Pendapatan Non Operasional—LO terdir dari:
a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar—LO;
b. Surplus PenyelesaianKewajibanJangka Panjang—L0): dan
c.Burplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnys—LO.
f). Pendapatan Luar Biasa—LO

Pendapatan huar hissa adaloh pendapatan luar binsa yang terjadi karena
kejadian atad tronsaksi vang bukan merupakan operasi biasa, tidek
diharapkan sening atau rutin terjadi, dan berada di lnar kendali ateu
penganih entitas bersangkutan. Pendapatan Luar Biasa—L0 disajikan dalam
Laporan Operasional setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dard

Pendapatan Non Operasional—LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan
Kenangan [CelK).

4. Klasifikasi Pendapatan - LO pada level PPKD meliputi pendapatan tranafor,

Luin-luin pendupatan yung suh dan Pendapatun Non Operasional. Sedangican
Klasifikasi Pendapatan - LO pada level SKPD meliputi Pendopatan Asl
Dagrah

C. Pengakuan
Pendapatan-LO diakui pada saat:
1. Timbulnva hol atns pendapatan; atoy

2. Pendapatan direalisasl, yaitu adanya sliran masuk sumber days ekonom,

aw
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Secara umum pengakuan Pendapatan-LO mendasarkan pada karaktristik

berilout:

L. Pendapaten-LO wang diperaieh berdasarian peraturan
peundangundangun, diakui pads sast timbulnys hak untuk menagih
pendapatan.,

2. Pendapatan-LO yang dipercleh sebagni imbalan atas suatu pelayanan vang
telah selesai diberikan  berdasarkan peraturan perundang-undangan,
diakui pada sasat timbulnys hak untuk menagih imbalan.

3. Pendspatan-LO vang diakui pada saat direalisasi adalah hak vang telah
diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagiban.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaluen pendspatan ditentukan sehapai

bertkut.

1. Pengakunn pendapatan pajak doerah disesuaiksn dengsn metode
pemungutan pajak yang digunakan Terdapst 2 (dua) metode yang
digunakan untuk pemungutan pajalk, yaitu melslul self assessment dan
aofficial assessment
&, Sistem self assessment

tem self assessment adalah sistem pemunguten pajak  yang
memberikan wewenang, kepercayean dan tanggung jawab kepeda Wajih
Pajak untuk menghitung, memperhitunghkan, membayar /menyetor, dan
melaporkan sendirl besarnva pajalk yang harus dibayar/pajak terutang.
Pajak daerah ini dialoui ketika Wajib Pajalk telah menyampeilan Surat
Pemberitahuan Pajak Daernh (SPTPD) dan/atau telah ditetapkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB|, Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDEBT).

b. Sistem Official Assessment

Sistem  Official Azgesemeni adalah suam sysiem pemeungutan
pajak yang membern wewenang kepada pemerintah untuk menentulan
besarnva pajede vang terutang kepada Wajib Pajalke Pajuk daerah ini
chukul ketika Suratl Keletapan Pajuk Dacroh (SEPD) dan/atau Surat
Pemberitnhuan Pajak Terutang  (SPPT], Keputusan Pengurangan,
Keputusan Keberatan, Keputusan Pembatalan atau dokumen lain vane
dipersamalkan telah diterbithan.

2, Retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis retribusi antara lain;

a. Retribuai jesa unmim;
b, Retribusi jasa usaha; dan
¢. Retribusi perizinan tertenti.
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Retribusi Daerah dialul saat Surat Ketetapan Retribusi Daerah [SKRD),

kards, Buku Ketetapan dan Pemabayaran Retribusi (BKPE), atau Kuitansi

Tanda Pembeyaran Retribusi [KTPR),

Lain-Lain Pendapatan Dacsrah yang Sah:

4. Pendapatan hibah berupa uang dialod saat Neskah Perjanjian Hibah
telah ditandatangani; dan

b. Pendapatan hibsh berupa barang dinkn apabila memenuhi kriteris
perolehon asel donasi.

D. Pengukuran

. Pendapatan-1.0  divkur berdasarkan asas  bruto, yadtu  sebelum

dikompensasi dengan pengeluaran.

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya)
bersifat varisbel terhadap pendapatan dimsksud dan tdek  dapat
dianggarkan terlebih dehulu dilkerenalkan proses belum selesai, maks asas
brutn dapet dikecoalikan,

. Pendapalan — LD dalam mata vang asing dicatat pada tanggal transaksi

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

, Pengembalian yang sifainys normal dan  berulang frecurring) atas

pendapatan-LO pada peniode penerimasn meupun  pads  periode
sebelumnys dibulukan sebagal pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifstnys tdak terulang fnon recurring) atas
pendapatan-LO  yang terjadl pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagal pengurang pendsapatan pada perode vang sama.
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidalk berulang fnon recurring) atas
pendapatan-LO yang tegadi pada sebelumnya dibukukan sebagusi
pengurang elatitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembaolion
tersehut.

Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/iasa dilaporkan dalam
Laporan Operasional berdasarkan nilai nominal Nasksh Perjanjisn Hibah.
Apabila dalam Naskah Perjanjian Hibah tidak ada milai nominalnya, malka
diperoleh dengan cara menaksir nilai wajar barang/{zsa tersebut pada

tanggal transaloi.

E. Pengungkapan
Hal-hal yang diunghkapkan delam CalK terkait dengan Pendapatan-LO antara
lain:

1.
2

Rincian Pendapatan-LO sesuai dengan SAP; den

Penjelasan mengenai pendapatan tahun pelaporan jilea terjadi halhal yang

bersifat khusus.
41
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KEBLJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. Definisi
Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun angegaran yang bersanglkutan vang tidak akan diperoleh
pembayarmnnya kembali oleh Pemerintah Daerah.

B. Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan sesual dengan stiuktur APBD dan SAP.

C. Pengakuan

Belanja dinkul padas saat:

1. Terjadinya pengeluaran danl Releening Kas: Umum Daerah

2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengalcuannyg terjad
pada saat pertangpungjowaban atas pengeliaran tersebut disahkan oleh
unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnys SP2D.

3. Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan lengsung oleh
SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan vang
digunskan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidek disetor ke
REUD  terlebih  dabuly, dengan  symrat  entitas  penerima  wajib
melaporkannya kepada BUD,

4. BLUD menynmpaikan laporan belanjs setisp bulan untuk mendapatkan
pengesahan oleh BUD.

5, Kas yang dikeluarkan entitas lain di luar entitag pemeriniah berdasarkan
otoritas yang diberikan oleh BUD, entites lain tersebut dan BUD
mengakunya sebagal belanja.

6. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitns yang berasal dar l
hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarst entitas wajib
melaporkannys kepada BUD.

7. Pemberian hibah dalam bentuk uang atan dalam bentuk barang atau jasa
dicatat dan dialom sebegar nilal belanja hibah vang dkeluarkan.

8. Pemberian bantuan sosinl dalam bentulk vang atau dalam bentuk barang
atau jasa dicatat dan diskuoi sebesar nilai belanja bantusn sosial yang
dikeluarkan,

9. Bantuan keuangan dalam bentuk vang, barang dan fasa dicatat dan diakul
sehagai belanja hantuan keuangan sebesar nilal yang dikeluarkan,

10, Belanja tidak terduga dalam benmuk uang, barang dan jasa dicatat dan
dinkul srbagei belama fidelc tordugn: sehesar nilal yang dikelonrkan,
Kreteria untuk belanja tidalc terdugn adalah belanja untule kegintan yang

sifninya tidak biasa sizu tidak dibarapkan berulang, seperi kebutuhan
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tanggap darurat bencana, penanppulangan hencana alem dan bencana
social, dan pengeluaran Hdak terduga lsinnya yang sangat diperiukan atau
hal yang sangat maendesale dalam rangka penyelenggarasn kewenanpan
Pemerintah Daerah, termasuk pengembalinn atas kelebihan penerimasn
daerah tnhun-tahun sebelumnya Yang telah ditutup,

D. Pengukuran

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dan nilai neminsl yang dikelusrkan
seauai dengan dolumen pengeluaran yang sah

E. Pengungkapan
Hal-hal yang diungkapkan dalam CalX terkait dengan bhelanja antara lain:
l. Belanja disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP:

2. Rincian jenis belanja; dan

3. Penjelasan mengrnai belanja tahun bersanpgkutan apebila terjncdi hal-hal
yang bersifat khusus.
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KEEIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atan potensi jusa dalam periode

pelaporan yang menurunkan elouitas, vang dapat berupa pengeluaran atau
konsumei aset atau timbulnya kewajilan.

B. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan sesnai dengan SAP,

C. Pengakuan

Beban diskul pada saat:

1. Bant timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada sast perslihan hak
dan pihak lain ke pemeriniah daerah tanpa diiloari keluarnya sumber doyn
ekonomi

a. Beban pegawal melalui mekanisme LS diakui setelah diterbitkan

L

olorisasl pencairan kas gaji dan hunjangan pegawal, sedangkan beban
pegawal melalul mekanisme UP/GU/TU diskul ketike kax dileluarknn
¢leh Bendshara Pengeluaran,

Bebun barang den jasa diakud ketika Berita Acara Serah Terima Barang
dan Jasa ditandstangani oleh Panitia Penerima Barang/Peperima
Barang.

Beban hibah dialoul saat ditransfer ke penerima hibah jika berupa uang
almu saat Benia Acara Serah Terima Barang ditandatarnpuni olch
penerima hibah jika berupa barang.

Beban bantuan sosial dislni sast dittansfer ke penerimz bantuan
sosial;

Deban transfer diakoui saat timbulnye kewa|lban Pemerintuh
Daerah,

Beban langganan dinkui sant tagihan aias beban tersebut diterima;

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban dinkui pada saat sumber daya
ekonomi kepada pihak lain vang tidak didahulai fimbulnya kewsjiban
dan/alau konsumsi assel nokas dalam kegiatan operasional pemerintal
daersh,
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d. Beban tak terduga diskul saat dibayarken/ditransfer berdasarkan

Surat Keputusan Bupati tentang pengeluaran belanja tak terduga; dan

b. Beban persedinan dinkoui pada saat digunakan atau dikonsumsi. Untuk
persedinan yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan
dan/atan tidak dapat dipindahtengankan diakul sebagal pengurang
ekuitas,

3. Saat terjadinya penurunan manfaat ckonomi atau potensi jasa artinva
beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan
pengeunaan asetl bersangkutan [berlalunya wakiu. Contohnya pénvusutan
asel letap atau amotisasi aset tak berwujud.

Dakumen penanda penpgakuan beban s=bagad brikut:

No Nama Beban Dokumen Penanda
1. | Beban Pegawal Gaji SPIDLS
2. | Bohan Hibuh (Uang) | SP2D LS |
3. | Beban Bantuan SP2D LS |
5. | Beban Tidak Terduga SP2D LS
6. | Beban Penyisihan BA Penyisihan
7. | Beban Penyusutan/Amortisasi BA Penyusulnn/Amortisasi
8. | Beban Honorarium Surat Persetujunn Dibayur
9. | Behan Persediaan | HA Pemaleaian Persedians |:
10, | Beban Listrile/Telepon /Air Kuitansi Pembayaran
11. | Beban Jasa Sewa | Sural Porjenjian /Kuttansi |
Pembeayaran
12. | Beban Premi Asuransi Surut Perjanjian
15, | Bebun Purawatar Kardarman | Bkt Perjanjian/Kuitansi a
Bermaotor | Pembuayaran
No | Nama Beban | Doloumen Penanda
14. | Beban Cetek Penppandasan | BA Pembayaran fRuitans
| Pembayaran
15. | Beban Makanan dan Minuman BA Pembavaran fKuitansi
Pembayaran
6. | Bobn Perjalzinns Difies Kuitansi Pembayaran =~ |
17. | Beban Pemeliharaan : BA Pembayaran/Kuitansi
Fembayaran
18. | Beban Beasiswa Surut Perjanjian |
Pendidikan /Kursus
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D. Pengukuran

Beban diukur berdasarkan harga perolehan slas:
l. besaran timbulnys kewsjiban; stag
2. besaran terjadinye konsumsi aset; atsu

J. besaran terjadinya penurunan manfasr ekonomi atau potensi jusa, jika
tidak diperoleh harga perolehan digunalkan nilai wajar.
E. Pengungkapan
Hal-hal yang harua diungkapkan dalam CaLE {erkait dengan beban adalah:
1. Beban tabun berkenaan eetelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Rincian beban per peranghkat dasrah; dan

3. Penjelasan mengenai beban yang padu tuhun pelaporan yang bersanglaitan
terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
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HEBIJAKAN AKUNTANS] PEMBIAYAAN

A. Definisl

1.

Pembisyann adaleh selurub  transaksi keuangen pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
kembali, yang dalam penganggaman pemerintah terutama dimaksudlcan
untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surpius angparun.
Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah
antara lain berasal dari, penjuaian obligesi pemerintah dacrsh, hasil
privatisasi perusahaan daerah, perjualan investasi permanen lainnya.
Pengelusran Pembisysan adalah semun pengeluaran Rekening Kas Dacrah
antara lain untuk penyertaan modal pemerintah.

Pembiyaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiaynan setelah
dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam perinde tahun anggaran
tertentu.

B. Klanifikasi

Pembiayaan diklasifikasikan sesual dengan strukiur APBD:

C. Pengakuan

2,

Penerlmaan Pembiayusn diskui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah,
dengan dokumen penanda berups bukti penerimaan ke Rekening Kas
Daerah.

Pengeluaran Pembiayasn diokui pada saot direalisasikan yeitu ssat

dikelunrkan dari Reltening Kas Daerah, dengnn dolkumen penanda berspa
Surat Perintah Pencairan Dana Pembayaran Langsung (SPA0-L5).

D. Pengukuran

1.

2.

Pembiavasn diukur sesuai realisani APBD.,

Penerimaan pemblayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaim
dengan membulkukan penerdmaan bruto, den tidak mencatat jumish

netonyz [setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto.
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4. Pengukuman pembiaysan menggunakan mats uang ruplah berdasarkan
nilal sekarang kas yang diterima atau akan diterima dan nilel seliarmng ks

yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

5. Pemblayaan dengan menggunakan mata vang asing diukur berdasarkan
nilal tukar rupiah (kure tengah Bank Indonesia) pads (anggal trunsaksi
pemtinyaan.

E. Pengungkapan
Hal-hal yang diunglkapkan dalam CaLK terkail dengan pembiayaan antars
luin:
1. Pembiayoon disajilcan sesual dengan stralkdur APBD;
2. Rincian jenis pembisyaan;
3. Penjelasan  schab-schab torjadinys perbedsan yang meterial antars
engparan dan realisasinya; dan
4. Penjelasan landasan hokum berkenaan dengan pembiaysan,
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KEBIJAEAN AEKUNTANSI KAS DAN BETARA KAS

A. Definisi

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan i bank yang setiap sanl dapat
dipunakan untuk membiayai kepiatan pemerintah dacrah.

2. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap
dicairkan menjadi kas serta bebas dard risiko perubahan nilei yang
signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan tanggal
peralehennya.

Setars Kas dimililkd untuk memenuhi komitmen ks janglen pendele,
bukan untuk investasi atau tajusn lain. Untuk memenuhi persyaratan
actama kas, surat berharga harus segera dapat diubah menjodi kas tanpa
menghadapi risiko perubohan nilai yang signifikan,

B. Elasifikasi
1. Kas terdiri dari:

a. Kas di Daersh

Kas di Kas Daerah meliputi kas di Bank, deposito on call, potongan
pajak belum disetor ke reicening kns Negara, kas transitoria dan kas
lainnyz.

b. Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penerimaan merupalen pendapatsn atau uang
titipan pihak ketiga yang belum disetor oleh Dendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Daerah.

c. Kas di Bendohara Pengeluaran

Kias di Bendahars Pengeluaran merupalosn:

1. Sisa UP/GU/TU yung belum  diselor oleh  Bendahara
Pengeluaran/Bendzhara Pengeluaran Pembantu ke Kas Daerah.
Punguian pajak aoleh  Bendahare Pengelusran/Bendahira
Petigeluaran Pembantu yanpg belum disstorican ke kas Negara,

d. Kae di BLUD

b

Kas di BLUD meliputi kas tunal, kas di bank, pajak BLUD yang
belum disetor loe kos Negara, uang mukn pasien atau peserta dan
uang titipan BLUD dari pihak ketiga.
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&. Kas Dana BOSP

Has Dana DOSP merupalan nilai akumilasi dari twisl dune BOSP
yung berada pada relening sekolah yang mempalcan sisa dana BOSP
vang belum dibelanjakan,

f. Kas Dana Kapitasi pads Pasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Kas Dans Kapitasi puda FETP merupakan besaran pembayaran per
bulan yang dibayar dimukea kepada FETP berdasarkan jumiah péserta
yang tercdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan.

E lKas I.n.inﬂ_':,*n

Kas Lainnya merupnkan kas yang tidak termasuk dalam klasifiliasi
huruf a sampai dengan huruf.
h. Kas Dana Desa

Kas Dana Desa meliputi kas tunai, kas di bank, pajak yang belum
disetar ke kas MNegara, sisn Dana Desu yaug masih berada di RED alkan

diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahun berikutnya
i. Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas meliputi kas tmnal, kas di bank, pajak yang
belum disstor ke kas Negara. sisa Kas Doana BOK Puskesmas yvang
masih berada di rekening Puskesmas akan diperhitungkan dengan
penyahuran tabun berikutnya:

2. Setara Kas terdiri dari:

a Simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh temponya paling
lama 3 (tiga) bulan; dan

. Surat berharga yang sangat likuid atau jangks walkitunya paling lama 3 |
(tijga) bulan.

C. Pengalman
1. Penerimaan kas berasal dari:
4. pendapatan asli deerah;
b. pendapatan transfer;
¢. lain-lain pendapaian daerah yang sah; dan
d. penerimpan pembinyaan,
2. Penerimann kas diakui pada saat terjadi anas masuk kas:

a. ke Kas Daerah untuk penerimaan vang disetor langsung ke rekening

kas wmum dacraly; satau
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b. ke Kas Satuan Kerja untuk penerimaan yang disetor ke rekening

bendahara penerimasn satuan kerfa,
3. Pengelunran las terdin dari:

a&. Belanja;

b. Pengeluaran pembisvaan.

4. Pengeluaran kas diakui pada sast terjadi arus keluar kes:

a. dari Kas Deersh untuk pengeluaran yang ditrangfer langsung dan
rekening kas umum daerah; atau

b. dari Kas Satuan Kerja unfuk pengeluaran yang ditransfer dard rekening
bendehera pengelusran satuan kerja.

3. Pengeluaran kas dari Kas Daerah ke Satuan Kerja untuk uang persediaan

bendahara pengeluaran merupaksn peralihan aset dard entitas pelaporan
ke Satuan Kerja.

D. Pengukuran
l. Knn dan Setara Kna dinloor dan dicatat sebegar nilai nominal
2. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing. dikonversi menjadi rupiah

menpeunakan kurs fengah bank sentral pada tangeal pelaporan keuangan,
Dalam hal terdapal perbedasn dengan nilsl sebelumnya maka diakuni

sebagni keeuntungan /kerugian.

E. Pengungkapan

Pengunglapan kas dan setara kas di CalK sekuranghurangmya
mengungkapkan posisi dan rinclan kas pada tanggal pelaporan keuangan,
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HEBIJAKAN AKUNTANSI PIOUTANG

A. Definisi

1. Piutang adalah hak pemerintah daesrah untuk menerima sumber daya
ekonomi dan /atau sosial darl entitas lain termasuk waiilb pajak/ bayar atas
kegiaten vang dilaltssnakan oleh pemerintah daerah.

2. Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan dan
tuntutan ganti kerugion daerah antara lain:

a. Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajalk,
Piuteng Retnbusi, dan Plutang Lain-lain PAD yang Sah;

b. Plutang yang tmbul darl peristiwa perikatan meliputi pemberian
pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas; dan/atau

c. Putang yang timbul dari peristiwe tuntutan gantl kerugisn daerah
terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daersh
lethedap Pegawai Negent Bukan Bendahara dan plutang vang timbul
akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara,

B. Klnsifikasi

Putang dilkiasifkasiksn aninra luin:
1. Puutang Pajak Daeral

Yaitu plutang yang timbul atas pendapatan pajak dasrah sebagaimana
diatur dalam undang-undang perpajakan, vang belum dilunasi;

2. Piutang Retribusi

Yaitu piutang yang timbul atas pendapatan retribusi sehegaimana diatur
dalam peraturan daerah, vang belum dilunasi;

3. Piutang Hasll Pengelolaan Kekayaan Dasrah vang Dipisahkan

Merupakan piutang bagian laba yang dibagiksn kepada pemerintah
daerah (deviden) atns penyeriaan modal pada BUMD/perusahaan swasta;

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah meliputi anfara lain piutang karena
perikatan, bungafjasa giro, penjualan aset yang tidak dipisahlean
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pengelolusnnya, tuntutan gantl rugl, denda, pendapatan hasil ekselusi

atas jaminan, pendapaten dar pengembalian, dan pendapatan BLUD;

3. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Yaim piutang dana perimbangan vang berasal dari pemerintah pusat:

6. Piutang Transfer Antar Daerah

Yaitu piutang dans perimbangan yang berasal dari pemerintah
provinsi/pemerintah daerah lalnnya; dan

7. Plutang Lainnya

Terdiri atas bagian lancar tagihan jangka panjang, bagion lancar tagihan
pmjaman jangka panjang, bagian lancar tagihan penjualan angsuran,
baginn lanecar tuntutan ganti keruglen daersh, vang muka, transaksi
dibayar dimukn dan piutang yang tidak termasuk pada angks 1 sampad
dengan angka 6.

C. Pengakuan
Pintang diakui pada sast muneulnya hok pemerintah dasrah vang dapui dinilid
dengan uang sebagai akibat perjanjian atsu akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku atan akibat lainnya vang =ah,
dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Piutang Pajak Daerah, diakui pada saat:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Daersh (SPTPD) disampaikan kepada
Dupatl unmk pajak yang dibayar sendiri (self assessmeni); atuu

b. Diterbitkannya Surat Pemberitahusn Pajak Terutang (SPPT), Sutat
Ketetapan Pajok Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang
Bayar (SKFDEB|, dan Surat Ketetapan Pajak Dwnerah Kurang Bayar
Tambahan (SKFDKBT).

2. Plutang Retribusi, diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan
Retribusi Deerah (SKRD| atnu dolumen lain yang dipersamakan Surat
Keietapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribus=i Daerah
Kurang Bayar (SKRDEB), dan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan {SKEDEDT).
Untuk Phutang Retribusi Penzinan Tertentu, diakui pada saat
diterbitkannya Sural Keputussn Perizinan,

3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayanan Daecrah yang Dipisahican, dialoui pada
saat telab diumumkannya pembagian deviden dan fatsu pembagian laba,

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah, dengan penjelasan sebagai benlout:
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Flutang berdasarkan perikatan diakul pada saat surat perjanfian
ditendatangani.

Piutang Jeasa Giro diakui dengan baktl memario]
perhitungan bunga sampai dengen tanggsl pelaporan yang belum
diterime pemerinteh dacrah.

. Piutang Pendapatan Bunga Deposito diskul dengan buktl memorial

periitungan bunga deposito rampai dengan tanggal pelaporan yang
beluam diterima pemerintah daerah.

Piutung Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Thdak Dipizahkan
diskul saat disahkannya Berita Acara Lelang oleh pihak vang berwenang
dan sampal tanggal pelaporan terdapat hak wias hasil penjualan vang
belum dibayarkan.

Piutang Tuntutan Perbendaharsan — Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR)
diskul pada saal ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Juwsb
Mutlak (SKTJM) atau dolkumen vang dipersamakan untuk TP-TGR vang
diselesaikan secara damal atau adanya penetapan dari pejabat yang
berwenang unhuk TP-TGR yang diselesaikan melahu jalur pengadilan.
Piutang Pendapatan Denda dialod sast telah diterbitkannya surat
tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Piutang Pendapatan Hosil Eksekusi atas Jaminan diskui pads szat
sural perintah pencairan jaminan kepads penjamin.

Piutang Pendapatan Pengemballan Belanjs diakuel pads - ssal
ditandatanganinya Sural Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
atau dokumen vang dipersamaloan,

Piutang Pendspatan BLUD dialui apabils telah diterbitkan surat
penaghan,

Piutang Pendapatan Hasil Pengelolann Dans Bergulir diakui pada saat
diterbitkan surat tagihan.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat diaini dengan bulktl memorial apabila
sampai akhir perinde pelaporan, transfer Pemerintah Pusat belum
dibayarlcan.

Plutang Trunsfer Antar Daerah diakud dengan buldti memorial apahila
sampai akhir periode pelaporan, Transfer Antar Daerah belum dibayarkan.

Piutang Lainnya

i

b.

Begien Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, diakui pads pada sast
sural tagihan diterbitkan.

Bagion Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Dacrah, diakul dengan bukd
memorial perhitungan atas pittang sesuai jadwal pembaynran yang
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ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKT.JM)

atay dokumen vang dipersamakan,

D. Pengukuran

1. Plutang Pajok Daerah, diukur sebesar nilal nominal yaitu nilai rupiah
piutang pajak yang beluom dilunasi.

2. Piutang Retribusi, dicatat sebesar nilai nominal yaitu nilai rupiah plutang
retribusi yang belum dilunas:.

J. Fiutang Hasil Pengelolaan Kebmyaan Daerah Yang Dipischitan, dicatat
sebesar nilai nominal yaitu nilai ruplah deviden atau bagi hasil laba usaha
BUMD/perusahann swasts yang belum dilunasi

4. Piutung Lain-lain PAD yang Sah dicatat sebesar nilal nominal.

9. Piutang larena Tuntutan Perbendaharnan-Tuntutan Ganti Kerugian [TP-
TOR) dicatal sebesar nilal nominal.
Pengakuan yang bersangkutan sesuad Surat Keterangan Tanggung Juwab
Mutlak (SKTJM) atau Suratl Kelelapan pejabat yang berwenang.

6. Piutang PAD Lainnys, dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam

sural penagihan.

7. Plutang akibat penjuslan dicatat sebesar nilzi yang tercantum dalam
naskah perjanjian penjualan.

8. Piutang Transfer, dicatal sebessr kelelspan yang tercantum dalam
ketentuan perundang-undangan.

9. Piutung Lainnya, dicaint achesar manfaat atas barang atau jusa yang belum
dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan.

E. Penyisihan Piutang
Penyisihan piutang merupakan cadangan yang dibentuk sebesar persentase
tertentu dari alun piutang berdasarkan jemis piutang dan unmr piutang, seria
upaya penagihan piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat
akumulatlfl fetnpi diteropkan setinp aokhir periode pelaporun  sesuni
perkembangan kualitas piutang,
Plutang disajiltan sebesar nllal bersih vang dapel direalisasikan (net realizable
vafue). Nilal bersih yvang dapat dircalisasikan adalsh selisih antara nilai
nominal piutang dengan penylsihan photang,
Piutang disajikan netto, yaitu setelah dikurangi dengan penyisihan piutang.
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Umur piutang dihitung sejak saat timbulnya hak taglh sampal dengan anggal

peleporan,. Penilaian Imaalitas piutang ditetapkan berdagarkan jenis pintang
dengan rincian besaran persentase penyisihan piutang sebagai bercut;

1. Piutang Pajak

Untuk photang pajek dengan nilal nomingl sama dengan atau lebib besar

Rp100,000.000,00 per penanggung utang

sudah diterbit-kan gural paksa

[ o Kualitas Kriteria Persentaze
Penyisthan
1. | Lanenr kurang dari atau sama dengan 1 0,5%
tahun dan/atau
dengan jatuh lempo |
2. | KurangLancar | lebih dari 1 5.d 2 tabun 10% ‘
dan fateu sudan diterbit-kean
surat tagihan
3. |Diragukan | lebib dari 2 5.4 5 tahun 50%
dan faten sudah diterbit-kan ‘
surat teguran
4, Macat lebih daori 5 tahun dan /etau 1005

Untuk  piutang pajak dengan nominal kurang dari
Rp100.000.000.00 per penangegung utang
No Kualitas Kriteria Persentase
Penyisthan
1. |Lancar kurang dari atau sama dengan | 0,5%
tahun dan/fatau
dengan jatub tempo
2. | Kurang Lancar | lebihdean 13d 2 whun 1050
3. | Diragukan lehih dari 2 5.4 Stahun 509
4. | Macet Jehih dari 5 tahun 100%
2. Piutang Retribusi
No Kualitas Kriteria Persentase |
Penyvisihan
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1. | Lancar lurang dari ptan sama dengan 1 0,5%

bulan den/atau dengan

jatuh tempa

2. | Kurang Lancar] lebih dari 1 s.d 3 bulan dan/stau
sudah diterbit-kan surat teguran

3. | Diragukan lebih dari 3 5.d 12 bulan dan/atau S04
sudah diterbit-kan
surat tagihan

4. | Macet lebih dari 12 bulan dan faray 10(0%
plutang telah diserahkan kepada
INSENS Yang menangani
pengurusan pintang Negara atau
Pejabat Pengeloin Keuangan
Daerah

3. Plutang Selain Pajak dan Retribusi

No | Kunlitas Kriteria Persentase

. _ Penylsilian

| 1. | Lancar Belum melakukan pemnasan s.d 0,5%

tnnggal jatuh tempo yang
ditetaplan

2. | Kurang Lancar| Apabila dalam jangks waktu | 10%

bulan terhitung sejak tangpal

surat tagihan pertams tidak

_ dilaloulean pelunasan

3. | Diragukan Apabila dalam jangks waktu | 50%

bulan terhitung sejak tanggal

surat tagihan kedua tidak

dilelukan pelungaan

4. | Macet Apabila dalam jangks waktu | 100%
bulan terhitung sejak tanggal
suriat tagihan ketiga tidak
dilaloukan pelunasan aiau
piutang telah diserahkon kepada
instansi yang menangani
pengurisan plutang negera ata
Peiabat

Pengrlola Keuangan daerah
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F. Penghapusan Piutang
Penghapusan piutang dilakuican dengan 2 (dus) cara:

1. Secara langsung yaitu penghapusan mutial; atau

2. Secara bertahap yaitu penghapusan secara bersyorat dan penghapusan
secarn mutlal,
Perlakuan akuntansi penghapusan piutang SECATR.
langsung dengan penghapusan mutiak dilakulmn dengan cars mengurang
akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih, dan tiduk perla
dicatat secara extra compiable. Dokumen penanda berupa Keputusan Bupan,
Perlakuan akuntansi penghapusan plutang secara bertahap dilukukan dengan
cara mengurangl skun patang dan akun penyisthan plutang tidak tertaglh
dan mencatat piutang secara extrn compiable saat penghapusan bersyarnl
Dokumen penanda berupa Keputusan Bupati atau Keputusan Bupst dengan
persetujuan DPRD, Dan menghapus pencatalan secara extra comptable saat
penghipusan mutlak. Dokumen penanda berupa Keputusan Bupat atau
Keputusan Bupati dengen persetujuan DPRD.
Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara oleh Satuan Kerja, pengakuan
atag piutang tersebut tetap melekat pada Satuan Kerja yang bersangkutsn,
dengan pengertian tidak terjadl pengalinan pengakuan atas piutang tersebut
Terhadap piutang yang sudah dilakukan penghapusan secara mullsk jugs
menghapuskan upaye trgh secara perdata.
Tata cara dan mekanisme penghapusan piutang diatur dalan

Peraturan Bupat tersendir.

G. Pengungkapan
Hal-ha! yang diungkapkan dalam Calk terkait pittang sebagal berilout:
I, Informasi tentang jeni= phitang, asal piutang, jumish piutang, [umleh
cadangan kerugian piutang dan dasar cadangun kerugian paotang;
2. Besarnn persentase penyisihan piutang; dan

3. Piutang yang penagihannya diserahkon kepada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Plutang dan Lelang Negara oleh Sotuan Kerja.
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KEBLJAKAN AKUNTANS] PERSEDIAAN

A. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk bemng stau perlengispan yang
dimaltsudkan untuk mendulung kegiatan operasional pemerintah, atay
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijusl dan/atau diserahkan dalam

ringka pelayanan kepada masyaralkal.
Persedisan merupakan asel yang berwujud yang berupa:

|. Barang atau perlengkapan (suppliesj yang digunaksn dalam rangka
kegistan pperasional pemerintah:

2. Bahan atan perlengkapan [supplies) yang digunakan dalam proses
produksi;

3. Barang dalam prosee produks] vang dimalsudken unluk dijusl atau
diserahkan kepada masyarakat: dan

4. Barnng yang disimpan untuk dijual ateu diserahlan kepada masvarkal
dalam rangka kegatan pemerintahan;

Persedisan mencekup berang ateu petlenglapen yang dibell dan disimpan
untuk digunakan, misalnoya barang paleai habig sepert alat tulis lantor,
barang (ak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang
bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemeriniah daersh
memprodukal sendiri, persedinan juga melputi bahan yang digunakan dalem
proses produksl seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertantan.

B. Klasifikasi

Persediann diklasifflkasilcan sebagai berilout;

1. Persediaan Barang Pakai Habis, antara lain:
a. Bahan;
b. Suku Cadang;
c. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;
d. Obat-obatan;
e. Persedian untuk Dijunl /Diserabban;
[. Persediaan untuk Tujuan Straregis /Berjaga-jaga;

g Nntura dan Pakan;
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h. Persediaan Penelitian; dan

i, Persediaan dalam Proses.
2. Persedinan Barang Tak Habis Pakal, antara lain:
a. Komponen; dan
b. Pipa.
C. Pengalkuan

1. Pada saat potensi manfaat elionomi masa depan diperoleh pemerintah dan
mempunyai nilal stwu hisya yang dapat diukur dengan andal; atai

7. Pada saat diterima atau hak kepemiliknnnya dan/atau kepengnasaanoyn
berpindah,

D. Pengukuran
Persediasn disajikan di neraca sebesar:

|, Biaya perolehan apabils diperoleh dengan pembelinn dikurung dengan
potongan harga; rehal dan sejenisnya. Biaye perolehan persedinan meliputi
harge  pembelian, blaya pengangkutan, bisya penanganan dan biaya
lainnya yang secara langsung dapet dibebankan pada perolehan
persediaan.

2. Harpa pokok produksi spabile diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produlisl persediaan meliputi bisyn langsung yang terkadt
dengan persedisan yang diproduksi dan bisys odak lsngsung yang
dialokasikan secara sistematis.

3, Nilal wajar apabila diperoleh dengan cara. lainnya seperti
donasi/ rampasan.

4. Persediaan hewan dan tanaman vang dikembangbiakkan, dinila dengan
menggunalan nilai wajar.

[#]]

Persedisan barang cetakan, dinflai scbesar biaya cetak,

6. Persedinan yang dititipkan padu pihak ketiga sepertl untuk tujuan
strategis /berjuga-jaga yang meliputi cadangan pangan cadangsn lainnys
dinilai scbesar harga perolehan berdasarkan Berita Acara Penitipan
Persediann dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediuan pada
akhir periode pelaporan,

7. Persediaan dicatat cecars perpetual dan dinilai dengan meripuinakan
metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPRF]

(4]
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8. Dalam hal persediaan tidak dapat dilakukan pencatatan sesuai pada anghka

¥, makn persedinan dicatat gecara periodilk dan dinilni dengan
menggunakan metode harga terakhir,

E. Pengungkapan
Hal-hal vang periu diungkapkan dalam Calk terkait persedisan antara lain:
. Kebijakan akontans] yang digunakan dalam pengukuran persedisan;
2. Jenis, jumlah dan nilal persediaan dalam kondisi rusak fusak,

il
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BAB X

EEBLJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

A, Definisi
Investasi adaleh aset yang dimaksudian untuk memperoleh manfear
elkonomi seperti bungn, deviden dan rovalti, dan/aten manfasl sosial,
schingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalom rangka
pelayonan kepoda masyaralal.

B. Klagifikasi
Klasifikasi investasi dibedakan sebagai beritkut:

1. Investasi Jangka Pendel

Investusi jangkn pendek adolah investasi yang dapal sepora
diperjualbelikan /dicairkan, ditujukun dalum rangka manajemen kas dan
berisiko rendah serta dimilild selama kurang dari ateu sama dengan 12
[dlua belag) bulan.

Pos investasi jangka pendek antara lain:

8. deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 [dua belas| bulan dan /atau
yang dapal diperpanjang secars olomatis
[revolving deposits);

b. surat berharga yang mudah diperjualbelikan /dicairkan; dan

C. Invesiasi jangks pendek lainnya.

2. Investasi Jangia Panjang

Investasi jmngha panjang wdalah investasi yang dimaksudkan untuk

dimiliki selama lebih dari 12 {dua belas) bulan, terdisd atas:

a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudlan
untuk dimililki secara berkelanjutan untuk mendapatkan deviden
dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau
menjugs hubungan kelembagean. Investasi permanen dapat berupa
antara lain:

) penyertaan modal; dan

2) investasi permanen lalnnva,

b. Iovestasi non permanen adalah investasi jangka panjang yeng
dimalksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, terdiri atas:
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l} pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimilili eampad dengan

tanggal [ntuh temponya;

d] penanaman modal dalam proyek pembangunan yang  dapat
dialihkan kepada pihak ketiga;

3] dana yang disisihkan dalam ranglea pelayanan masyarakal seperti
baniuan dana harpulir kepada kelompok masyarakatl: dan

4] investasi non permanen lainnya yang sifainya fidak dimaksudkan
untuk dimiliki secam berkelanjutan,

C. Pengalmuan
Investas! dialoul apabila memenuhi kriteris:

1. kemungkinan manfaat ckonomi dan manfant sosial atau jasa potensial di
mass yung akon dalang atas suetu investasi dupal diperoleh pemerintah
daerah; atou

2. milai perolehan ateu nilal wajar investasi dapat diukur secarn memadag
(relichie}.

[nvestasi Fermanen berupa Penyertann Modal dalam bentuk Barang

Milik Doerah dinkui setelah ads Berita Acorn Serah Terima

Barang yang ditandatangan olch Pongelols Barang dengan Fihsk BUMD. Tata
cara dan tekeniz pelaksanann Penyertann Modal dalam bentuk Barang Milik
Daerah dilakukan sesuni dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Millk Dacrah.

Pengakuan hasil investasi, dapat dijelaskan schagai herikut:

1. Hasil investasi berupa deviden tunal yang diperoleh dan penyertaan modal
pemerintah dasrah yang pencatatsnnya mengpunaksn melode biaya,
dicatat sebagm pendapatan hasil investas;

2. Apabils menggunakan metode ekuitas, bagian labs berups dividen unal
yang diperoleh oleh pemenntah daerah tidak dicatat sebagsi pendapatan
hasil invesias: dan mengurangi nilal investast pemenntah daereh. Dividen
dalam bentuk saham yang diterima akan menambah ollad investasi
pemerintah daerah;

J. Hasll investasl berupa bunga diakul pada sant diterima di Kas Dasrah;

4. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya
merupakan keuntungan/kerugian pelepasan investasi; dan

3. Mana bergulir dizajikan i neraca sebagal Investasi Jangks Panjang —

Investasi Non Permanen - Dana Bergulir. Dana bergulir dicatat ssbesar nilai
i3
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vang dapat direalisasiltan |net realizable value). Secara periodik, Pemernintah
Kabupaten Donggala membentuk cadangan penghapusan atas invesizsi
non permanen bemipa danm bergulir sehingga nilal dana bergulls vang
disajikan di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direnllsasiloan.
Pengelola dana bergulir melakukan penatusshaen dans bergulir sesuai

dengan jatuh temponya (agmg schedulel untuk menentokan umur dana
bergulir.

D. Pengukuran

|. Investasi Jangla Pendek

8. Investasl jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilal
naminal deposito tersebul.

b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar
nilal perolehan yang meliputi herga transaksi ditambah komisi
perantara jual bell, fasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam
rangks perolehan lersebul.

c. Investasi dalam bentuk surat berhargs yang diperoleh tanpa biaya atou
tidak diketahui nilsi perolehannys, maks dinilal sebesar harps passr
surat berharpa padn tanggal perolehan.

2. Investasi Jongia Panjang
a. Investasi Permanen

1) Investasi jangks panjang ysng bergifat permanen dicaial sebesar
nilni perolehan meliputi harga transalesi ditambah biaya lain vang
timbul dalam rangka perolehan investas tersebut,

3) Investasi jangka panjang yang bergifal permanen, misalnya
penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk Barang Milik
Daerzh, dicatat sebesar nilal wajar Barang Milik
Daerah don binya lain yang terkait yang ditusngian dalam
Peraturan Dacrah teniang Penyortaan Modal terkait dan didukung
dengan Berita Acare Serah Terima dari Pengelola Barang Daerah
kepada BUMD terait.

b. Investasi Non Permansen

1] Investasi non permanen dalam bentak obligas: jangks panjang don
investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimilild berkelanjutan,
dinllat sebesar nlial perolehan vang meliput] harga transakst, komisi,
jasa bank dan biaya lainnya.

i
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2) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal dinila
sebesar bioya pembangonan termasuk biava yang dikeluarkan
untuk perencanasn dan biays lain yang dikeluarkan dalam rangka
penyelesaian proyek sampai provek tersebut diserahkan ke pihak
ketipa.

J) Investasi non pemanen vang | dimsksudkan | untuk
penyehatan/penyelamatan  perckonomian, dinilal sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasikan.

Investas! jangka panjang yang diperoleh dari pertukarman azet pemerintah
daerah, maka milai mvestazi yang diperolsh pemerintah daerah adalah
sebesar bimya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga
perolehannya tidak ada.

Imvestasi dalam veluta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang
sama harus dinyatakan dalam ruplah dengan mepgeunakan pilal tukar
[kurs tenpah bank sentral) vang berlaku pada tanggal transsksi.
Pengeluaran untuk perolehan investasi jangks pendek diakni sebagai
pengeluaran kas pemerintah daernh dan tidak dilaporkan sebagnl betanjs
dalam laporan realisam anggaran.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang disajikansebagai
pengeluaran pembiaynan.

E. Penilaian

Penilaian Investasi Jangka Panjang dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:
1. Metode Biova

a) Investasi dicatal sebesar biaya peroleban, Penghasilan atas investasi
dialoul sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengarnihi
besarnya investasi;

b} Digunakan jika kepemilikan kurang darl 20%.

2. Metode Ekuitas

a) Investasi swal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau

dikurangl sebesar bagian laba atou rugi setelah tanggal perolehan.
Bagian laba kecusli deviden dalsm benluk ssham yang dllerime

pemerintah akan mengurangl nilal Investasi pemerintah dan tidak
dilaporkan sebagai pendapatan;

b} Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah
porsi kepemilikan fnvestasi pemerintah, misalnya adanya perubahan
yang timbul akibal pengaruh valula asing seria evaluast dsel lelap;

5
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¢l Digunakan jika kepemilikan 200 sampai dengan 50%, atau kepemilikan
kurang dari 20% tetapi memiliki pengarmh yang signifikan, aiso
kepemilikan lebih dard 50% ; dan

d) Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalisn pada perasahaan nvestee
(the degres of influence), antara lain:
1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan kamisaris,

2} kemampuan untuk menunjuk atsu menggEntilkan direlosd;

3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direkai
perusahaan fnvestes; dan
4] kemampusn untuk mengendalikan  mayortas  susra dalam
ropot fpertemuan dewsan direlsi.
3. Metode Nilai Bersih yang Dapal Dircalisasikean

a) Digunakan unmuk kepemilikan investasi pemeriniah yarg akan
dilepas /dijual dalam jongia waktu delat;
b) Digunakan jiks lepemilikan bersifat non permanen; atau

c) Kepemilikan Investasi Non Permanen Dana Bergulicr menggunakan
metode nilai bersih yong dapat direalisssiltan [(net realizable valie).
Penyajian dana berpulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat
dircalisasikan dilaksanalon dengan mengurangkan Penyisihan Dana
Bergullr Diragukan Tertagih dari nilai perolehan Dana Bergulir.
Besarnya persentase penyisihan dana bergulir diragukan tertagih

adalah sebagal berilout:
Na Kualitas Kriteria Preseniase
Peavisihan
1. | Lancar Jatuh tempo Jkurang dari atan 0,5 Y
soma dengan 1 tabmon
2 Kurang Lancar | Jatuh tempo lebih dar 1 10 %
sampai dengan 3 tahun
3. | Diragukan Jatuh tempo lebih dari 3 50 %
sampai dengan 5 whun
4. | Macet Jatith tempo lebit dari 5 00% |
tahan
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F. Pelepasan Nilai Investasi.

l. Pelepasan investasi dapal tegadi karena penjuslan atau pelepasan hok
akihat peraturan perundang-undangan;

2. Perbedson antara hasil pelepasan investast dengan nilai teroatatnya
merupakan untung/nigi pelepasan investasi;

3. Penenmean dari pelepasan investasi jangks panjong dislni sebuga
penermann pembiaysan;
4. Pelepasan sebagian dani investas! dinflai dengan menggunakan nilai rata—

rata yaitu membagl total nilad investasi terhadap totsl jumlsh saham yang
ciimilikd;

5. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikas! investasi permanen

menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-dain dan scbaliknya;
dan

6. Perbedman antara hasil pelepasan investasi dengan nilal tercatatngs
merupakan untung/rugl pelepasan investasi dan disajikan dalam LO,

G. Pengungkapan

Hal-hal vang diungkapkan dalam CalK terkail dengan investasi adalah
sebagai berikut:

1. kebijakan akuntensi untuk penentuan nilsd investasi;
4. jenis-jenis investasi;
3. perubshan harps pasar;

4. penununan nilsl investasi yang signifikan dan penyebabnyn;
3. investasi yany dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6. perubahan pos investasi,

&7
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BAB X1

KEBIJAEAN AKUNTANSI ASET TETAP

A, Definisi

1. Aset tetap adnlah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat iebih dari
12 (dun belas) bulan, digunakan dalam kepiatan pemerintah daemhb atan
dimanfaatkan oleh mesyarakal wmum.

2. Biava perolehan adalah jumlah kas atau setara kas vang telah dan yang
masih wajib dibayarkan aton nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang
masih wajib diberikan untuk memperoleh suaiu aset pada saat perolehan
atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisr dan tempan
yang siop untak dipergunaican.

3. Masa manfaat adalah:

a. Pericde suatu asct diharapkan digunakan untulk aletivitos pemerintaban
dan/atau pelayanan publik; atau
b. Jumlah produksi atay unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
4, Nilad sisa adalah jumlah neto yang diharapkan depat diperoleh pada althir
masa manfaal suatu aser setelah dikurang taksiran biaya pelepasan.
5. Nilad tercatat (oarmpng amounf] aset adolah nilai buku aset, yang dikitung
diri binys perolehan suam aset setelah dikurengi skumulasi penyusutan,

6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pinak
yong memahami dan berkeinginan untuk melakulkan transaksi wajar.

7. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu asct letap yang
dapat disusuthan (depreclable nssets) selama masa manfeat nsel yang
bersanglkutan.

B. Aset Tetap Renovasi adalah biaya renovasi atas sset tetap yang bukan
miliknys, dan biaya partisi suaty roangan kantor yang buban sililkeoya.

B. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamusn siful stau fingsinye dalam

akitivitas operasi sntitas, terdin atas:

1. Tanah
Tanuh vang dikelompoldkan sebagai aset tetap adalah tanah vang diperoleh
dengan maksud untuk dipnkai dalam kegiatan operasmional pemerintah
daerah dan dalam kondisi siop paloi.

2, Peralatan dasn Mesin

)
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Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan, alat
elekironik, sehuruh inventaris kantor dan peralatan lainnya dalam kondisi
siap pakai. Peralatan dan mesin terdirs atas: a. alat besar;

b.

c.

T

alat anglatan;

alat bengkel dan alat ukuar

. alat pertanian;

alat kantor dan rumah tangga:

alat studio, komunikasl dan pemancar,
alat kedokierun dan kesehatan;

alat laboratorium;

ulut persenjatman;

kompuler;

alul cksplorasi;

alat pengeboran,

. alat procuksi, pengolahan dan pemurnian;
. -alat bantu ekeplorasi;

alat keselamatan kerja;
alat peragn;

peralatan proses ) produlksi;
rambua-rambu; dan

peralatan olah raga.

3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencalkup seluruh gedung dan bangunan Yang
diperoleh dengan maksud untuk dipaksi dalam kegiatan gperasional
pemeriniah daerah dan dalem londis: siap pilkal,
Gedung dan bangunan terdic atas:

. bangunan gedung:

b

MOIIMen;

¢. bangunan menara; dan

. tugu ttik kontrol{ pasti.

Komponen peninjang utams pade gedung bertinglat benipa lift dan
generatur disajikan sebagai peralotan dan mesin.
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4. Jalan, Jaringan, dan [rigasi

an

Jalan, Jaringan, dan [rigasi mencakup Jalan, Jaringan, dan [rigasi yang
dibangun oich pemeriniah serta dimiliki dan/atou  dikoasai oleh
pemerintah dasrah dan dalam komdisi siap pala.

Jalan, Jaringan, den Irigasi terdin atas;

a. jalan;
la. Jembatarg
¢. bangunan air/irigasi:

d. mmetalasi; dan

&, jaringan.

Aluntansi ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untk pembangunan
Jalan, Jaringan, dan Irigasi,

Asel Tetap Lainnya

Aset tetap lainnyn mencakup aset tetap yang tidalk dapat dikelompoklan
ke dalam kelompok aset tetap di ulas, yang diperoleh dan dimanfantkan
untuk keglatan operasional pemerintah dagrah dan dalam kondisi siap
pakal.

Aset tetap lainnya rerdin atas:

& bahan perpustaknan;

b. barang bercorak kesenian /kebudaysan folahimgn,
c. hewnn;

d. biota perairan;

& tanaman;

[. barang koleksi non budaya; dan

g. asel tetnp dalam renovasi.

Kontruksi Dalam Pengerjoon

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proces
pembengunan namun pads tanggal pelaporan kevangan hehim: selesai
seluruhnys.

Konstruksi Dalam Pengedaan dipindahkan ke pos aset tcwap jika

memenabd Eritena:

a. Konstruksi sccara substansi telah selessi dikerjnlcan; dan

b. Dapat memberikan manfaat sesual dengan tujuan perolehaniya.

T
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C. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfast ekonomi mase depan dapat diperolehdan
nilainyn dapat diuiar secars andel dengan kriterin sehagad berilout:

2.

i

berwujud,
mempunysi masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

hinya perolehan aset dapal dinkur secara andal.

_ tidak dimaksudkan uniuk dijual dalam operast normal entitas;

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

harga perolehan aset tetap atau pengelunran untuk pembelian aset tetap
tergebut memenuhi batusan minimal Icopitalisasi aset tetap yung telah
ditetapkan.

D. Pengukuran

1. Aset fetap diukur dengan biaya perolehnn, Biaya perolehan adalah jumiah

3.

Las atau setarn kas yang telah dan yang masih waiib dibayarkan atau nilai
wajar imbalan lsin yang telah dan yang masih wajib diberikan unik
memperoleh suatn nset pads saat perolehan atau konstrksi sAmpRl
dengan aset tersebul dalam kondisi dan tempal yang sinp untuk
dipergunakan. Tmbelan/ biaya yang dapat dilekatkan secara langsung pada
aser tetap sampal aset letap tersebut alap diganakan, antsrs lain:

a. Biaya perencanaan;
b. Biays pengiwazsan;
c. Bigya persiapan;

d. Biaya pengiriman awal |initial delivery), bizya simpan dan bonghkar muat
(handling cosL);

¢, Biaya pemasangan {instalation cost);
{, Blaya perijinan; dan
g. Bisyn konstruksi.

Jika terdapat pengeluaran bisya langsung uniuk pengadasn beberapa aset
tetap, maka metode pelekatan yang digunakan adaldh metode ratn-rata
tertimbang dengun nimus harga satnan aset dibagl total nilad pengadaan
dikzalikan biaya yang dilckatkan.
Apabile bizys perolehan tidak memungkinksn, makn peniluan aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

71



KEBIJAKAN ARUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

#

4. Apabila horga perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilal
ruplahnys diteispkan berdasarian nilai tukar (kurs tengah bank seniral)
padsa saat perolehan.

5. Apabila diperoleh secara gabungan, biaya perolehan masingmasing asct
tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan lerscbul
berdassrkan perbandingan mile wajar/harga taksiran masing-masing aset
yang bersangltutan.

6. Pengelusran yang tidak dapat dildasifilkasikan mebagal pennmbahan,
pengembangan dan  penggantian ulama dibebanksn pada  pernode
pengelusran tersebut.

7. Nilai perolechan tanah temasulk semuas bisyn yang dileeluarkan sampai
dengan tanah siap digunaken.

8. Apabila dalam pembelion terdapat potongan dagang dan rabat mala setiap
potongan dagang dan rabat dikumnghkan dani harga perolehan,

Jika nilai perplehan aset tetap di bawah batas minimal kapitalisasi malka atas

usct tetap tersebat tidak dilaporkan schagai aset tetap di neraca. Terhudap aset

tetap tersebut diperlakukan sebapai berilout:

1, disajikan terpisah sebagal asel ckstrakompetabel;

2. tidak dilakukun penyvusutar;

3. dihapuskan fika tidak lagl memberilan manfaal frusak.

Ratas minimal kapitalisasi aset tetap adalah sebugai berikt:

Jenis Aset Tetap Batas Minimal Kapitalisasi

Tanah |/ Uit
Peralatan dan Mesin 1,000,000,00, Unit
Gedung dan Bangunan EI 1 10.000.000,00/ Unit
Jalan, Irigasi dan Janngan | mmn.mu.nn,r?rm
Aset Tetap Lainnya 200.000,00/ Unit
Eun‘l:ruk.!i- Dalam Progerjaan | 1f LFni_t |

E. Perolehan Aset Tetap dari Donasi

Aset tetap dari donasi merupakan transfer aset tetap tanpa peravaratan.
Kepemilikan a=el tctap dari donosi aksn saogat andal jika diduloong bukti
secara hulkum, seperti akta hibah. Tidak termasuk perolehan sset tetap dari

L7

o



KEBHAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

it
donasi, apabila penyernhan aset tetap tersebut dibubungkan dengan

kewnjiban entitas lain kepada pemerintah daerah.

Aser tetap dart donasi dislui pada saat penyershan dan/atau perpindahan
kepemilikan aset yang didukung dengan Berita Acara Serah Tenma atau
dakumen lain vang dipersamaloan. Aset Tetap dari donssi yang nilsinya dalam
bentuk mata vang ssing maka terlebih dulu dikurskan berdasarkan kurs
tengah Bank Indonesia pada saat diterima.

Pengukuran aset tetap dan donasi:

1. Aset tetap dar donasi disajiknn di neraca sesuai dengan nilai perolehan
dalam berita acsra serah terima; aton

2. Apahila dipsroleh tanpa nilai perolehan, maka dizajikan di neraca sebesar
nilai wajar pada saat perolehan dengan penjelasan pada CaLk.

F. Perolehan Aset Tetap darl Pertukaran Aset

Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukarsn atau pertukaran sebogion asst
tetap vang Udsk serups atau aset lainnya, Aset diukur berdasarkan nilai wajar
aset yang diperoleh yaitu nilal ekuivalen atas nilal tercatat aset yang dilepas
geteinh disesumikan dengun jumlah setlap kas aton setara kas yang
ditransfer / diseruhlkan.

Aset tetap dapat diperoleh meinini pertukeran stes sunm aset yang seropa
vang memiliki manfeat yang serupa dan memihlo mila wagar yung serups.
Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemililan aset
yang serups. Dalam keadsan tersebut tidak ada keuntungan dan jzerugian
yang diakui dalam transaksi inl.

G. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

Penpeluarsn setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang mesa
manfant atan yang kemungkinun besar memberi manfoat ekonom di masa
mendatang dalam bentuk kapssitas, mut produksi, atau peningkatan
stundar kinerja, dikapitalisasi pada nilai tercatal aset yang bersangkutan.
Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilnl aset tetap plka hanwya untulk
mempertahankan fungsi atsu memperiahankan umur ckonomis kaet tetap.
Bizya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dikapitalisasi pada nilad
aset tetap jika memenuhi peravaratan sebagal berikut
1. Gedung dan bangunan dengan nilod belanja pemeliharaan lebih dari atay
pamz dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan
kapitalizasi apabila pengeluaran belanja dijunakan untuk:
a, meningkatkan kapasitss (menambah luas/ volume);
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strukour fondasi, strukiur dinding dan/atan strukitor atap); atan

braile).

b memperpanjang umur telms |(memperioat dan/atau  menggant

¢, meningkatkan kualitas/muta [mengeanti denpan kualitaz yang lebib

2. Peralotan dan mesin dengan nilai belanfa pemeliharnon lebih dan atau
sama dengan Rp300.000,00 [dga ratus ribu rupiah), dilakukan kapitalisasi
apabila pengeluaran belanja digunakan uniuk mengmbah lungsi;

Penambehan mass manfaat aset tetap karena adanya perbaikan berupa

overhaul dan renovasi adalah sebagal berikut:

Presentasi Biuys | Penamb |
Renovasi/Restora sif| ahan
Nao riian Jeiiin Orverhaul dari Masa
Nilal Peroletsun Manfaat
(Diluar [Tahun)
| Penyusulan)
' A. | Alat Besar
1. | Alal Besar Darat Overhaul P‘ = 0% &.d. 30% 1
| | b. > 30% s.d. 45% 3
| e > 45% s.d. 65% 5
| d. » B5% 5
| |
2. | Alat Besar Apung | Overhaul . > 0% 5.d. 30% L
' b. > 30% s.d. 45% a
c. » 45% a.d. 65% 4
d. > 63% 4
3. |Alst Bantu Overhaul &, > 0% s.d. 30% TR
[b. > 30% s.d. 45% 2
O [ e > 45% n.d. 65% i3
. > 65% 4
B. | Alat Anglutan
1, | Alat Angutan Darat | Overhaul |a, > 0% a.d. 25% 1
Bermotor
i b, > 25% s.d. 50% 2
s 50% a.d. 75% 3
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| d. »75% s.d 100% 1
ic. > 0% 4
| |
2 | Alat Anglutan Overhaul |a. > (% s.d. 25% 0
Darat Tak Bermotor
b. » 25% u.d. 50% 19
e. > 50% s d. 75% 1
d >75% s.d 100% 1
e > 100% 1
3 Adat Angiutan Apung | Owerhaul |a. > 0% s.d. 25% |
Bermotor
b, = 35% s.d. 50% a3
le. > 50% w.d. 75% 4
. >75% s.d 100% 3
e, > 100% &
Presentas] Biaya Banamls
Ko Uraian Jenis | e O
Cverhaul dari
Nilai Perolehan MZH:I
‘ Lo 0 (Tahun)
Penyusutan)
4. lAlat Angkutan Apung | Renovasi . > 0% s.d, 25% ] i
Talk Bermotor
Ib. > 25% s.d. 50% 1
:4:. > 50% a.d. T5% 1
d. >75% s.d 100% 2
'.E' > 100%: 2
5. | Alat Angliten Ber- Overhoul '8, > 0% s.d. 25% 3
motor Udara
|  ho>2s%ed.50% | 6

e

73



‘#

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

e > 50% a.d. 75% 9
d. >75% g.d 100% 12
e, > 100% | &
C.  Alat Bengkel dan
Alat Ukur
1. | Alat Bengkel Bermesin | Overhau! |a. > 0% a.d. 25% 1
h. > 25% a.d. 50% |
c. > 50% a.d, 5% 3
r:l. *T5% s.d 100% 4
e, > 100% a
2, | Alat Benglel Tak Renovasi |a. > 0% s.d, 25% 0
Bermesin
b, = 256% s.d. 30% 1]
e 50%ed. 7% | 1 |
d. >75% s.d 100% 1
e. > 100% 1
"3, | Alat Ukur Overhaul |o. > 0% s.d. 25% 1
i b, > 25% 5.d. 50% 2
c. » 50% a.d. 75% 2
d >75%sd 100% | 3
e = 100% 3
D. | Alat Pertanian il
1. | Alat Pengelolaan Overhaul |a. > 0% s.d. 20% 1
. b, > 21% s.d. 50% 2
T c. > 51% s.d. 75% 5
d >75% 5
E. | Alat Kantor dan
Rumah Tangga
1. | Alat Kantor Overhaul |a. > 0% s.d. 25% 0
b, > 25% s.d. 50% |

Tis
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] ©. > 50% n.d. 75% 2
d. >75% s.d,100% 3
] 0. > 100% I 3
2. | Mat Rumeh Tangge | Overhaul |a. > 0% s.d. 25% 0
, b. > 25% s.d. 50% I
e, > 50% s.d. 75% 2
d. >75% &.d.100% s ||
g, = 100 3
|
F. | Alat Studio, i
Komunikasi dan
Pemancar
1. | Alat Studio Overheul  o. » 03 s.d, 25% |
| b.>25%sd. S0% | |
e > 50% o.d, 75% 2
d. >75% s.d.100% "
¢ > 100% 3 '
2. | Alat Komunikasi Overhaul [ » 0% s 25% |
| b, > 25% s.d. 50% t
o= 500 A Th% v
d. >T5% s.d. 100% 3
e. = 100% 3
|
A. | Peralatan Pemancar Overhou! |8 > 0% s.d. 25% 2 _
b, » 25% s.d. 50% 3 .
o > 3% sl 7% 4 |
d. *T5% u.ch. 100% s |
e. » 1007 5
4. | Peralatan Overhau!  |a. > 0% s.d. 25% 2
Eomuniicasi 'I"ﬂmn'ﬁln]
b. > 25% 5.4 50% 5
e. = 50% s.d. 75% 7|
d. >75% .d.100% ]
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G. | Alat Kedokteran dan
Hesehatan
1. | Alat Redokteran Overhaul 4 > 0% s.d. 25% 0
E - b.>25% s.d. 50% _f_[
c. > 50% s.d. 5% 2
d. >75% 9.d.100% 3
- . > 100% T A I
2. | Alat Kesehatan Overhaul ln. 0% s.d. 35% 0
Umum
b. = 25% 8.d. 50% |
] le. > 50% s.d. 75% 2
d, =75% s.d. 100%: 3
e. > 1004 3
H. | Alat Laboratorinm
1. | Unit Alat a ‘ Chrerhicid IH. > 0% s.d. 25% 2—
Labaratorium |
b. > 255% =s.d. 50% 3
3 - c. > 50% s.d. 75% 4
i d. >75% =.4.100% 1
g > 100% 4
2. UnitﬁlniLabm’mmlmi Overhau! o > 0% 5.d. 25% 3
Kimia Nulklir _
b. = 25% s.d. 50%
o. > 50% s.d. 75% 7
d. >75% s.d4.100% B
e. > 100% 8
4. | Alat Laboratosium Overhatl 'a = 0% a.d. 25% a
Fisilea Nulekir/ |
Elektronika
.h, = 25% g.d. 50% 9

=
!
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g * all% =.d. V5%

d. *75% 5.d.100% 8
&, > 100%
|
4. | Alnt Proteltsi Radiasi Ouerhaw! |a. > 0% s.d. 35% 2
/Protelsi Linglngan
b. > 25% =s.d. 50% 4
| . > 50% s.d. 75% 5
R | |d >75% s.d.100% 5
e. > 100% 5
| |
5, | Radiation Application &| Overhcul |a, > 0% .d. 25% 2
Non Destructive Testing)
Laboratory Lainnya
‘ ' b. > 5% s.d. 50% A
i N T e > 50% .d. 75% 5
d. =75% s.d. 100% 5
. e. = 100% 5
|
6. | Alat Laboratorium Orverhau! (&, > 0% 2.d, 25% |
Linglkungan Hidup
B 25% =4 S056 2
c. > 50% s.d. 75% 3
d. >75% 5.d.100% 4
e. > 100% 4
7. | Peralatan Cuerhaul (& > 0% s.d. 25% 3
Laboratorium
Hidronamika
'b, > 25% s.d. 50% 5
e > 50% nid. T5% 7
d. >75% 5.d.100% 8
e > 100% 8
8. | Alat Laboratorium Ouverhaul 8. > 0% 8.d. 25% d

—e e

9
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Standarisssl Kalibrasi
dan Instrumentasi

b. * 25% s.d. 50%

e. > 50% s.d. T5%

d. >T5% &.4.100%

LR |

o = 1003

&n

Alat Persenjataan

Senjala ﬂ]:lli

Overhaul

d. =% 9.d. 25%

B, > 35% w.d. 50%

c. > 504¢ a.d. T5%

d. *75% 5.4L.100%

e, > [00%

2| pl 0] B

; Persenjataan Non

Senjata Apl

Renovasi

a. > 0% s.d. 25%

b. > 35% s.d. 50%

¢. > 50% a.d, T5%
d. =75% s.d 100%,

e. > 10U%

| Senjata Sinar

Owerhcuil

a, > 0% a.d. 35%

h, > 25% g.d, 50%

c. > 30% a.d. 7%

d. >75% 5.d. 100%

. > LDO%

B B Ol 2 O

Alat Khusus Kepalisian

Oroeerhiail

a. > 0% s.d. 25%

b, = 25% s8.d. 30%
¢ > 5095 g.d. T5%

d. >T5% a.d.100%

e, > 100%

B | k3 a3

J.

Homputer Unit

Croerhaul

a > 0% s.d. 25%

=y
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b. = 25% 8.d. 50%

c. > 50% s.d, T5%

d. >T5% s.d.100%

e. > 100%

2. | Peralatan Komputer

Overhaul

. > 0% s.d. 25%

b, > 25% a.d, 50%

e, > B0% s.d. 75%

g >T5% sd LO0%

e. > 100%

s B s

K. | Alat Eksplorasi

1. | Alat Eksplorasi

Ouerhaul

& > (0% a.d. 25%

| topografi

b. = 25% s.d. 50%

e. > 50% n.d. 75%

B

d. >75% 8.d. 100"

e. * 100%

|

2. | Alut Ekeplorusi

a, > 0% s.d. 25%

b. > 25% sid. S0%

¢. > 50% a.d. 75%

d. >75% 5.d.100%

e.> 100%

| whn| |

L. | ALat Pengeboran

| 1. | Alat Pengeboran Mesin

a. > 0% s.d. 25%

b. > 5% s.d. 50%

b

c. > 50% s.d. 75%

d, »75% u.d.100%:

e > 100%

wf | =I| o] &

2. | Alat Pengeboran Non
Mesin

Overfuul

A > 0% s.d. 35%

Bl

—
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| | b.>2oad 50% | |
c. > 50% 5.4. 75% !

3 d.>75% 5d.100% | 2

le. > 100% 2

Pengolahan dan
Pemurnian
1. lEum.ur Renovasi (&, » 09 e.d. 25% 0
b. > 25% s.d. 50% 1
[ c. > 50% s.d. 75% 1
o d. >75% s.d.100% 2
' c. > 100% 2
|
2. | Produlsi Renovasl |u, > 0% 5.d, 25% 0
b. > 25% a.d. 50% 1
N ¢ > 50% s.d. 75% 1
d. >75% 8.4.100% 2
. —= ———
3. | Pengolahan dan Overhaul |a. > 0% s.d. 25% 3
_ Pemurnian
b. > 25% s.d. 50% 5
c. > 50% s.d. 75% 7
d. >75% 1.d.100% 8
e. > 100% 8
N. | Alat Bantu Explorasi
. | Alat Bantu Explorasi | Overhaul |a, > 0% s.d. 25% 2
b. > 25% s.d. 50%
e > 50% s.d. 75% (<}
d. >75% 8.d.100% 7
2. > 100% T
"2 | Alat Pelindung Renovasi | > (0% s.d.25% | 2
b. > 25% s.d. 50% 4
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| le.>50%sd. 75% | & |
| | 4. >75% 5 4.100%
' i| 7: > 100% 7
' I
0. Alat Keselamatan
| Wesla |
1. | Alat Diteksi Overhaul . > 0% s.d. 25% 1
b. > 25% o.d. 50% a
c. > D% 8. 7% d
d. >75% s.d.100% T
IEr:. > | D0% 3
2. | Alat Pelindung Renovasi |a. > 0% 5.4, 25% 0
| b. > 5% =.d. 50% 0
| c.>50%8d 75% | 1
i d. >75% 5.d.100% 3
e > 100w 2
| A, | Alat SAR Removasi |a. » 0% a.d. 25% 0
' b. = 25% s.d. 50% 1
c. :-_E{i‘lﬁl: a.ci__?ﬁ% 1
ld. >75% &.d.100% 1
2. > 100% 1
4. | Alat Kedja Penerbang | Overhawl  |a. > 0% a.d. 25% 2
i b, > 25% s.d. 50% 3
c. > 50% s.d. 5% 4
' d. >75% 5.4.100% b
e, = L00% b
| P. | Alat Peraga
1. | Alat Feraga Cverhauwl |&a. > U% a.d. 25% 2
Peiatihan dan
Perconiohan
| b, > 35% e.d, S0% 4
_| e. > 50% s.d. 75% 3

L E
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d, >75% 5.4, 100% 5 |
! e > 100% 5
|
Q. | Peralatan
Proses/Produksi
1. | Unit Peralatan Overhaul |a. > D% a.d. 25% 2
Proses/ Produlcsi '
b, > 25% s.d. 50% 3
c. > 50% 5.d. 75% F
d.>75%sd.000% | 4 |
e. > 100% 4
R. | Rambu-rambu
1. | Rambu-rambu Lalu | Overhaul {a. > 0% s.d. 25% 1
Lintas Darat
b. > 25% 6.d. 50% 2
c. > 5% s.d. Ta% 3
d. >75% u.4.100% T |
e. > | 008 i+ |
2. | Rambu-rambu Lala Cwerhaul |a. > 0% a.d. 25% 1
Lintas Udarn
b. > 25% s.d. 50% 2
c. » S0% s.d. TS% 2
d. >75% s.d.100% 4
te. > 100% 4
3. | Rambu-rambu Lalu | Overhaul |s. > 0% s.d. 25% ol
Lintas Laut
b. > 25% a.d. 50% |
c. ¥ 50% 5.d. 7T3% 2
d. >75% w.d.100% 2
e. > 100% 2
8. | Peralatan Olah Raga
I. | Peralatan Olah Raga | Renowasi |a, > 0% s.d. 25% 1
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I b. > 25% a.d. 0% ]
o> 0% s.d. T8N 3
| _ d. >75% 5.d.100% 2
i | &> 100% 2
T. | Bangunan Gedung |
1, | Bangunan  Gedung | Removesi |a > 0% 5.d. 25% 5
Tempit Kerja
I Tb. > 28% s.d. 50% 10
c. > 50% 5.4 T5% 15
d. >75% s.d. 100% 50
e. > 100% 50
“‘1 Bangunon  Gedung | Renovasi (6. > 0% s.d. 25% 5
Tempat Tinggal
T b. > 25% =.d. 50% 0 |
| ¢. > 50% s.d. T5% 15
. =TE% a:d.100% S0
I e. > 100% 50 |
U. | Monumen
. | Candi/Tugu Renovasi & > 0% s.d1 308 5
Peringatan/Prasasti
b. > 30% a.d. 45% 10
' c. > 45% 5.4, 65% 15
d. > 65% [ 15
V. | Bangunan Menara .!
1. | Banguanan Menara Renovosl ja > (% s.d: B0% 3
Perambuun
b. > 30% 5.d. 45% 0
e, > 45% s.d. H5% 15
id. > BE%: 15
0 |
W. | Tugn Titik |
Kontrol /Prasasti |
1. | ‘Tugu/Tanda Batas Renovasi &= 0% s.d. 0% 5

B
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b, > 30% s.d. 45% 10
& > 45% s.d. 65% 15
d. > 5% 15
X | Jalan dan Jembatan B
1. | Jalan Rephovasl |a. > 0% s.d. 30% 2
b. > 30% a.d. 60% 5
¢, >60% <.d.100% |
N d. > 100% 10
2. | Jembatan Renovasi |a. > 0% s.d. 30% 5
- b. > 30% s.d. 45% 10
c. > 45% 5.d. 65% 15
| (4 >65%s.d.100% 15
e. > T00% 15
Y. | Bangunan Alr |
1. | Bangunan Air Irigasi Renovasi |a. > D% s.d. 5% 2
b. > 5% s.d. 10% s
le.>10%8d. 20% | 10
ld. > 20% 10
3. | Bangunan Renovasl & = 0% s.d. 5% 1
Pengembangan Rawa
dan Polder
b, » 5% s, 0% 3
T e > 10%s.d. 20% 5
d. » 20% 3
4. | Bangunan Pengaman | Renovasi  |a. > 0% s.d. 5% 1
Sungai/Pantai &
Penangguilangan
Bencana Alam
b, > 5% a.d. 10% 2
le. > 10% s.d. 20% 3
d. > 20% 3

g6
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5. | Bangunan Renovasi & > (0% s.d. 5% 1
Pengembangan Sumber| ‘
Air
dein Tenab |
b, > 5% s.d. 10% 2 |
e, > 10% a.d. 20% 3 I
d. > 30% 3
6. | Bangunan Air Renovasi |a. > 0% s.0. 30% 5
Bersih /Air Balou |
b, > 30% s.d. 45% 10 '
o, > 45% s.d. 5% 15 |
d. > 65% 15 :
7. | Bangunan Air Kotor | Renovasi |a. > 0% s.d. 30% 5 |
b, > 30% s.d. 45% 10 ‘
c. > 45% s.d, 65% 15 |
d. > 65% 15 |
jir—=— =i
1. | Instalasi Air Bersih/ Air] Renovasi |a. > 0% s.d. 30% 4 i
Sakise |
b, > 30% s.d. 45% 7 |
le. > 45% s.d. 65% 0
d. > 65% 10 ‘
|
2, | Instalasi Air Kotor Hmc]mai fl' > 0% s.d. 30% 2 |
|b. > 30% s.d. 45% 7
c. > 45% sd, 65 10 ‘
d, > 65% 10 |
3. Tnumiui Pengelolaan | Renovasi ja. = % s.d. 0% 1 |
Sampah |
b >80%ad.45% | 3 | |
_ ¢ > 45% 8.d. 65% 5 |
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4. | Instalasi Pengolahan Kenovasl a. > 0% s.d. 30% 1
Bahan Bangunan
b, > 30% s.d. 45% 3
o> 43% 5.d. 65% 5
d.>65% 5
5. | Instalasi Pembangklt | Renovas! |a.> 0% sd. 30% | 5
Listrik
| b. > 30% s.d. 45% 10
c. » 45% =.d. 65% 15
d. > 65% 15
|
6. | Instalasi Gardu Listrik | Renovasi  |a. > 0% s.d. 30% 5
o n b. > 30% s.d. 45% 10
c. > 45% a.d. 65%, 15
d. > 65% 15
|
7. | Instalasi Pertahanan Renovasi  |a » 0% s.d. 30% I
o b. » 30% s.d. 45% 3 ||
¢ = 45% 5.d. 65% 5 '
d. > 63% 5|
|
8. | Instalasi Gas Renovasi  |i. = 0% s.d. 30% 5
b, = 30% =.d. 45% 10
o. > 45% s.d. B5% 15
d. > B5% 15
9. | Instalasi Pengaman Renovasi (o, » 0% s.d. 30% 1
Il e [ |b.>30%sd as% 1
¢ > 45% s.d. 65% 3
d. > 65% 3

4]
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[0, | Instalasi Lain Renowasi |a. » 0% s.d. 30% |
I— | b. > B0% s.d. 45% !
N € > 45% 8,d. 65%
d. > 65% 3
AA. | Jaringan |
1. |Jaringan Afr Minum | Overhau! |a, » 0% .4, 30%, 2 |
b, > 30% 5 d, 45% 7 |
i c. > 45% £.d. 65% 10
d. > 65% 10 |
|
2. | Jaringan Listrik Overhaul |a. > 0% s.d. 30% 5 |
'b. > 30% a.d. 45% 10 |
€. > 45%.s5.d. 65% 15 |
d. > 65% 15
|
3. | Jaringan Telepon Overhaul |a, > 0% s.d, 30% 2
N 1o, > 30% 5,d. 45% |
e, » 45% s.d. 65% 10 |
d. > 65% 160 |
- [
4. | Jaringan Gas Overhaul a. > 0% s.d. 30% 2
b, > 30% 8.0 45% |
N B ic.ns% s.d. 65% 10 |
d. > 65% 10 ‘
5. | Alat Musik Modemn/ Overhoul 0. > 0% a.d. 25% _‘r |
o | |
b, > 25% a.d. 50% 1 |
£ > 50% s.d. 75% 2 |
d. >75% s.d 100% 2 |
> 100% 2 |
ASET TETAP |
DALAM RENOVASI
A_ Peralaran dan Mesin Cverfuzud Ia. » m-i: s, ‘.ILE# _ﬁ
dalam Renovasi

—




|
B, | Gedung dan Bangunan | Owerhaw! |a, > 0% s.d. 30%, 5 |
dalam Renovasi
b, > 30% s.d. 15% 10 ‘
le. > 45% s.d. 65% 15 |
d. > 65% 18 |
C. |Jeringen Irigasidsn | Renowesi |a. » 0% s:d. 100% 5 i
Jaringan dalam /
Renovasi Overhaul
b. > 100% ] |
|

H. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal] Aset
tetap dieleminosi lketika dileposkon atou dihapuskan atou dihentikon
penggunaanya secarn permanen atau tidak ada manfaat ekonomik di masa
vang akan datang. Aset (etap yang diclemingsi dircklasifikasi ke akun aset
leinnys sesuni dengan nilal tercetst, yaitu nilal perolehan dan skamalesi

penyusutannya,

I. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutian adalah alokasi sistematis #tas nilai aset ftetap yang dapat
disusutkan [deprecigble assef] selama masa manfzatnys.

Nilni alcumulasi penyusutan sctiap periode diakul sebagal pengurang nilal
tercatat Aset Tetnp dalam Neracs dan beban pemyusutan dalam Laporan
Operasional.

Aset Tetap Lainnva tidak dilakukan penyusuilsn secara periodilk, melainksn
diterapkan penghapusan jika Aset Tetap Lainya tersebut tidak dapat
digunalean lagi.

Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilal bukunva, maka
biaya-blaya yang dikeluarkan untuk membiayai Aset Telap tleracbut
dibebankan pada peciode tlahun berkenaan,

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis luras tanpa nilai sisa

dengan estimasi tmur/mass manfaat sehagei berikut:

S0
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Umur/Masa
Mo Urnian Manfaat
(Tahunj
ASET TETAF
A. | Peralatan dan Mesin
1. |Alat Besar
01 | Alat Besar Darat 10
02 | Alal Besar Apung I -
03 | Alat Bantu 8
2. | Alat Angkutan :
07 | Alsl Anglutan Daral Bermotor [
02 | Alnt Angiruton Darat Tek Bermotor 2
03 | Alatl Angkutan Apung Bermotar 10
04 | Alat Anglrutan Apung Tak Bermotor 3
05 | Alat Angkutan Bermotor Udara 20
3. | Alat Bengkel dan Alat Ulkur
01 | Alat Bengkel Bermesin 10
02 | Alat Bengiel Tak Bermesin 5
03 | Alst Ueur -
4. | Alat Pertanian
01 | Alat Pengolahan E
5. |Alat Kantor dan Rumah Tangga e i
01 | Alat Kantor :
02 | Alat Rumah Tangga 5
03 | Mejn dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
6. | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
01 | Alat Studio 5
02 | Alat Komunikasi 5
03 | Peralatan Pemancar 10
04 | Peralatan Komunikasi Navigasi 15
7. | Alat Kedolcteran dan Kesehatan
01 | Alat Kedokteran 10
- 02 | Alat Kesehatan =~ i 5
8. | Alat Laboratorium
01 | Unit Alat Laborstorium = =

1
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02 | Unit Alat Laborstorium Kimia Nuklir 15
03 | Alat Peraga Proktek Sekolah 10
04 | Alat Laborstorium Fisika Nukiir/ Elektonika 15
05 | Alat Protel=i Radiasl/Protelesi Lingkungan 10
06 | Radiation Application and Non Destructive 10
Testing Laboraiory
07 | Atat Iﬂ'tmrﬂlnri.um Lingkungan Hidup 7
08 | Peralatan Laboraterium Hidrodinamila 15
09 | Alat Lsboratoium Standsrisasi Kalibrasi dan 5
Ingtrumen
9. |Alat Persenjataan
01 | Senjata Apd 10
02 | Persenjataan Non Senjata Apd - NS
03 | Alat Keamanan dan Perlindungan By N
" 04 | Senjata Sinar 5
05 | Amunisi s
06 | Alat Khusus Kepolisian 4
- 10. | Komputer
| 01 | Komputer Unit 4
02 | Peralatan Kompuler R =
11. | Alat Eksplorasi
01 | Alat Exaplorasi Topografi ) A
02 | Alat Eksplorasi Geofisiles 10
12. | Alat Pengeboran
01 | Alat Pengehoran Mesin 10
02 | Alat Pengeboran Non Mesin 10
13. | Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
01 | Sumur 10
02 | Produksi 10
03 | Pengelolaan dan Pemurninn 15
14, | Alat Bantu Eksplorasi
01 | Alat Bantu Eksplorasi =
02 | Alat Bantu Produksi 10
16. | Alat Kesclamatan Kerja
01 | Alat Deteksi 5

92
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02 | Alat Pelindung 5
03 | Alat SAR 3
04 | Alat Kerja Penerbangan 10
16. | Alat Peraga
01 | Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10
17. | Peralatan Proses/Produksi
01 | Unit Peralatan Proses/Produksi 8
18. | Rambu-rambu
01 | Rambu-rambu Lalu Lintas Darat T
02 | Rambu-rambu Lalu Lintas Udsra 5
03 | Rambu-rambu Lalu Lintas Laut 30
19, | Peralatan Olah Raga
01 | Peralatan Olah Raga a
B. |Gedung dan Bangunan
' ;u.;;uun Gedung
01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Sl
oM Ranginan Gedung Tempat Ketja 50
2. | Monumen
" 01 | Candi/Tugu Peringatan [Prusast 50
3. | Bangunan Menara
01 Ea-ngunan Menara 40
4. | Tugu Titik Kontrol/Pasti
01 | Tugu/Tanda Batas 50
C. | Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1. |Jalan dan Jembatan
01 | Jalan 10
02 | Jembatan B0
2. | Bangunan Air
01 | Bangunan Air Frigas| 50
02 | Bangunan Pengairan Pasang Surut 50
03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder a5
04 | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan T
Penanggulangsn Bencana Alam

03
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U5 | Bangunan F"I:'l]glﬂllT:lu-llﬁ-mll E-Tmh:r Alr dan Alr 30
Toanah
06 | Bangunan Air Bersih/Alr Bakua 0 |
07 | Banganan Air Kotor 41)
3. |Instalasi %
01 | Instalasi Air Bersih / Air Baku an
02 | tnstalasi Air Kotor an
03 | Instalasi Pengolahan Sampah w2
04 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10
05 | Instalasi Pembangkit Listrik an
06 | Instalasi Gardu Listrik 40
07 | Instalasi Pertahanan 30
08 | Instalasi Gas A
09 | Instalasi Pengaman 20
10 | Instalasi Lain 5
4, |Jaringan
01 | Jaringan Air Minum 30
02 | Jaringan Listrik 40
03 | Jaringan Telepon 20
04 | Jaringan Gas 30

J. Penilaian Kemball Aset Tetap
Asel letap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apahila
terjedi kondisl vang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan
disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akoun Aset Tetap dan nloan
Ekuitas.

Penilgian kembali atau revaluasi Aset Tetap tidek diperkenanicon karenn
penilian msct teinp berdasarkan bisya perolchan atau harga pertularan,
Penyimpangan darl ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan kelentusn
pemerintah yvang berfolku secara nasional.

Dalam hal terjadi penyimpangan dari konsep biaya perolehan yang
berpenganih terhedap keuangan sustu entitas; selisih antara nilai revaliasi
dengan nilai tercatat aset tetap dibukulkan dalam aloun Ekuitas.
Pengungkapan ase=t tetap yang dinilal kembali:

1. Dasar hukum penilaian kembali;

2. Tanggal efeldif penilaian kembali
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3. Jika ada, neme penilal independen;

4. Hakikat setiap petunjuk vang digunaksn untuk menentukan biaya
penzgontl, dan
5. Nilai tercatat setinp jenis Aset Tetap.
K. Pengunglkapan
Hal-hal yang diungkaplkan dalam CalE terkait aset tetap antara |ain;

L. Dmsar penilaian yang digunakan untul menentukan nilai (ercatal (oamying
amound;

2. Rekonsilissi jumlah tercatat pada awal dan akhir perode vang
menunjuldien mutasi aset tetap antarn lain: 0. penambahan;
b. pengurangan/pelepasan; dan
c. perubahan nilai, jika ada.

3. Informasi penyusutan, meliputi:
G. nilal pemyasutan,

o

« metode penyusulan yang digunakan;
masa manfoat;
tari{l penyusutan yang digunakan;

® pop

nilai tercatlat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir
periode; dan

dampak komulatif ymng disebabkan oleh perubohan leebijakan
akuntanal dan korelsi kesalashen yang berdampak pads laporan
kruangan periode sebelumnya

4. Eksistensi don batosan hal milik atas aset tetap;

Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;

Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstrulkei;

Jumlah komitmen untulk akuisisi aset tetap; dan

Terlcait dengan konstruksi dalam pengerjaan, perlu diungkapkan hul-hal
sebapai berikui:

a. Rindan lkontrak  konstruksi  dalam  pengerjsan  berikut
tingkatpenyelesaian dan janghka waktu penyelesaiannyn;

Nilai kontrak konstrulksi dan sumber pembiayaannya;

Jumlah biaya yang telah dibayarikan;

Uang muka kerja yang telah diberikan; dan

Retensi.

|

o
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KEBIJAKAN ARUNTANS] ASET LAINNYA

A, Definisi
Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai

Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap,

B. Klasifikasi
Aset Lainnya terdiri atas:
1. Tagihan Jangka Panjang, meliputi:

a. Teghan Penjualan Angsuran, menggombarian jumlah yang dapat
diterima dor: penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran
kepada pegawsi pemerintah dasrah yang janghks waktu pelunasannya
lebih dari satu tahun anggaran. Contoh Taglhan Penjualan Angsuran
antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualsn kendoaraan

inas.

b. Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR)

1) TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
bendahara/pengurua barang jiks dalum pengurusannys terdapat
kekurangan perbendaharasn dengan tujusn untuk menuntut
penggantinn atas suatu kerugian Pemerintah Daerah sebagai akibat
langsung maupun tdak langsung dar suatu perbuatan melnnggar
hukum yang dilakukan oleh bendahara/ pengurus barang tersebut
atau kelalaien dalam tugas kewajibannya,

2] TGR merupakan suntu proses yang dilakukan terhadas pegawni
negeri dalam kedudukannya bulkan sebagni bendahara dengan
tujuan  untuk menuntut penpgantisn alas  sualu  kerugian
Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung staupun tidak langsung
dari suatu perbustan melangear hukum vang dilakuksn oleh
pegawali  tersebut ateu kelalaian dalam pelaksanaan  tugas
kewajibannya.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketigs, vaitu perjanjian antara dua pihak atau
lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiaton yang
dikendalilan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
vang dimiliki. Bentule-bentuk Kemitraan dengan Pihok Ketigs antars lain:

a. Sewn adalah pemanfatasn barang milik deerah oleh pihak lain dalam
Jungka waktu terientu dan menerima imbalan vang tanai.

o

———
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. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendsyagunaan Barang Milik

Dacrah oleh pihalk lain dalam jangks wakto tertentu dalam rangla
peningksatan penerimaan daerah.

c. Pinjam Pakai adalah penyernhan penggunaan barang antars
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau snlar Pemerintah
Daeral dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan dan setelah
jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepoada
Pengelols Barang.

d. Bangun Kelola Serah (BKS)/Built Qperate Transfer [BOT) adalah
bentuk kerjusama berupa pemanfantan aset pemerintah duceah oleh
pihak ketiga/investor, dengan cara pthale ketigs/investor tersebut
mendiikan bangunan dan/atan sarana lain berdkut fasilitasnys
serta mendevagunakannya dalam jenplka wakta tertentu, untuk
kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau ssranag lain
beriloul fasilitusnys kepada pemerintah daerah setelah berakhimya
jangka waktu yang disepakatl (masa konsesi).

¢. Bangun Serah Kelola (BSK)/Built Tranfer Operate (BTO) adalah
pemanfaatan aset Pemeriniah Daerah oleh pihalk ketigs/investor,
dengun cara pihal leetiga/investor tersebut mendirikan bangunan
danfatay sarens lain berikut fasilitasnya kemudian meuyerahkan
aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk
dikelols  sesuai dengan  tujuan pembangunan  aset  tersebul,
Penyerahan aset oleh ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah
disertal dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakulan
pembayaran kepada ketiga /investor antara lain dengan sistem bagi
hasil,

3. Aset Tak Berwujud, yaitu aset yang tidale mempunyai wujud fsik serta
dimilikl untuk digunakan dalam menghasilknn barang atau jasa atan
digunakan untuk tujuan loinoys termasuk hak atas  kekayasn
intelektual. Jenis-jenis aset tak berwujud meliputs;

a. Goodwill adalah kelebihan nilai vang diakui akibat adanya penjualan
perdana saham dl atas nilai bukno.

b. Lisensi adalah izin atas hak paten/hak cipta vang diberilon kepada
pihak lain berdesarkan perjaniian untuk menikmat manfaot
ekonomi dari suatu paten yang diberi perindungan dalam jangks
wakiu dan syarat lerientu

¢, Hak Paten atau Hak Cipta adalah hak yang diperoleh karena adanys
kepemilikan kekayaan intelekiual misu atas suatu pengetabuan
telemis [ karya vang bermanfant.

oy
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d. Koyolu ndalah nilai manfast ekonomi yaeng akan stau dapat diterima

atas kepemilikan hak cipiafhak paten/hak lainnya pads =aar hak

dimaksud akan dimanfaatksn pihak lain

€. Aset Tak Berwujud Lainnya merupékan jenis aset tak berwujud yang
tidak dapat dikelompokksn dslam jeniz aset talk berwujud
sebagaimana huruf a, huraf b, hurif ¢, dan harof d, meliputi antars
lain;

1) Boftware yang bukan merupakan bagian tale terpisahkan dasi
hardware komputer ftertentu sehinggs dapat dipunakan di
komputer lain,

2] Hasil kajian/penelitian yang memberiksn manfoat jangka
panjang yoifu suota jmjion  amn pengembangan  vang
memberikan manfant ekonomis dan/aten sosinl di masa yang
nlcan dotang serte dapat diidentifiknsikan sebagai aset.

f. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan yaitu pengembangan suatu
asel tak bervujud yang diperoleh secars Internal vang jangka wakiu
penyelesaiannya melebihi satu tahun angparan atau pelnksanaan
pengembangannnya melewati tanggal pelaporan keuangan,

4, Aset Lain-lain, digunakan untulc mencatat aset lainnya ysng fidak
dapal dikelompokkan ke dalam Tagihan Jengin Panjang, Kemitraan
dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Termasule dalam
kelompok Aset Lain-lain adalah naet tetap yang dibieotikan dard
penggunaan aktif. Penghention dapat disebabkan karena rusak berat,
usang dan/atap asel telap yang tdalk dipunakan karena sedang
menunggu  proses penghapusan  [proses  penjualan, sewa  beli,
penghibahan, dan penyertaan modal),

C. Pengakuan
1. Aktiva Tak Berwjud diakni ketika memenuhi kriteria:

A, Dapat diidentifikasi:

1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan
atau dibedakan secara jelas dengen aset-as#t vang lain pads suatu
entitas, sehingpa dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi,
disewakan, ditukarkan, balk secara individual maupun secara
bersama- sama: alau

2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual
atatr hek hukum leinmya, tanpe memperhetikan apekah hak
tersebul dapet dipindahtanganion atou dipisshivan darl entitas ateu
dari hak dan kewajiban lainnya.
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b. Pengendalisn Sustu entilas disebut mengendalikan aset jika entitas
memiliki kemampuan untuk memperolel manfaar ekonomi masa depan
yang tmbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain
dalam memperoleh manfaatl ekonomi dar aset tersebur

¢. Manfaat ekonomi masa depan Manfaar ekonomi dapat menghasillan
aliran masuk kas, setara kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah.

. Togihan Penjuslan Argsuran diakul ketika timbul hak untuk mensgih

Setiap althir periode pelaporan, Tagihan Penjuslan Angsuran yang alean
jatuh tempo 12 |[dua belas) bulan, direklasifikasi menjadi akun Bagian
Lancar Tagihan Penjualan Angsuran [Aset Lancar).

TP-TGR diakul sast Sural Keterangan Tanggung Jewab Mutlak [(SKTIM)
ditundatangani atau surar ketetapan pengadilan diterbitkan. Setinp akhir
periode pelaporan, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 [dua belas) bulan ke
depan, direklnsifilensi menjadi alnin bagian lancar TP-TGR (Asct Lancur),
Kemitraan dengan Pihak Eetige berupa Sewa dunkui ketika timbul hsk
untuk menagin yang dilkut dengan perubahan  penclapan  status
penggunaan yaitu dengan perubahan kissifikasi aset dari aset tetap
menjadi aset lwinnya kerjasama/kemitrasn-sewn, dikecualikan untuk aset
tetap berupa tanah dan/atau banganan.

Remitraan dengan Pihak Betiga dalam bentuk Pinjam Palead diakil sant
disetujuinya permohonan pinjam pakal yang dituangkan dalam perjanjian
pinjam pukai dan telup disajikan pada aset tetap.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama Pemanfaatan
diakul saal terjadinya perjaniian kerjasama/ kemilraan vang diilooti dengan
penetapan perubahan status penggunaan dari eaet tetap menjadi aset
lainnya-kerjasama pemanfoatan, dikecualikan untuk aset tetsp berupa
tanah dan/atau bangunan,

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Keloln Serah
(BKS)/BOT diakui sast ditandatanganinya perjanjian kerjasama BGS
antara pemerintah daerah dengan plhak ketiga/investor yang diiloot
dengan perubahan penetapan status penggunaan dari aset elap menjadi
asel lainnya-kemitraan dengan pibak ketiga (BGS), dikecualikan untuk aset
tetap berupa tanah dan/atew banganan.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Semnh Kelola
(BSK)/BTO diakui sani penpadoan/ pembangumen gedung danfata
sarana lain berlkut fasilitas selesai dan siap dipunakan/dioperasikan,
dikecualikan untuk aset tetap berupa tanah dan/stan banganan.
Peenyeraban aset oleh pihak ketiga/finvestor kepada pemerintah daerah
disertal dengan kewajiban pemerintah daerah untuk  melakukan
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pembayaran antara lain dengan sistemt bagi hesll kepoads  pihak
ketiga finvestor,

9. Aset Lain-lain diskui pada saat aser tetap dihentiban dad pengounaan aktif

dan direklasifikasi ke dalam Aset Loin-iain.

D. Pengulruran

1.

Aset Talk Berwujud:

a. Diulcur sebesar hargn pernlehan yaita karga yang hams dibayar enlitas
unluk memperoleh suastu aset tak berwujud hingen siap dipakai dan
mempunyai manfaat ekopoml yang diharapkan dimass datang atan jasa
potensial vang meleleat pacdn aset tersebut akan mengalir dalam entitas
tersebul,

b. Sistem Informasi dilakukan amortsasi dengon metode garis lurus
selama 5 lahun, kecuali memilild mosa pakai vang telah ditentulan.

¢. Aset Tak Berwujud vang berupa hasil kafian/DED tidak dilakulan
amortisasi,

d. Aset Tak Berwujud yang sudah tidak memilili manfaat dibapus dari
daftar Aset Tak Berwujud.

Tagthan Penjualan Angsuran dinilai sebesar hak tagih atas nilal nominal

kontrak/berita acars penjualan asct yang bersangkutan dikurargi dengan

nilai angsuran yang telah dibavarkan ke Kas Deerah atau berdasarkan
daftar saldo Tagihan Perijualan Angsuran.

TP dinilal sebesar nilal nominel dalam Surat Keputusan Pombebanan

setelah dikurangl dengan setoran ke Kas Dasrah pada tanggsl pelaporan

keuangan.

- TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawsb

Mutlak [SETJUM) setelah dikurang denpan setoran ke Eas Decerah pada
tanggal pelaporan keuangan.
Kemitraan dengan Pihak Ketiga:

a. Sewn diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.

b. Kerjasama Pemanfuaten diuloar scbesar niled perclehan aset vang
dikerjasamakan.

¢. BEKS/BOT dicatal scbesar nilal aset yang diseraliban kepads pllink
ketiga untuk membangun asel BOS tersebul.

d. BSK/BTO dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu
sehesar nilai aset yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan
nilai peroiehan aset vang dikeluarian pihak ketiga untuk membangun
aset fersebut.

Aset Lain~lain merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunasn aktif

dan dircklasifikasikan ke Asel Lain—lain disajikan menunit nilai boku.
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E. Amortisasi

Amortisasi adalabh penyvusuinn terhodap Aset Tok Berwujud yang dislokasian
secara sistematis dan resional selama masa manfasinya. Terhadap Aset Tak
Berwujud dilalukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki
mass manfaal sk terbalss.

Untuk Aset Tak Berwujud berupa software jika tidek diketsbul masa
manfEatnyms, maka mass manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

Amortigasi dilaloakean setiap akhir periode dengen metode garis lurus.

F. Pengungkapan
Hal-hal yang diungkapkan dalam CalK teroit Aset Lainnya antara lain:
L. Aset Tak Berwujud, hal hal yang dinngkaplan:

8. Masa manfast dan metode amortigasi;
b. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi;

¢. Penambahan maupun penurunan nilal tercatai pada awal duan akhir
periode, termasuk penghentian dan pelepasan; dan
d. Terhadap Asst Tak Bereujud yang memilild masa manfant tak techatas
harus dilakukan telnah penodik untuk mengetabini manfast ekanomi
dimnana depan.
2. Tagihan Penjualan Angsuran, hal hal yang diunglkapkan:

4. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengalouan dan
pengukuran;
b. Rincian jenis, saldo menurut umur untuk mengetahin tnghkat
kalelctibilitnsnya; dan
c. Jamingn atan sita jaminen bils ada.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga, hal hal yvang diunghkaplan:
a. Klasifikasi aset yang membentuk aset Kerjasama;

h. Penentuan harga perolehan aset kerjasama/ kemitraan;

c. Penentuan depresiasi /penyusutan aset kerjasama/ keniitrasn;
dan

d. Sctelah asel disernhkan dan ditetapkan pengunsssnnys, asel hasil
keriasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi Aset Tetap.

4. Aset Lain-lain, hal-hal yang diungkapkan antara lain terkail f2kror- faktor
yang menvebablkan pemberhentian pengaunaan.
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HAB XIV

EKEBLJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAR

A. Definisi

Kewegjiban adalash utang wing timbul dari peristiwe masa lalu yang
penyelesaiannya mengalaobatkan aliran  keluar sumber daya ekonomi
pemerintah daerah,

Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama
umur utang pemerintah deerah.

Diskontn adalah jumlah selisih lourang antar nilai kini kewajiban (present
vilue] dengan nilai jutah empo kewajiban [maturity value) dar suatu utang
karena Ungkat bungs nominal lebih rendah darl tngkal bungs efeldif,
Premium adalah fumlah selisih lebih antara nilai kind kewsjiban [present value)
dengan nilad jatuh tempo kewajiban (maturity value) dari suatu uteng karenn
tingkat bunga nominal lebih tinggl dar tinglest bunga efelif.

Perhitungnn Fihak Ketiga [PFK} adalah utang pemerintah daerah kepada pihalk
lgin yang dissbabkan kedudukan pemerintah dasral schagal pemotong pajak
atau pungutan lainnya, sepertl Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Milai [PPN], luran Askes, Taapen, dan Taperim.

Tunggakan adalah jumiah kewajiban terutang karena ketidakmampuan
entitas membayar pokok utang dan fatau bunganya sesual jadwal.

B. Klasifikasi

Kewajiban dildasifikusian berdasarkan wakiu jatuh tempo penyelesniannya,

yaibu:

1. kewajiban jangke pendek; dan

2. kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Kewnjiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dapat

dibayarkan dalam waktu paling lama 12 {dua belas) bulan setelah anggal

pelaporan keuangan, Kewajiban janglka pendek, antara lain;

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), yaritu iiang pemerniah daerah
kepada pihak lnin yong disebabkan kedudukan pemerintah doerah sebagai

pemotong pajek atau pungutan lainnys, seperti Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambehan Nilai (PPN}, mran BPJS, Taspen dan Taperum;

2. Utang transfer, tmbul skibal kewajiban entitas pelapordn  untuk

melakukan pembayaron kepada entitag lain (antara laind pemeéerintah
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daerah lainnya atau pemerintah desa) yang sampal dengan tanggal
pelaporan kevangan belum disalurkan sebagal alobat ketentuan peraruran
perundang-undangsn,

Bagian lancar utang jangka panjang, merupakan baglan utang jangkn
panjang yang skan jumb tempo dan diharapkan alkan dibayar dalam karan
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan Keuangan:

. Pendapatan diterima dimuka adalsh schesar ks ynng telah diterima tetapi

sumpal denpan lungeal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum
diserahkan oleh pemerintah daerah;

Utang kepada pihak ketiga, berasal dan kontrak dengan pihak icetiga yang
belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan leevlangan; dan

Utang jangka pendek lainnya, yaitu kewajiban lanear yang tidak termasik
dalam kategori vang ada,

Kewajiban Jangka Panjang
Kewajlban jangka Panjang adalah kewsjiban yang dikarapkan dapat
ditbayarkan dalam waktu lebih dari 12 [dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan keuangan.
Kewajiban jangka panjang, antar lain:

1

Utang dalam negeri, merupakan utang jangka panjang vang dapat berasal
dari Lembaga Keusngan Bapk [LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB), obligasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten /kota lainnya;

Utang luar negeri, memapakan utang jangka panjang yang sumber dananya
berasal dani luar negerl; dan

Utang jangka panjang lainnya, yaitu kewajiben jangka panjang yang tidale
termasuk dalam kateponi yang ada

C. Pengakuan Eewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek diakul pada sast:

1.

2.

terdapat kemungkinan besar (probable) adanyva aliran keluar sumber daya
ekonomi [misalnya kasg) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagl
pemenintah dacrah dalain wakiu paling lama 12 [due belas) bulan setelah
tanggal pelaporan untuk menyelesalkan kewajiban yang ada sejak saat
pelepomn; dan

nilai kewajiban dapat diuleur dengan andal.
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Kewajiban Janghka Panjang
Kewajiban jengka panjang diakul pada sasil:

1. terdapat kemungkinan besar (probable) adanya aliran keluar sumber days
ekonomi (misalnys kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau soslal bagi
pemerintah daergh dalam waktu lebih darl 12 [dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewnjiban yang ada sejak saat
pelaporan; dan

2. nilai kewajiban dapat diulour dengan handal.

Pemerintah doerah tetap mengklasifikasilan suatu  kewajiban  schagai

kewajiban jangks panjang meskipun kewsjiban tersebut jatuh tempo dan akan

diselesaikan dalam wolkmu 12 {dua belas) bulan setelah tanggal pelaparan, ifla:

1. Jangks walktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 [dus belas) bulan;

2. entitas bermaksud untuk mendsnai kembali refinance) kewnjiban tersebut
atas desar jangka panjang; dan

3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan
kembali (refinancingl, atau adanya penjadwalan kemball terhadap
pembayaran, vang diselesaiken sebelum pelaporan keuangan disctujui.

Kewajiban dapat timbul da:

1. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions) Suatu transalosi
dengan pertukaran timbul ketika masing-maging pihak dalam transalsi
tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya,
Terdapal dus wrus timbal balllk atas sumber dava atsg janji untuk
menvediakan sumber daya. Dalam Iranssksi dengan pertukaran,
kewnjiban diakul ketika satu pihak menerima barang atau jasa schagul
ganti janji untuk membenkan uang atau sumber daya lain di masa depan;

2. Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions] Suatu transaloi
tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu trensaksi
menerima nilal tanpa secara langsung memberilan atau menjanjikan nilai
schagnl gantinya, Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya
atay janji. Untuk transaksi tanps pertuksran, sustu kewsjiban harus
diakul atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan;

3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daemsh (local govermmnent-
related events) Kejadian yang berkaitan dengan pemernintah daerah adalab
kejudisn yang tidak didesari trangaksi namun berdasarkan adanya
interaksi antara pemerintah dacrah dan lingkangannys. Kejedisn tersebut
mungkin berada di luar kendali pemerintah daerah. Secara umuom suatu
kewajiban diakul, dalsm hubunpsonys denpgsn kejadisn yang berkaitan

104



KEBIHAKAN AKUNTANS!I PEMERINTAH DAERAH

_— e, e e r———
dengon pemerintonh dasral, dengan basis yeng ssina dengan kejadian yang

timbul dar transaksi denpan pertukaran: ataun

4. Kejadian yang dialkui pemerintah daersh (local government- ackmowledge
events) Kejadian yang diskui oleh pemerintah daerah adalab kejadian-
kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut
mempunyal  konsekuensi lkeuangan bagi pemerintah daerah  karena
pemerniah daerah memutuskan untult merespon kefadian tersebul.
Pemerintah daerah mempunyal tanggung jawsb luae untuk menyediakan
kescjahteraan publik. Untuk itu, pemerintah daernh sering diasumsilkan
bertanggung jawab terhadap setu kejadian yang sebelumnya tdalk diatur
dulam peraturan formal vang ada. Konselcuensinya, biaya yang timbul dari
berbagai kejadian, yvang disebabkan oleh entitas nonpemernntah dan
bencana alam, pada akhirnya menjadi lunggung jawab pemerininh daerah,
hamun biaya- biava tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban
sampal pemenniah daerah secara formal mengalauinya sebagal tangpung
jawab keuangan pemerintah dsersh, den ains bisya yang timbul
schubungan dengan kejadian tersebur telah terjadi transaksi dengsn
pertubaran atau lanpas perluboran.

Dolcumen penganda pengaliuan kewajiban jangka pendek adalah selagal

besrikut:

No Kewajiban Jangka Pendek Dokumen Penanda
1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga [PFE]) Bukh potong/ pungut
2 | Utang tranafer Repulasi yang berlaku

3 Bagian lancar ulang jangka panjang Akad utang BB
4 | Pendapatan diterima dimuksa Bukt terima kas
5 | Uang kepada plhak hetiga BAST barang/jasa
5. | Utang jargho pendk latrrvs | Dolumen yang setara
D. Pengukuran

Kewsjiban diukur sebesar nilal nominal, Kewajiban dalam mats wang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata usng rupiah. Penjabaran matd uang
aging menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca,
Penggunaan nilal nominal dalam menilai kewajiban mengilait karnicteratik
dari maging-masing pos. Pamagraf berlut menguraikan penermnpan  nila
nominal untuk mesing-masing pos ewajiban pada lwporan keusogan,
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Pengulturan Kewajiban Janghka Pendek

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga [PFK)

Utang PFK diukur sebesar nilal potongan / pungutan.
2, Utang transfer

Utang rransfer diukur sesual dengan peraturan yang berlak.
3. Pendapatan diterima dimuka

Penerimaan pendapatan diterima dinuka atas penyerahan barang atay
jasa oleh pemerintah daersh kepada pihak lain.

4. Utang kepada pihak ketiga
Pada saat pemerintah doerah menerima hak ates barang dan/atau
jasa, termmsuk barang dalam perjalanan vang telah menjadi haknya,
pemerintah  daermh  mengukur kewajiban  atas jumlah yang belom
dibayarkan untuk barang dan fatau jasa tersebul, Conlohnya adilah utang
pembaysran gaji kepada pegawni dinilai berdasarken jumlah gaji yang
masih haros dibayvarkan siss jasas yang telah diserahkoan ocleh pegawni
tersebut

5. Utang jangka pendek lainnya

Utemg jangka pendei lainnyva merupakan utang lancar yang tidak termasulk
dalam kalegon yang ada. Termasuk dalam utang jangks pendek lainnys
tersebut adalah bisve vang masth harus dibayar pada saat laporan
keuangan disusun. Pengukuran untuk masingmasing ilem disesuaikan
dengan karakteristik masing-masing pos tersebul.

Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang pemerintah deerah dinkur berdssarkan

karakteristiknya, yaitu!

1. Utang yang tidal: diperjuaibeliltan Nilai nominal atas utang pemerintah
daerah yang tidak diperjualbeliltan (non-traded debt) merupakan kewajiban
entitas kepada pemberi ulang sebesar pokok utang dan bunga sesual yang
diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesalken pads tanggal
pelaporan.

2. Utang yang diperjuaibeliicon pade viamnys berbentuk selouriias utang
pemerintah daerrah, Jenis sebouritas utnng pemernntah harus dintln sebegar
nilai pari |original face value) dengan memperhifunghkan diskonio atau
premium yang belum dimmortisasi. Selouritas utang pemenntah daerah
yang dijual achesar nilel pari tanpa diskonto atsupun preminm  harus
dinilai sebesar nilai pari. Sefuritas yang dijual dengan harga distoonto akun
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bertambah nilainys selama perfode penjualan dan jatub tempo; sedangkan
sckuritas yang dijusl dengan harga premium nilainys alean berlourang.
Amuortisas! atas diskonto atau premium menggunakan metade garis lurus.

Pengukuran Eewajiban Karena Perubahan Valuta Asing

Utang pemerinlah daerah dalam mats wang asing dicalsl  dengan
menggunalian kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap
tanggal neroca pos utang pemerininh dalam mata uang asing dilaporkan ke
dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank seniral pada
tangeal neracs.

Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalsm mata uang ssing antars
tenggal transakei dan tanggal nersca dicatat scbapal kenaikan atau
penurunan ekuitas periode berjalan,

E. Penyelesalan Kewajlban Sebelum Jatuh Tempo

Unmuk sekuritas utang pemerintah daerah yang diselesalkan sebelum jaiuh
tempo karena adanys fitur untuk ditarik (call feature] oleh penerbit dar
sekuritas terscbut ateu karena memenohi persvaratan untuk penyelesaian
oleh permintsan pemegangnya malkm selisih antara harga perolehan kembali
dan nilal tercatat netonya harus disajiken pada Laporan Operasional dan
divnghkaphan pada Catmtan atas Laporan Keunngan sebapai bagian dari pos
kewajlban yang berksitan.

F. Restrukturisas! Utang

1. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaraten utang, debitur
harus mencatal dampak restrultudsasi secars prospekiif sejak sast
restrukiurisasi dilaksanaken dan tidak boleh mengubah nilai tercatat
utang pada saat restrukturisas| kecuali jika nilai tercatat tersebur melebihi
juminh pembayaran kas mesa depan yang ditetapkan dengun persyaratan
bar. Informasi restrukturisasi ini hares diunghapkan pada Cotatan atas
Laparan Keuangan scbagal bagian pengunghkapun darl pos kewajiban yang
terkait.

2. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetaphkan dalam
persyurutan baru uleng lermasuk pembayaran untuk bunga meaupun
untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitor haris
mengurangl milsi tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah
pembayaran ksas mesa depan sebagaimana yang ditentulian dalam
persyarntan baru. Hal tersebut harus divngkaphksn delam Catatan atas
Laparun Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewsfiban yang
berkaitan.
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3. Sustu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari

resiruliturisasi utang yang menyangkut pembaysran kas mass depan yang
tidak dapat ditentukan, selima pembayaran kas mesa depan maksimuam
tidalk melehihi nilal tercatar utang,

G. Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh loeditur kepada
debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlabh utang debitur dalam
bentuk perjaniian formal diantara keduanya.

4. Atas penghapussn utang mungkin diselessikan oleh debitur ke kreditur
melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bavwah
rilai tercatatmys.

3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesatannya di bawah nilai
tereatatnya dilakukan dengan aset leag, maka ketentuan restrukturisasi
utang pada angka 2 berlalku.

4. Jika penyelesainn suatu utang yang nila penyelesaiannya di bavwah nila
tercatoinya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur
harus melaloakan pentlaion kemball atas aset nonkas ke nilai wajarmya dan
kemudian menerapkan ketentuan restrukiurisasi utsng pada angka 3,

serie mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keusngan sebagai
bagian dard pos kewajiban dan asel nonkas yang berhubungan.

H, Pengungkapan

Hal-hal yang diungkepkan dalam CalK terkzit dengan kewajiban sebagal
benkut:

l. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang
diklasifikasikan berdasorkan perjanjian utang;

2, Jumlah saldo kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas
utang Pemerintah dan jatuh temponya;

3. Konselcuensi dilakukannya penyelesaian kewsjiban sebelum jatuh tempo;

4. Peganjian restrulcturisasi utang melipat:

f. Pengurangan utang;
b. Modifikasi persyaratan utang;
c. Pengurangan tngkat bunga utang;

d. Penpunduran jatuh tempo wiang;
€. Pengurangan nilal jatuh tempo utang; dan
f. Pengurangan jumlah bunga teratang sampal dengan periode pelapomn;
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5. Jumlah tunggakan utang vang disajikan dalam bentuk daftar umuor utang
berdasarkan kreéditur, dan

6. Biaya utang, melputi:
G. Perlalaon binya utang;

b. Jumlsh biaya utang yang dikapitalisasi pada poriode yans

bersanghutan; dan

c. Tingkat kapitalisagi vang dipergunakan.
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KEBIJAEAN AKUNTANSI EKUITAS

B. Definisi

Fluitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
asset dan kewajlban pemerinlah pads tangeal laporan.

Saldo Ekmuitas berasal dari Elkuitas awal ditambah (dilkurang) oleh
surphus/Defisit 1.0 dan perubahan lainnva seperti korelesi nilal persediaan,
selisih evaluasi Aset Tetup, dan lain-lain.

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalsm ranpka
penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL
mencakup antara lain  Estimesi Pendapatan, Estimasi Penerimaan
Pembiayaan, Aproprinsi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembisyaan, dan
Estimasi Perubahan SAL, Surphus/ Defisit-LRA.

Ekuites untuk Dikonsolidasikan digunaksn untuk mencatat reciprocal

accotint untuk kepentingan konsolidasi, yong mencakup antara lain Rekeening
Korman PPED.

C. Struktur

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunen Ekuites  tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebeluninya, Struktur LPE terdin dari:

1. Eingitan awal, berasal dari saldo Eluitas Neraca tanggal pelaporan periode
sebelumnya;

2. Surplus/defisit-1.0 pada periode bersangkutan, yaitu berasal dari LO

Periode Pelaporan;

3. RKoreksi yang langsung menambah/mengurangt Ekuitas, antara lain
berasal dar:

a. koreksi kesalahan atas beban periode schelumnya, apabila Laporan
Keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, yang Hdak berulang dan
mengakibatkan penambahan beban;

b. korelksi  kesalahan atas penerimasn  Pendapatan-LO  penode
sebelumnya, apabila Laporan HKeuangan periode tersebut sudah
diterbithkan, yang tidak berulang dan menombah maupun mengurangi
posisi kas;

c. dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan Kebijakan
Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1} Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada

periode sabelumnya; dan
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2] perubshan nilai Asel letap karena revaluasi Aset tetap.

4. Elcuitas  akhir, sebesar saldo Ekuilas {awal) ditambah/dilocrang
Surplus/defigit-LO  ditambah/dikurangi Koreksi yong langsung
mempengarithi Ekuitas. Saldo ini akan menjudi saldo Ekuitas pada Neraea
tanggal pelaporan.

D. Penyajian

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas seria
diunglmplean secara memadal di dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
Perubahan eckuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam
Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputl saldo awal ekuitas, surplus/
defisit-LO, koreksi-korekzi yang langsung menambah dan mengurang
ekuitas, dan ekuitas alchir.
Koreksi-koreksi yang langsung menambah dan mengurang ekuitss antars
lain berasal dari dampak lumulati§ perubahan kebijakan akuntansi dan
kesaiahon mendasar seperti:
1. koreksi kesalahan mendasar dard persediasn yang terjadi pada perode-
periode sehehimnys; dan

2. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Il
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KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. Definisi

Badan Layanan Umum Daersh [BLUD| adalsh entitaz pelaporan karena
merupakan safuan kerja pelayanan yang walsipun bukan berbentuk badan
hukum yang mengelola keknyassn daerah yang dipisahkan, mempunyai
karakteristik sebagai berikut:

1. pendanasn entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
2, entitas tersebut dibentuk dengan Peraturan Bupati;

J. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang dimngleat atan ditomjul;

4, entitas tersebut membunt pertanggungjawaban bails langsung kepada
entitas aluntansi/entitas pelaporan yang membawnhinya dan secam tidak
langsung kepada waldl rakyal srbugal prhal yang menvetujul anggarnn;

5. mempunyai kewenangan dalam pengelolnan keuvangan, sntars lain
penggunaan pendapatan, pengelolasn kas, invesiasl, dan sesual dengan
ketentuan,

b, memberikan jasa layanan kepada masynrakat /pinak ketiga;

7. mengelola sumber days yang terpissh dard eotitas skuntuansifentitas
pelaporan yang membawnhinya;

8, mempunyal pengaruh signifikan dalam pencapalan program pemerintah;
dan

9. laporan keuangan disudit dan diben opini ol=h pemerikea eksternal,

Selaku penerims  anggaran  belanja pemerintah dasrah (APBD) yang
menyelenggnrakan aluntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan
keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitns pelaporan yang
secars organisatoris membawahinya.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD sdalah
inglansi di lingkungan pemerintah dacrah dan yang dibentuk untuk
memberikan  pelayanan  kepeda masyarakat berupa  penyedizan  barang
danfatau fasa yang dijual tanpa menguiamakan mencar keunfungan dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas,

Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertangpungjawaban BLUD yang
disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggamn, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan stes Laporan Keuangan.
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B. Komponen Laporan Keuangan BLUD

Kamponen laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
|LRA), Laporan Perubshan Saldo Anggaran Leblh (LPSAL), Weraca, Laparan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK),
dan Catatun atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Laporan Realisasi Anggaran

f. LRA BLUD menymjikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
surplus/defisit-LRA, pembidyaan, dan sisa leblh pembisyasn anggaran
yang masing-masing diperbandingkan dengsn angparannya dalam satu
periode.

b. LRA BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagal berilout:
1} Pendapatan-LRA;
2] Belanja;
3] Surplus/defisii-LRA;
4) Penerimann pembiayann;
3) Pengelusran pembiayaan,
6) Pembiayuan netto; dan
7) Sisa lebib pembiayaan anggaran [SiLPA)

c. Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah
merupakan pendapatan dasrah.

Masing-masing pos dari komponen LEA dapat dijelasksn sebagsi
berilut:
1. Pendapatan-LEA

a. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang
diterima  BLUD dialal sebagai pendapatan oleh onit  yang
mempunyval fungsl perbendaharaan umum.

b. Alkuntansi pendapatan-LREA diukur berdasarkan ssas bruto, yaitn
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tdak mencatat jumlab
netonye (aetelah dikompensasikan denpgan pengeluaran).

. Dalam hal besanin pengurang lerhadap pendapatan-LRA bruto
(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak
dapat diangparkan terlebih dahulu dikorenakan prossg belum
selesal, maka asas bruto dapal dikecualikan.

d. Khusus untulk pendapatan dari Kerjo Sama Operasi (KS0), diakoui
berdasarkan asas neto dengan terlebih dahula mengeluarkan baginn
pendapatan yang merupakan hak mitra K30,
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e. Penyelorsn kas yang berasal dar pendapatan-LRA BLUD tahun
berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD dan
penambah SiLPA pada pemenrintah dasrah.

[ Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun
schelumnya dibululan sebagai pengurang Saldo Angegsran Lebih
pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintal daerah.

g Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis
pendapatan.

n Pendapatan-LPA pada BLUD merapakan pendapatan bukan pajak,

I. Termasulk pendapatan bukan pajak puds BLUD adalah:

1. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakut;

2. pendspaten layanan yang bersumber dari entitas akuntunsl/entitas
pelaporan;

3. pendapatan hasil kerja sama;

4. pendapatan vang bernsal der hibah dalam bentile kas; dan

3. pendapatan BLUD lainnya.

2. Belanja

1. Belunju pads BLUD disloii pada sant pengelusran kas yang
dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum.

2, Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu
penede pelaporan dicatat dalam pos

3. Burplus/Defisit-LRA,

3. Pembiayann

a. Penerimaan pembiayasn pada BLUD dinlul pada ssat kas yang
diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyval fungsi
perbendaharzan.

b. Pengeluaran pembinyaan pada BLUD diakul pada sast penpeluaran
pembinyaan disahkon oleh unit yang mempunysi  fungsi
perbendshsrun,

¢. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatsn BLUD
diakud sebhagal pengeluaran pembiayaan.

d. Selisih lebih/lkurang antara penerimaan  den  pengeluaran

pembinyaan selama eatu periode pelaporan dicatat dalam
Pembinyaan Neto.

114




REBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

—
©. Selisih lebih/loorang antars realisasl pendaputan-LRA dan Belanja,

serta penerimaan dan pengeluaran pembiayasn selama satu periode
pelaporan dicatal dalam pos SILPA /S{EPA,

. Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas
aluntansi/entitas  pelnporan yang membawahinya, malka BLUD
menvosun LEA sesual dengan entitas aluntunsi/entitas pelaporan
yang mengalokasiican anggaran fereebut.

2. Laporan Perubaban Saldo Anggaran Lebih (LESAL)

A. LPSAL menysjikan informasi kenatkan atau penurunan Saldo Anggaran
Lebih tahun pelaporan dibandinglkan dengan tahun sebelumnya,

b. LPSAL BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode schelumnya
pos-pos berikut:
1} Baldo Angearan Lebih awal;
2] Pengpunaan Saldo Anpparan Lebih;
d) Sisa Lebih/Kurang Pembiaysan Anggaran tahun berjalan;
4} Koreksi Kesalahan Pembultuan tahun Sebelumnya;
3] Lain-lain; dan
G} Saldo Anggaran Lebih Althir.

c. Disamping itu, BLUD menyajikan rinclan lebib lanjul dart unsur- unsur

yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam
Catatan ates Laporan Keuangan.

3. MNeraca

8. Neracn mengambarkan posisi keuangesn sualu entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tangesl tertentu.
b. Neraca BLUD menyajikan secara  Komparatili  dengan  periode
gzbelumnya pos-pos berikut:
1] Kas dan setara kaa;

2] Investasi jangks pendek;

3] Piutang dari kegiatan BLUD;
4] Persedinnn;

5) Investasi jangka panjang;

0] Aset teiap;

7] Aset lainnya;

B) Kewnjiban jangka pendel;

9) Kewajiban jangkn panjang; dan
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10} Ekuitas.

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelols kas yang bukan
milik BLUL dan/slau sisa kas dana invesias] yang berasal darl AFBD,
Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang
mempunyai fungsi perbendaharman umum merupakan bagian dan
Baldo Anggaran Lehih,

Dana kas BLUD vang bukan milik BLUD disloal sebapgal kas dan setars
kns.

Dana kas sebagaimana dimaksud dalam neraca pada anghs 5 antar
lain:

1} Duna titipan pthak ketiga;

2] Uang jaminan; dan
3) Uang muks pasien rumah sakit.

Kas yang berasal darl sisa dana investasi APBD/APBN diakl sebagai
aset lainnya.

Penyctoran kas yang bernsal dari pendapatan BLUD pada tahun
berjalen maupun tahun sebelumnys dibulmbkan sebagni pengurang
ekuitas pade BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.
Sesunl depgan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat
melalcukan investasi jangka panjang leecuali atas persetujuan Bupati,
Investas jangks panjang dimaksud terdin den mvestas: permanen dan
investasi nonpermanes.

o Dvesiasi permanen pada BLUD, snlera laih berbeniuk penyeriann

modal.
Investasi nonpermanen pada BLUD, anlara lain sebagal berikut:

1) Invesiasi dalam bentuk dana bergulir; dan 3] Investasi nonpermanen
leinnya.

. Waisupun kepemilikan investasi pads BLUD ada pads BUD, tetapl

investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD,
Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai
entitas pelaporan, dimang sehimabh sumber daya elonomi yang
digunakan BLUD dalam melaksanakan ugas pokok dan fungsinya
dalam melayani masyarakst haris dilaparican dalam laporan keusngan
BLUD.
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4. Laporan Opersaional

.

LO menynjiken ikhtisar sumber dava ekonomi yeng menambah ekuitas
dan pengpunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untk

kegiatun penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Strulctur LO HLUD mencakup pos-pos sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO;

2) Bebun;

3] Burplus/Delisit dari kegiatan operasional;
4 Kegiatan nonoporazional;

3] Surplua/Defisit achelum Pos Luar Biasa;

B] Pos Luar Biass; dan

7) Surplus/Defisit-LO.

BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut
sumber pendapatan, vang terdiri atas:

1) Pendapatan dari alokasi APED/APRN;

4] Pendapatan layvanan yang bersumber dari masyvaralat;

3| Pendspatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi /entitas
pelaporan;

4] Pendapatan hasil kerja sema;

2) Pendapatan yang berasal duri hibah dalam bentuk kas /barang /jasa;
dan

6) Pendapatan BLUD lainnya.

Rincian lebih lanjut sumbér pendapatan disajikan pada Cafstan atas
Laporan Keuangan,

Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:

1) Timbulnys hak atas pendapatan; dan

2) Pendapatan direalisasi, vaitu adanya aliran masuk sumber daya
chonomi.

Pendapatan-L0 pada BEUD merupakan pendapatan bukan pajalk,
Aruntens| pendapatan-L0O dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu
dengan membulkuksan penerimann bruto, dan tidak mencatatl jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (hiaya)
bersifir variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat
dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesm, maka
asas bruto dapat dikecualikan.
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Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasl (E30), diakul
berdasarkan esas neto dengan teriebih dabulu mengeluarkan bagian
pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban pada BLUD dialui pada saat:

I} timbulnya kewnjiban;

2} terjadinya konsumsi aset; dan/atan

J] terjadinyz penurunan manfaat ekonomi ntan potensi jasa

Beban pada BLUD diklasifikasikan menorut kiasifilasi ekonomil.

Klasifikasi elonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang,
beban penyisihan, dan beban penyusutan nset tetap/amortinasi.

5. Laporan Arus Kas

LAK pada BLUD menyajikan informasi mengenad sumber, pengglinaan,
perubahan kas, dan setara kas selama satu periode askuntonsi, dan
saldo kas dan setara kas pada tanppal pelaporan pads BLUD.

Arus masuk dan leluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, akfivitas invesiasi, aktivitas pendansan, dan aktivitas
transitoris.

Masing-masmg lomponen arus masuk dan keluar kna dapat dijelaskan
sobagsi berikut o Aktivitns Operas:

1] Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
vang ditujukan unluk kegistan operssional pemerinish daerah
selama satu perfode aliuntanst.

2} Arus masuk kas dari aktivites operasi terutama diperaleh dari:

8] Pendapatan dari alokssi APBD,

b Fendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

¢] Pendapatan  layanan vang bersumber darl  entliag
aluntansi/entitas pelaporan;
d) Pendapatan hasil kerja sama;

e] Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas: dan
fi Pendapatan BLUD lalnnya.

3} Aras keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untule:
a] Pembayaran Pegawni;
b} Pembayuran Barang;
¢} Pembayaran Bunga! dan
d) Pembavaran Lain-lain/ Kejadian Luar Biasa,

b, Aktivitas Inviesiasi
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2] Aklivitus investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengelusran kas

vang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset letap serta
investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangky pendek dan setars
kas.

3} Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antare lain terdini atas:
) Penjualan Aset Tetap;

b) Penjualan Aset Lainnya,
¢] Penerimaan dari Divestasi; dan
d) Perjualan Investasi dalam bentuk Selouritas.

4) Arus ketusr kas dar aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:
a) Perglehan Aset Tetap;

b} Peralehan Aset Lainnya;

¢) Penyertaan Modal;
d) Pembelan Investasi dalam bentuk seluritas; dan
] Perolehan investasi jangka panjang lainnya.

c. Aktivitns Pendanaan

1) Aktivitas Pendannan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran
kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang
don/atau pelunasan utang jangks panjung yang menpgakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang
dan utang jangka panjang.

2) Arus masuk kas dari aktivitas pendanasn, antara lain sebagai
berilout;

a} Penerimaan pinjaman; dan

b} Penerimaan dana dari APBN/APHD untuk diinvestasikan, 105
J) Arus keluar kas darl aktivitas pendsnaan, entars lain schags
berilout:
aj Pembayaran pokols pinjaman; dan
b} Pengembalian investnsi dana dari APEN/APBED ke BUN/BUD.
d. Aktivitas Transitoris

1) Aktivitas lransitoris adalah sktivitas penerimasn dan pengeluaran
kas vang tidak termasuk dalam alctivitas operasi, Investasl, dan
pendansan.

2) Arus masuk kas dan aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

3) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFE.

6. Laporan Perubahen Ekuitas
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. LPE menyajiken informas kenatkun atuu penurunan ekuitas tahun

pelaporan dibandingkan dengan tabun sebelumnys.
h. LPE pada BLUD menyajikan paling kursng pos-pos sebagai berilout:
1] Ekuitas awal;

2] Surplus/defisit-LO pada periode bersanghutan;

3) Koveksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangt ekuitas,
yang antara lain berasal dari dampak lamulatif vang disebablan
oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan
mendasar, misalnya:

a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang teqadi pada
periode-perinde sebelumnya; dan

bl perubahan nilai aset tetap kmrena revaluassi aset tetap; 4)
Ekuitas akhir,

C. Penggnbungan Laporan Keuangan BLUD Ke Dalam Laporan Heuangan

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

1. LRA, Neraca, 1O, dan LPE BLUD digabungkan pada laporan lkeuangan
entites aluntansi /entitas pelaporan yung membawahinya.

2. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayson pada LEA BLUD
dikonsolidasikan ke dalam LRA entilas akuntansi/entitas pelaporan yang
membawahinya,

Jd. LAK BLUD dikonsolidasiken pada LAK unit yang mempunvai fungsi
perbendaharann.

4, LPSAL BLUD dignbungikan dalom LPSAL Bendahars Umum Decrah dan
entitas pelaporan yang menyusun laporan lkkeuangan konsolidasiannya.

3. Dalam rangka konsolidasian laporan leuangan BLUD ke dalam laporan
keuangan entitas vang membawahinya, perly dilalukan eliminasl terhadan
akun-akun timbal balil (reciprocal acoounts) seperti pendapatan, bebamn,
aset, dan kewajiban yang berasal darl entitas alcuntansi/pelaporan dalam
satu entitas pemerintahan leecuali akun- alkun peridapatan dan belanja
pada LRA yang beresal dari enfites akuntansi/ pelaporan.

D. Penghentian Satuan Ketja BLUD Menjadi Satuan Kerja Binsa Dalam hal
satuan kerja tidak lag menerapkan pola pengelolaan kenangan BLUD, maka
satuan kerjs tersebut menyusun laporan keuangan sclayaknya entitas
aluntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun

laporan keuangan penumup per tanggal pencabulan siatusnys sebagai BLUD
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KEBIJAEAN AEUNTANSI DANA BOSP

A. Definisi

1. Bantuan Operasional Sekolah Pendidilan yanp selanjutnya disebut BOSP
adalsh dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk mendukung program
pemerintah dalam menyedisakan pendanaan biaya operasional non
personaliz bagi satuan pendidikan. scbagal pelaksana program walib
belajar.

B. Dasar Pengaturan

1. UU No 20 Tehun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. UU No 33 Tuhun 2014 tenlang Pemerintan Daeroh sebapaimona telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UTf No 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua aras UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintsh
Pusat dan Pemerintahan Dasrah

4. PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akunians! Pemerntah

3. PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolisn Kevangan Daerah

6. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2021 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keusngan

7. Permendikbudristek tentang Juknis Pengelolaan Dana BOP PAUD, BOS,
idlan BOP Pendidikan Kesclarann

8. PMK tentang Pengelolnan Dana Alekasi Khusus Nonfisik

C. Klasifikasi

1. Dana BOSP Reguler

mekanisme penyaluran Dana BOSP Reguler. Berdasarkan ketentuan

Permendikbud 23/2023 maka penyvaluran Dana BOSP reguler akan

menjadi 2 tahsp (2 kali salur) setap tshunnya dengan ketentusn berilout:

. Tahap [ disslurksn paling banyak 50% dard  pagy  alokas
provinsi feabupaten fkota dalam jangka walktu penvaluran pada bulan
Januari- Juni tahun anggaran berjalom.

b, Tabap N disshukan scbesar sisa  dad  pugu  alokasi
provinsi/kabupaten /kota, vang belum disalurkan, dalam janglkn waktu
Juli-Desember tahun snggarmn berjalan.
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2. Dang BOSP Kinerjn

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kinerja [BOSP  Kinerja)
merupalkcan  bentuk insiatllf Kemendikbudristek untuk memberikan
uprcsingi kepada satuan pendidikan. BOSP Kinerja ini bertufian untuk
memacu satuan pendidikan melakukan percepatsn perbaiken mut
pendidikan. Menurut Permendikbud 63 Tahun 2023 tentang Pelumjiuk
Teknis Pengelolaan Dana BOSP, satuan pendidiltan yang menstima BOEP
Kinerja terdin dari tiga kategori, Diantaranys sdalab sekolah yang
melakganakan program Sekolah Penggerak, salcolah yang memiliki prestasi,
dan gekolah yang memiliki kemajuan terbaik.

3. Ketentuan yang hams diikoun terkait pengembalian dena BOSP oleh satusn
pendidikan adalah sebagai berilont:

a. Dana BOSP haroa diterima secarn utuh oleh satuan pendidikan dan
tidak diperkenankan adanya pemotongan atau punguten biava apapun
dengan alasan apapun oleh pthak manspon,

b. Pengembalion dana BOSP dilakulian oleh bendahara sekolah atas
persetujuan Kepals Sekiolah dan dapat dilskaban sewakiu-wakiu scsuss
kebutuhan dengan menyisakan saldo minimim sesual leetentuan bank,
Saldo minimum inf bukan termasuk pemolongsn,

c. Dana BOSP dulom suatu periode tidak harus habis diperginakan pada
periode  tersebut. Besar pengounaan dana tiap bulan disesuailcan
dengan kebutahan satuan pendidikan sebagaimans tertuang dalum
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (REKAS).

4. Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan Dans BOSP,
bunga/jrsa giro rersebui dipindahbulkukan ke REUD sesuad perundang-
undangan.

D. Pengakuan

1. Dans BOSP yang diterima oleh unit sekolah diakui sebagal pendapatan-
LEA berdasarkan Surat Pengesaban Pendapatan Transfar [(SP2T)

3. Dona BOSP dinkui sebagni belanja dalam LRA berdasarkan Surat
Pengesahon Belanja (SPB] oleh PPRD sesusi dengan Surat Permintasn
Pengesahan Belanja (SP2E) yang diajuken cleh Hepala Dinas Pendidilan.

3. Dana BOSP yang diterima berdasarkan SP2T sebagaimana angha 1 dialoi
sehagal Pendapatan-1.0, -

4, Penpeluaran Dana BOSP berdasarkan SPB sebgaimana angla 2 yang tidak
mensmbeh gsel diskui sebagil Beban
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.



KEBIAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

B
5. Pengelusran Dana BOSP berdasarkan SPE sebagaimana angkn 2 vang

menambah aset diakui sebagai aset oleh pemerintah dasrah.
6. Dana BOSP yang diterima langsung oleh sekolah swusta dinkui sebagai
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO oleh pemerintah daerah,

E. Pengukuran

Nana BOSP diukur dengan ketsntuan sebagai herikut:

Dana BOSP yang dilerima dan digonakan aleh unit sekolah disdoud sebagad
pendapatan-LRA maupun belanja dalam LRA, pendapatan-LO dan heban
dalam LO, dan aset dalam neraca sebesar nilai SP2T dan SPH oleh PPED sesuni
dengan SP2T dan SP2B yang dinjukan cleh Kepala Dinas Pendidikan.

F. Penyajian
Dana BOSP disajikan dengan ketentuan sebagai berflout:

L. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA, Jenis Pendapatan Dana BOSP
LRA dissjiknn dalam Laporan Realisasi Angearan.
2, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-L0O, Jenls Pendapatan Dana BOSP-

LO disajikan dalam Laporan Operasional.

Sisa Kag BOSP (Bendahara Dana BOSP) disajiken dalem Nerscs dun LAK.

Belanja disajiican dalam Laporan Realisasi Anggaran.

. Beban disajikan dalumm Lapomn Gperssional,

. Dana BOSP yang digunakan untuk pengadasn asel tetap disajikan sebagai

asel tetap di Neraca,

7. Pendnpatan Dana BOSP disajikan dalam Jemis Pendapatan Tronsfer
Pemenntah Pusat, Obyek Dons.  Perimbangan, Rincion  Obyek  Dana
Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus ([DAK) Nen Fisik. pada mesing-
masing Satusn Pendidikan Neger] 2esual kode rekening berleenann,

B. Belanja Dana BOSP pada REA-SKFD disajikan pada Kelompok Belanjs
Langsung, Program BOSP, yang diurailean ke dalam Kegiatan, Jemis, Obyek,
dan Rincian Obyek Belanja sesuai kode rekening berkenaan.

7o oE W

G. Pengunghkapan

1. Danas BOSP diungkspkan dalam CalK memuat data dengan
tlhustrasi/contoh: Noma Sekolah, Alamat Sekolah, No. Rekening Sekolah,
Jumlah Dana BOSP yang diterima, jumiah dana BOSP vang digunakan
{dirinci: Beban Pegawal, Beban Barang/Jasa, Belanja Modall, dan Sisa
Dana BOSP akhir tahun, Terhadap Kolom isian dalam table yang tidak ada
transaksinya dikosongkan. Pengungkapan lebih gederhans dapat
dilalukan atas persetujuan PPED.
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KOREKSI KESALAHAN

A Definisi

Kesalahan sdalah penyajian akun/pos yang secarn signifilkan tidak sesuai
dengan seharusnya yang mempengaruhil lsporun kewsngan perinde berjalan
atau periode sebelumnya. Koreksi adaleh tindaken pembetulan secara
akunlansi atas laporan keuangan agar akun/pos yeng tersajl dalam laporan
keuangan pemeriniah daerah menjadi sesusai dengan yang schurusnya.
Korekasi kesalahan merupekan tindakan untuk membetullan kesalohan
penywjian dalom suatu alkun/pos dan diungkaplan dalem Calstan atas
Laporan Eeuangan. Eesalahan periode sebelumnya adalah peacatatan atau
penyefian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan
keuangan tehun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan
atau kesalahan penggunasn informasi andal vang: 1. Tersedia pada sant
laporan keuangan perinde tersebul diotorisasi untuk terbit; dan 2, Secarn

rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam penvusunan dan penyajian
laporan keuangan tersebut,

B. Klasifiknsi Penyebab Kesalahan
Penyebab terjadinya kesalahan, antara lain:
1. keterlambatan penyampaian bukti transalksi;
2. kesalahan perhitungan matematis;

3. kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
4. kekeliruan atau kesalahan interpretas: folcta;

3. kecurangan; dan
6. kelalaian,
Sifat Kesalahan

Kesalahan ditinjau dari sifat xojadian dikelompoklan dalam 2 [dus) jenis:
1. Keszalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan vang diharapkan tidak akan
tetjadl kembali. Kesalshan Ini dikelompokkan menjadi 2 [dua) jenis:
a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; atan

b. Kesalahan tdak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Kesaluhan tidak berulang memertulan koreksi segera selelah dilketshui.
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2. Kesalanhan berulang dan sistematik Kesaluhun berulang dan sistematis

adaleh kesalahan yang disebablean sifat alamiah (normsl) dari jenis-jenis
ransaksi terfentu yang diperkirukan akan terjadi secara berulang
Contohnya adalah penerimaan pajek dari wajib pajak yang memerluksn
koreksi sehingga periu dilakukan resttus atau tambahan pembayaran dari
wajib pajak. Kesalahan bérulang dan sistemik tidak memerlulan koreksi,
melainkan dicatat pada saat terjadi.

C. Perlakuan Korekei atas Kesalahan Tidak Berulang yang Terjudi pada
Periode Berjulan
Korekesi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik
yang mempengaruhi posisi kas maupun yeng tdak, dilakukan dengan
pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada
akun-akun pelaksanaan anggaran maupun akun-akun pelaporan finanaal,
Roreksi atas Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode
Sebelumnya, Tidak Mempengaruhi Posisi Kas dan Laporan Kewangan
Belum Terbit
Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya yang
tidak mempengarahi posisi kas dan laporan kevangan periode tersebut belum
diterbitkan, dilalukan dengan pembetulan pada akun- akun pelaporan
finanzial dalam periode berjalan,
Koreks! atas Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode
Sebelumnya, Mempengaruhi Posisi Kas dan Laporan Heuangan Belum
Terbit
Korelsi ikesalahan tidak berulang yoang terjedi pada periode sebelumnya dan
mempengamahi poais kas, apabila laporan keuangan penode tersebat belum
diterbitian dilakukan dengan pembetulsn pads skun-akun pelaporan
finansial dan skman-akun pelaporan pelaksanasn anggaran.
Perlakuan Koreksi pada Akun-akun Pelaporan Finansial dan Laporan
Kepangan Belum Terbit
Perlakuan koreksl pada akun-skun pelaporan finansial adalah dengan
menyesusdikan akun-akun yang bersesuaian tahun lalu,
Perlakuan Koreksl pada Akun-zkun Pelaporan Pelaksanaan Anggaran dan
Laporan Keuangan Belum Terbit
Periakuan koreksi pada alun-alun pelaporan pelaksanaan anggaran adalah
sebagal benkut:
1. Jika posisi kos bertambah, maka penyesuaion yeng dilakukan adalah

dengan menambah [menglredit) akun lain-lain pendapatan yang sah- LRA
tahun berjalan,
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2. Jika posisl kas berkurang, maks penyesuaian yang dilakukan adalah
dengan menambah (mendebit) akan belanja tak terdugs tahun berjalan
(fikea Udak disnggarkan) stau belanja yang bersesuaian tahun beralan fika
telah dianggarican).

Koreksi atns HKesalnhan Tidak Berulang yang Terjadi pada Periode

Sebelumnya, Tidak Mempengaruhi Posisi Kas dan Laporan Keuangan

Sudah Terbit

Korelesi kesalahan tidak berulang yang Wwrjsdi pads periode sebelumnya dan

tidak mempengaruhi posisi kas; apabila laporan keuangan periode tersebul

sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun- akun pelsporan

finansial tahun berjalan.

Koreksi atas Kesalashan Tidak Berulang yang Terjadi pada Perlode

Sebelumnya, Mempengaruhi Posisi Kas dan Laporan Keuangan Sudah
Terbit

Koreksi kesalshan tidak berulang yang terjadi pada periode sebeiumnya dan
mempengarubi posisi kns, apabila laporan keunngan periode terachit sudah
diterbitkan dilakukan dengan pembetulon pada alun-alun  pelaporan
finansinl dan aloun-aloun pelaporan pelaksanaan sngeamn tahun berjalan.
Perlakuan Korcksl pada Akun-akun Pelaporan Finansial dan Laporan
Keuangan Sudah Terbit

Perlakuan koreksi pada akun-akun pelaporan finansial adalah sebagal berikut:

1. Jilkn posist kas bertambah, maka penyesuaian vang dilalrukan adsloh
dengan menambah (mengkredit] akon ekuitas.

2. Jika posisi kas berkurang, muaka penyesuainn vang dilakulan adalah
dengan mengurangi (mendebit) akun ekuitas,

Perlakuan Koreksi pada Akun-akun Pelaporan Pelaksanaan Anggaran dan

Laporan Keuangan Sudah Terbit

Perlakuan koreksi pada akun-akun pelaporan pelaksanaan anggaran adalsh

sebagal beriloat:

1. Jika posmisi kas bertambah, maks penyesuaian yang dilakukan adalah
dengan menambah {menghredit] alsun lain-lain pendapatan yang sah- LRA
tahun berjalan.

2. Jiks poesl kas berkurang, maka penyesuaizn yang dilakukan adalah
dengan menambah (mendebil) akun belanja tak terduga tmhun berjalan
(ika tidsk dianggarksn) atau belamga yang bersesuaian (jika telsh
dianggarkan) tabun berjalen, Korelksi kesalahan yang bechubungan denpgan
periode-periode yang laln terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan
Arus Kas tahun berjalan pads aktivitas yang bersangkutan.
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D. Pengungkapan

Penyebab-penyebab dilalkukannya koreksl kesalshan divmgkapkan pada

CalX, antara ain:

l. Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan, maks dilskuksn dengan
pembetulan pada akun yang bersanglkutan, baik pada akun pendapatan-
LA atau belanja, maupun pendapatan-L0 atau beban.

2. Eorcksi - Laporan Keunngan Sudah Diterbitlan
a. Koreks! kesalahan yvang menambah posisi kas dilakukan dengan

pembetulan pada akun Pendapatan Lain-Lain LRA [dalam hal ind
dimasukan dalam rekening Pendapatan Infag-LRA] dalam hal
mengurangi kas dilaloukan dengon pembetulan pada akun Saldo
Anggaran Lebih.

b. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang menambah
maupun mengurangl posisi kas dilakulan dengen pembetulan pada
akun Kas dan skun aset yang bersanghutan.

€. Komksi kesalahan atax  bebun  yang mengakibatkan adanya
pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak
mempengaruhi secarn material posisi aset selain kas dilaloakan dengan
pembefulan pada akun Pendspatan Lain-lain LO (dalam hal inl
dimasuleen dalam rekening Pendapatan  Infag-LREA). Dualam  hal
mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan
pada skon Ekuitss.

f. Kormeksi kesalahan atas penerimsan Pendapatan-LRA yang menambah
maupun mengurangl posisi kas dilakulian dengan pembetulan pada
akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebinh.

c. Korcksi kesulahun atas penerimasn Pondapatun-LO yang mensmbah
maupun mengurangi posisi kes dilakulan dengon pembetulon pads
akun Kas dan akun Ekuitas.

f. Koreksi kesalahan atas penenmaan dan pengeluaran pembiayaan yang
menambah maopun mengurangi  posigl  kazx  dilakukan  dengan
pembetuian pada alkun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

g Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun
mengurangl posisi kas dilalukan dengan pembetulan pada akun Kas
dan Kewajiban yang bersanghkutan.

h. Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhl kas pembetulan
dilalukan pada akun-akun neraca terkail pada periode kesalahan
ditemukan,

i. Koreksi kesalahan yung berhubungan dengan periode-periode yang lalu
terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tabun berjalan

pada aktivitas yang bersanghkutan.
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3. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang tidak memeriukan koreksi melainkan dicatal pada saal
terjndi pengelusran kas untuk mengembalilan keleblhan pendapatan
dengan mengurangl pendapatan-LRA maupun  pendapatan-LO  yang
bersangkutan,
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BAB XIX

PERISTIWA BETELAH TANGGAL PELAPORAN

A Definisi

Peristiwa  selelah  tangpal pelaporan adalah perisuwa, balk yang
menguniungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadl di antara
tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk perbit.
Peristiwa tersebut dapat dibagl menjadi 2 [dua) jenis, vaitu:

|. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kendis: pada tanggal pelaporan
{merupalkan peristiwa penyesuai setelah tangeal pelaporan); dan

2, Peristiwa yang mengindikesikan tmbulnys kondisi setelal tangpal
pelaporan  |merupakan peristiwa non  penyesunin  setelah  tanggsl
pelaporan).

Otorisas: Penerbitan Laporan Keuangan Tanggal pelaporan adalah tanggsl

teralkchir darl periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan leeuangan

dioioriaasi untuk terbit adalsh tanggal saat sudit laporan keuangan telah

selesai yang dinyatakan dalam LHP suditor atau tanggal saat pemerintnh

menyatakan bertanggung jawab ates laporan keuangun, apabila laporan

keuangan tersebut tidak diaudit.

B. Pengakuan dan Pengulturan
Suatu kejadian /peristiwa/kebfjakan antara tanggal pelaporan dan tangeal
laporan kevangan diotorisasi untuk terbit, diskui dalam laporan keuangan
apabila memenuhi kriteria:
1, kejudinn/peristiwa’ tersebut membenkan informasi yang cukup tentang

kondisi terkini pada tnnggal pelaporan; dan

2, terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.
Pengakuan peristiwa yang mempengarubi neraca dicatat pada 31 Desember
tahun pelapuran.
Dokumen penanda peristive sctelah tanpgal pelaporan adalah dokumen yang
memberikan informasi tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan, antara
lain:

1. Laporan Hasil Pemeriksasn Badan Pemeriksa Keuangan (BPE);
2. Bural kematian wajib pajak /retribuasi; dan

3. DBerita Acara Serah Terima atau dokumen lainnya sesuni peristiwa setelah
canggal pelaporan.
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Peristiwa Peayesuai Setelah Tangpgal Pelaporan

Entitas menvesuaikan jumlah yang disajikon dalam laparan kevangan karens

adanya peristiwa penyesuai setelah tangpal pelaporan.

Kejadian /peristiwa/kebijakan penyesuel setelah fanpgal pelaporan yang

memerduksn penyesuaian angka-angka laporan keuangan, sty uniuk

mengakul peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain

L. Penyelesalan atas putusun pengadilan yang telah barsifat final dan memililkl
keluatan hukum tetap setelah tanggal paloporan yang memutusican bahwa
ontitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan.

2, Informasi vang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikas{kan
adanys penurunan nilai pintang pada tanggal pelaporan, misalnyas
informasi daluwarsa pajak (kedaluwersenya hak untuk melakukan
penagiban pajalk, termasuk bunga, denda, keénaikan, dan biave penagihan
pajak) dan kepailitan debitor vang terjadi setelah tangegal pelaporan
keuangan yang mengindikasikan kemungkinan putang tidak dapat
ditagih, sehinpga periu disesunikon.

J. Ditetnpkannys juminh pendapsatan berdssarkan informasi vang diperoleh
dari entitns lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal
pelaporan.

4. Ditemultannys kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saii
laporan ketiangan,

5. Pengesahan vang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbenduharaan umum terhadap transakasi belanja danf/atau pendapatan
vang terjadi sebelum tangeal pelaporan,

6. Hasil pemeriksaan BPK yang terhit setelah tanggal pelaporan keuangan
atas perhitungan subsidi yang seharusnya dislaul pemerintah,

Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajiken dalam laporan kenangan
karena adanya peristiva nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan.
Kejadian/Peristiwa /lkebljnkan penyesuai sctelah tanggal pelaporan yang tidal
memerlukan penvesuman angka-anegka Inporan keunngan:

1. Adanya kebljakan penvajlan kemball nilal aset dengan menggunakan nilsl
wajar secara teratur yang menyebabkan menurnunnya nilal aset diantara
tanggal pelaporan dan tenggal laporan keuangan diotorisasi uniuk terbit
Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada
tanggal laporan keusngan namun aken menggambarkan keadssn yang
terjadi pada periode berikutnya.

2. Pengumuman pembagian dividen vang dilalkukan oleh Badan Usaha Milik

Daecrah setclah lunggal pelaporan,
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Kesinambungan Entitas

Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keusngun dengan dasar
kesinambungan entites spabily setelah tangeal pelaporan terdapat penetapan
pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangls
pendele,

Jiks asumsi kesinambungan entilas tidak lagi terpenuhi, kebijakan akuntansi
imi mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan
kevangannya. Dempak perubahan semacam itu akan tergantung pade
keadoan khusus entitas, misalnys, apalah operasi akan dialthkan ke entitns
pemerintah  lain  atou  dililmidasi. Dibutuhkan  pertimbangan  dalam
menentuksn apakah diperiukan perubshan pads nilal aset dan kewsjiban
vang tercatar.

Ketika asumsi kesinombungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu juga untuk
mempertimbangkan apakah perubaban kondisi tersebul mengareh pada
muncuinyd kewaiiban tambahan atau memicu klausul dalam konirak utang

vang mengarah pada reklasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka
pendelk.

Kebijakan alcuntansi ini mensysratkan adanyn suatu pengungkspan apabila:

1. Laporan keusngan tidak disusun atas dasar kesinambusgsn eotitas.
Kebijalan akuntansi ini mensyaratian bahwa pada saat laporan keusngan
tidak disusun atas desar kesinambungsn cnlites, hal lersebutl harus
diungkapkan. Penpunglkapan tersebut meliputin dassr penyvusunsn
laporan keuangan yang dignnakan dan alasan mengspa entitas diangeap
tidak berkesinambungan; atan

2. Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan leusngan
menyvadan ketidokpastion terkoit dengan peristiws atau kondisi yang dapai
menimbulkan leraguan pada kemampuan entitas untuk melanjutican
kesinambimpgan operasinys. Peristiwa atan kondisi yang memerlolan
pengunghkapan dapat timbul setelah tangeal pelaporan,

C. Pengungkapan Pengungkapan Peristiwa Penyesuai Setelah Tanggal
Pelaporan
Hal-hal yang harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait

dengan kejamdisn/peristiva [kebijalean penyesusi setelah tangeal pelaperan
sehagal bertlour

L. tanggnl laporan keuangan diotorisasi unfuk terbit dan pihak yang
bertangeung jewab mengotorisas leporen keuangan, dan
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Informasl vang diterima selelah (angeal pelaporan dan sebelum tanggs)
laporan keuangan diotorizasl untuk terbil, maka entitas memutakhirkan
pengungkapan berdssarkan informasi lerkind lersebul.

Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan
Hul-hal yang hurus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Eeuangan terkait
dengan kejadinn f/ peristiva fkebijakan nonpenyesiuai setelah Engeal pelaporan,

antara lain:

l‘l

Apabila peristiwa nonpenvesual setelah tanggal pelaporan memiliki nilai

yang material, tidak adsnya pengungkapan dapat mempengamhi

pengambilan keputusan pengguna lsporan: Karenn  tu, entitas
mengunpgkapkan informasi unitok sctinp hal yang material dan penstiwa
nonpenyesuaian seiclah tanggel pelaporan, yang mencakup:

a. Sifat peristiwa; don

b. Estimesi ates dampek keuangan, otau pemyatnan bahwa estimasl
tersebut tidak dapat dibuat.

Contoh peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan yang umumnya

diunglkapkan dalam laporan keuangan:

0. Pengumuman ontuk tidak melanjution sustu program atou kegiatan
pemerintah, pelepagan aset serta penyelessian kewajiban terkait dengan
penghentian program atau kegialan pemerintah;

b, Pembelian atsu pelepssan mset dalam jumlah yung sipnifilan;

. Kerusaksn aset akibat kebakaran setelah tanggal pelsporan;

d. Perubahan tidak normal setelah tanggal pelapomn ates harge aset atay
kurs valuta asing;

e. Eomitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi  seperti
penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan

[. Dimulainya proses tuntutan hukum yeng signifikan yang setelah
tanggal pelaporan, termasuk tuntutan keberatan banding /restitusi

pajuk yang signifikan.
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BAB XX

EEBLJAKAN AKUNTANSI FROPERTI INVESTAS]

A Definisi

1. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan prndapainn sewa
atau untuk meningkatian nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk;

a. Digunakan dalam keglatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh
masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang niau jasa
atou untuk fujuan administratif, atan

b, Dijual dan/ satau diserahkan dalam rangka pelayvanan kepada
masyurakal. Properti vang digunaksn sendiri adalah properti yang
dikuasal |cleh pemilik atau penyewn melalul sewa pembiaysan) untulk
kegiaian pemeriniah, dimanfaatkan cleh masyarakat umum, dalam
produksi atau penyediaan barang atau jass atau unfuk fujusn
administratif. .

2, Termasuk dalam kategori properti investasi antorn lain:

a. Tanah yang dilugesal dan/atau dimiliki dalam jangks panjang dengan
tujuan unhik memperoleh kenaikan nilal dan bukan untuk dijval
dan/atau diserahloan dalam rangloa pelayanan kepada masyaraiat atau
kepada entitas pemerintah yang Jain dalam jangka pendels;

b. Tanah yang dikussal dan/alsu dimiliki pamun belum ditentukan
penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan
penggunazn tanah sebagal properti vang digunakan sendir] atsu skan
dijual danjatau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakal atau kepada entitas pemerintih yang lain dalam jangka
pendek, tanah tersebut dinked sehagal tenah yang dimilild dalem rangla
kenaikan nilai;

2, Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikusssd oleh entitas melahod
sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melahi sato atan

lebih sewn operas:;

d. Banpunan yang belum (erpakal vang dikuasal dan/atau dimiliki tetapl
tersedia untuk disewakan kepada pilak lain melaiol sata ateu lebih

sews operasl;

¢. Properii dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa
depan dipunakan sebagai propert: mvestas:.
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3. Tidole termasule dalam lkategori propert] investasi dan ruang lingkup

kebijaken ini antara lain:

a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual danfatou disecrahkan dalam
rangika pelayanan kKepada masysrakat alau sedang dalam proses
permbangunan atau pengembangan untuk dijual dan/stau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang
diperolch secara chasklusil dengan maksud diserabkan dalom wakiv
dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembalis

b. Properti yang masih dalem proses pembangunan atau pengembangan
atns nama pihak ketiga;

¢. Propertl yang digunakan sendird, termasuk di antaranya properti vang
dikussai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang
digunakan sendin, properti yang dimilikd untuk pengembangan di masa
depan dan penggunasn selanjutnys sebagai properti yang digunakan
sendiri, dan properti yang digunalan sendini yong menunggn untuak
elijusl;

d. Properti yang disewakan kepada entitas |ain dengan curms sews
pembiayaan;

e. Properti vang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasillan
tingkat pendapatan sewns di bawah harps pasar, misaloya pemerintah
memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat
berpenghasilan repdah dengan mengenskan sewsa dl bawah harga

sl

f. Properti yang dimilild untuk tujusn stratepis vang dicatat sesuud dengan
psap vang mengatur asel tetap.

& Propertl vang tidak ditujuksn untuk menghasilkan pendapstan sewa
dan peningkatan nilei, namun sesekall disewnkon kepada pibak tain,
Misalkan pemerintah memilila properti yang digunakan untuk kegatan
opragional namun sesckali disewakan kepada pihale lain.

B. Pengakuan
1. Properti investasi dialoui sebagai aset jilea:

a. Besar kemungkinan tordapat manfast ekonomi yang akan mengalir ke
entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

b. Biaya perolehan stau nilai wajar properti inveatas] dapat divkur dengan
andsal,
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2. Dalum menentuksn apakah suatu properti investusi memenubl kriteria

pertama pengakuan, entitas perlu menilai tngkat kepastion yang melekat
atas aliran manfart ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersediz
pada wakiu pengakuan awal. Kepastian buhwa entitzs akan menerima

manlast ekonoml yang melekat dan risikn yang terkait dengan propert
investasi tersebut

3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi blasanya telsh terpenubi dari
bukti perolehan aset properti investasi tersebut, Apabila suatu properti

Investasi diperoleh buksn dari pembelian maka nilal perolehsnnya
disajikan sebesar nilal walar pada tanggal perciehan.

C. Pengukuran Dan Penilaian
1. Pengukuran Saat Pengakuan Awal

a. Propert investasi dinkur pade awalnya scbesar biaya perolehan (biaya
transaksi termasuk dalam pengukuran swal tersebut). Apablla properti
investasi diperoleh darl transaksi non pertukaran, properti investias
terscbut dinilai dengan menggunakan niladi wajar pada tanggal
perolehan,

b. Biayn perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga
pembelisn dan semua pengelusren yang dapat diatribusiksn secara
langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara lanpsung
antars lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi leinnya.

¢. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah ates bisyabinys di
bawah ini:

l) Biaya perntisan (kecuali biaye-biaya yang diperluken unmk
membawa properti investasi ke kond:si sinp digunakan|;

2) Kerugian operasional vang terjadi sebelum properti investasi
mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

J) Pemborosan bahan balau, tenegs kerja atau sumber daya lain yang
terjadi selama masa pembeangunan atau pengembangan properti
investas),

d. Propert investasi dapat diperoleh melahn transaksi non pertukaran.
Contoh, pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihlean
propertl. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti
investasi yang diskui adalah sebesar nilai wajar.

&. Biaya perolehan awal hak atas propertl vang dikuasal dengan cara sews
dan diklasifikasikan sebagal properti investasl yang dicatat sebagai
sewh pembiayaan, dalam hal ind aset diakul pada jumlah mana yang

lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembaysran scwa
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mininrum. Jumlah yang setera diskui sebagai liabilitas sesusi dengun

ketentuan paragraf yang sama,
2. Pengukuran Setelash Pengakuan Awal

8, Properti investas! dinilal dengan metode bimyas, yaitu sebesar nilod
perciehan dikurangi skumulasi penyusutnn,

b. Properti Investasi, kecuall tanah, disusutkan dengan  metode
penyusutan sesuni dengan kebijakan akuntansi yang mengnmur Aset
Tetap.

c. Penilainn kembali atau revalussi properti investasi pada umumnys
tidak dipetkensnksn kurena Standar Akuntansi Pemerintaban
menganut penilaian aset berdasarkan hiaya perolchan srau harga
pertubarsn.

d. Revaluasi atas properti investnsi dapat dilakukan bendasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

e. Dalam hal proses revaluasi dilaluksn secara bertahap, hasil revalussi
atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode
revaluasi dilaksanaican, jika dan hanya jika, properti investiasi telsh
direvaluasi seluruhnya,

f. Propertl investasi direvaluasi secars simultan untuk menghindari
revaluasi aset secara seleictf dan pelaporan jumlah dalam leporan
keusnpan yung merupakan campuran antara biaya dan nilai {costs and
values) poda tangge! yang berbeda, Namun, properti investasi dapar
dinilai kembali secara bertahoap (rolling basis) asalinn peniloion kembali
tersebut diselessikan dalam waktu singhst dan nilsi revalunsi tetap
diperbarii.

g Pada saat revaloasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar
berdasarican haail revaluasi. Selisih antare nilad revaluss denpan nilsd
tercaint properti investnsi dialwi padn akun elmitas pada periode
dilakukanriys revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilss
sebesar nilal wajar dikurangl akumulasi penyusutan. Entitas dapat
menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi
berdasarkan kondisl fisik propertl investasi tersebut,

h. Jika jumlah tercatal propert investast meningkat akibal revaluasi,
meka kenatkan tersebut dislad sebagam kenaikan dalom ekuitas.
Schaliknys, fika jumlsh tercatal properti investasi turon  akibat
revaluasi, maka perurunan tersebut diakul scbogai penurunan dalam
ekuitas.
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3. Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilaleukan jika, dan hanya jika,
terdapat perubahan penggunasn yang ditunjukian dengan:

A, Dimulainya pengqunaan properti investasi oleh entitas, diglihgunakan
dari properti investasi menjadi aset tetap;

b. Dimulainya pengembangan properti  investasi  untuk  dijual,
dialibgunakan deri properti investasi menjadi persedizan;

c. Berakhirnya pemaloion aset oleh entitas sloantansi dun famn entitas
pelaporan, dinlihgunaken dari sset tetap menjad: properti investasi;

d. Dimulainys sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persodiaan
menjadi propert] investasi.

4. Pelepasan

a. Propertl investasi dinentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau
ketika properti investasl tersebut tidak digunakan lagl secira permanen
dan tidak memililki manfaat ekonom! di masa depan yang dapat
diharapkan pada saat pelepasannya.

b, Pelepssan properti investasi dapat dilakukan dengen cara dijual,
ditulear, dihapusken atau dihentikan pengakunnnya.

€. Keuntungan atmi kemigian yeng ombul dari penghentian atau
pelepasan properti investasl ditentukan dari selisih sntera hesil nelo
dari pelepasan dan jumilah tercatat aset, dan diskui dalam

Surplus/Defisit dalam periede terjadinya penghentian atou pelepasan
tersebul,

d. Imbalan yang diterims atas pelepasan properti investasi pads awainya
dinkui sebesar nilai wajar. Jilm pembayaran atas properti investssi
ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awnlnyn dinkui sebesar
sctara harga tunai, Selisih antara jumlsh pominel deti imbalan dan nila
yong setara dengan harga tunai dialooi sebagai pendapatan bunga.

¢ Entitas mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan
properti investasi setelah pelepasan tersebut.

f. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan

penurunan nilei, kehilangan atau pengembalian properti Livestasi
dighkul sebagal surplus/defigit ketika kompensasi tersebut  diaku

stbaga piulang.
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D. Pengungkapan

1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non laencar. Properti investasi
disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya

2, Entitas menpungkaploan:

8. Dasgar penilasian yang digunakan untule mesnentukan mlai tercatat
{cxrrriping amord)

b. Metode penyusutan yang digunakan;
¢. Masa manfaat atau tarif penyosutan yang digunakan;

d. Jumiah tercatat brute dan akumulasi penyusutan {agregal dengan
akumuiasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
e. Rekonsiliasi jumlah tercatat properfi investasi pada awal dan akhir
periode, vang menunjuldoan:
1] Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang
dihnsilkan darl penggabungan dan penambahan pengeluaran
setelah peralehan yang diskul sebagal aset;

2) Penambahan yang dihasilkan melalul penggabungsan,
3] Pelepasan;
4] Penyusutan;
5] Alih guna ke dan dari persedinan dan propert yang digunalkan
sandin: dan 6) Perubahan lain.
{. Apabilaentitas melakukan revaluasi ates properti investas:, nilnl wajor
dari properti investasi yang menunjulican hal-hal sebagni berikut:
1) Uraian properti investasi yang dilakulean revalussi;
2] Dasar peraturan untuk menilii kembali properti investasi;

3] Tanggal efektif penilaian kembali;

4] Nilai tercalat sebelum revaluasi;

5) Jumiah penyesuaian atas nilai wajar;

6) Nilai tercatat properti investasi sctelah revaluasi;

g. Apabila penilaian dilalkukan secara bertahap, entitas perlu
mengungkaplan hasil revaluasi properti investasi;

h. Apabila pengklasifikkasian atas properti investasi sulit dilakulan,
kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan
properti yang digunakan sendic dan dengan properti yang dimiliki
untuk dijnal dalam keplatan usaha sehari-har;
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Metode dan asumai signiffkun yung diterapkan dalam menentukan nila
wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi, yang
mencaliup  pernyalean  apakah penentuan nilal wajar  tersebut
didukung oleh bulkti pasar atau lebih banyvak berdasarkan faktor lain
{vang barus diungkapkan oleh entitas tersebut) larena sifat properti
tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapet diperbandingioan;

Jumlah yung diakul delam surplus/defisit untuk:

1] Penghasilan sewa menyewa biasa dan properti investasi;

2) Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemelibaraan)
vang timbul dari properti investasi yang menghasiliian pepghasilan
rental selama perinde tersebut;

3) Beban operasi langsung [mencakup perbailan dan pemeliharaarn)
vang timbul deri properti investasi yang Gdak menghasiilean
pendapatan sewa menyewn biasa selama periode tersebut.
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BAB XXI
EEBIJAEAN AEUNTANSI

TREASURY DEPOSIT FACILITY - TRANSFER KE DAERAH

A. Definisi

l. Treaswry Deposit Faolity yang selanjutnye disingkat TOF adalah fasilitas
yang disedinlean oleh bendahara umum negura bagi Pemerintnh Daerah
untuk menyimpan uang di bendahars umum negera sehagai bentuk
penyaluran tranafer ke daersh nontunai berupa penyimpanan di Bank
Indonesia.

2, Dans Bagi Hasil yang selanjutnys disingkat DBH adalah baglan dari
tranafer ke dacrah yang dislokasikan berdasarkan presentase atas
penclapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan
kepada dacrah penghesil dengan tujuan untuk mengurangl ketimpangan
fiskal antare Pemnerintah dan Daerah, serta kepada Daerah  lain
nonpenghasil dalam rangka menanggulang ekstemalitas negatif dan/ stau
meningkatkan pemerataan dalam satu wilaysh,

3. Dana Alokasi Umum yang selanjuinya disingieat DAU adalab bagian dari
transfer ke deerah yang dislokasikun dengan tujuan mengpirang
ketimpangan kemampuan kevangan dan layanan publik-antar-aerah.

B. Pengakuan

1, DIBH dan/atau DAU serth remunerasi yang akan diterima secara nonfunal
melalul [msilitas TDF diskul sesusl Eepulusan Menteri Keuangan vang
mengatir DBH dan/atauy DAU serta remunersasi melalui fasilitas TDF

2. Penyesualan Kebijakan Akuntansi atag atas penyuluran pokeok Duns Bag
Hasil Dana Alokasi Umum melalul Fesilitas Treaswry Deposi Facdify,
mlalah:

a. Dalam hal pokok DEH/DAU telah disalurkan dan RKUN ke Relkening
TOF-TED, muka dicatat sebagai Aset Lamnya (Neraca) pada Pendapatan
Trangfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU [LO). Namun; dalam hal
terdapat DBH Kurang Baynr yang sudah diakui sebagal Piutang Dana
Transfer Umum' [Nerwca] dan Pendapatsn Transfer-Dana Transfer
Umum DBH/DAU [LO) pada periede scbelumnys, maka dilakukan
reklasifiknsi duri Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aol Lainnya
(Meracal.
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b. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilalukan penarikan oleh Pemerintah

Daerah dari Rekening TDF-TKD dan telah disalurkan ke RKUD, maka
dicntal scbagai Kas di REUD (Neraca] padn Aset Lainnva (Neraca), dan
mengakui pendapatan dengan mencaiat Estimasi Perubahan Saldo
Anpparan Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer Dana Tranafer Umum
DEH/DAU [LRA).

3. Perlabuan aluntansi atas penvaluran remunerasi DBH/DAU melalui
Fasilitag TDF adalah:

a. Dalam hal Bank Indonesia (Bl) teluh memberikan remunerasi atas
DBH/DAU yang dibayarkan melohui fasilitas TDF dengen skems
transfer ke REUN, namun belum ditarile dan ditransfer ke REUD, maka
dicatat sebagal Plutang Lain-lLain PAD yang Sah (Neéraca) pada
Pendapatan RBunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (LO).

b. Dalam hal remunernsi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas
TOF teinh disalurkan dari RKUN ke REUD, dicalal sebagai Kas di REUD
iNeraca] pads Piutang Lain-Lain PAD yanp Sah (Neraca), dun mengalkoui
pendapatan dengan mencstal Estimasi Perubahan Salde Anggaran
Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD yang Sah atau
akun selenis (LRA],

C. Pengukuran dan Penilajian
Hegaran DBI] dan/ atau DAU perto remunerasi yang dlean diterims sectrs
nontunai melalui fasilitns TDF dinkur dan dinilai mengacu pada Eepunisan
Menteri Keuangan yvang mengatur tentang DBH dan/atau DAU serta
remunerasi melalul fasilitas TDF

D. Peagungkapan dan Penyajlan

1. Eetila pokok DBH/DAU telah disalurkan dar RKUN ke Rekening TDF-TKD,
TKD-TDF disajiktan sebagni Pendapatan Transfer-Dana Transfer Unmm
DBH/DAU-LO pada Laporan Operasional dan Aset Lainnya - Dana Transfer
Treasiry Deposit Facility (TDF] pada Nernca.

2. Ketika polkok DEH /DAL telah ditarik dar Rekening TKD-TDF dan telah
disalarkan lee RKUD, TKD-TDF disajilean sebagal bagisn Aset Lancar (Kas)
serta Estimasi Perubahan Balde Anggaran Lebih (SAL] dan Pendapatan
Tranafer-Duna Transfer Umum DEH/DAU-LRA pads Laporsn Reslisssi
Anggaran.

3. Remunerssi atas DBEH/DAU yvang belum ditirik dan ditrensfer e REUD
disajikan sebagei Plutang Lain-lain PAD yang Sah (Plutang Remmunerasi
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e e — e e e — e — e a
Dana Transfer Treasuny Deposit Facility [TDF)) pada Nerscs duan Lain-lain
PAD yang Sah (Remunerasi Dans Bagi Hasil /Dana Alokasi Umum Treasury
Deposit Foeility (TDF)-LO) pads Laporan Operasional,
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BAB XX

KEBLJAKAN AHUNTANSI FERJANJIAN KONBESI JASA

A. Definisi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjien mengikat antara pemberi konsesi dan
mitra dirmana:
1. Mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas
nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
2. Mitra diberiken kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama
masa perjanjion konsesi jasa.
Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban
vang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam
hentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang
berssal dari kontrak atau hak dan kewsjiban hukum lainmyva.
Femben konsest adalah entitas akuntansi/ pelaporan pemerintah daerah yang
memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitm.
Mitra adalah aperator barbentuk badan usaha schagasi pibak dalsm perjanjian
konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jusa dalam menyedinkan jasa
publik vang pengendalian asetnya dilaliukan oleh pemberi konsesi.
Asect konses] jasa adalah aset yang digunskan unluk menyediakan jussa publik
atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konscsi jasa, dan aset
dimaksud merupakan asel yang
l. disedinkan aleh mitra, yang:
a. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh darl pihak lain; atau
b. merupaknn aset yang dimilild oleh mitra; atau
2. disediakan oleh pemben konsesi, yang:

8. merapalkan aset yang dimilila oleh pemben konsesi; atan
b. merupakan peningkatan asel pember] konses.

B, Ruang Lingkup dan Karakteristik
Kebijakan umum eaiuntansi perjanjian konsest (asa ini digunakan oleh entitas
akuntans pemerintah daerah (fermasuk BLUD| yang secam unit organisasi
mempereleh  penugasan  menatausahakan transakm  yang tmbul dan
perjanjian konsesi jasa, dimana pihalk pertama sebagai pembert konsesi dalam

perjanjian adalah entitas pemerintah dalam unit organisasi dimaksud. Dalam
beberapa perjanjian (erkait dengan perikatan konsesi jasa, bahwa pihak
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pertama selaku pemberi konsesi disebutikan biasenys dengan penyebutan
istilah Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPE).

Perikntun dolam perjanjinn konsesi jasa dimaksud melibatkan mitra untuk
menyediakan jasa pelayanan publik yang berkaitan denpan aset konses! jasa
atas nama PJPK. Jike perjanjisn tidak terkait dengan penyediagn jasa
pelavanan publik dan aset yang digunakan tdak dikendalikan oleh pemberl
konsesi [misalnya, alih dayn, kontrak jasa atau privatisasi), malka perjanjian
tersebut tidak masuk dalam rusng logkup substansl perjanjion konsesi jasa
dan bukan secara komprehensif masuk dalam kebijakan umum ekuntansi ini.
Dengan memperhatiban  berapamnya karnkteristik skema dan perjanjian
kerinsamn pemerintah dengan melibatkan swasta,/badan usahn/ mitre, muda
suatu panduan umum yang dapat digunakan untuk menentukan awal apakeh
suatu perjanjien /kontrak individual kerjasama pemerintah dengan melibatlkan
swasta/badan usaha/ mitra memenuhi definls! dan roang linglkup perjanjian
konses! jasa vang dimaksud dalam kebijakan wmum alkuntansi inl, bahwa
suaty perjanjisn memuat e umum sebagal berilout:

1. Pemberi konse=si adalah entitas pemerintah;

2. Mitra  bertanggung jawab unfuk setidalmys beberspa pengelolnan aset
konsesi jasa dan penyedinan jasa pelayanan publik terimait dan tidak hanya
bertindalk scbagni agen atas nama pemberi konsesi;

3. Pemerintah mengendalikan wiau mereguliasi jusa pelayanan publik yang
harus diberikan oleh mitra dengan menggunakan gset konses! jasa, kepada
siapa jasa harus diberikan, dan berapa harga/tarifnya;

4. Mitra wajib menyerahkon aset konsesi jasa menjadl barang milik daeral
kepada pemberi konsesi dalam kondisi terfentu pada akhir periode
perjanjian, baik dengan disertal sedikit atau tanpa pembayaran imbalan
tambahan, terlepas dart pihak mana yang swalnya membiaysinys; dan

5, Perjanjian dimnksud  distur dalam  sustu perjanjisn mengikat yang
menetapkan standar kinerja, melanisme penyesuaian tarif, dan pengaturan
untuk menengnhl perselisthan.

C. Pengakuan Pengakuan Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediskan oleh mitra dan peninglmtan

aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan aebagai aset konsesi jasa apabila:

1, Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang
harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jnza publik tersebut diberilkan,
serta penetapan tarifnya; dan
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#

2. Pemberd konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hakl manfaat
atau benfuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sise aset di akhir masa
konses.

Aset yanp dipunakan dolam perjanjian konsesi jasa sclama seluruh masa
menfsat (sclama unnir aset] jilta pemberi komsesi muengendalikan atou
mengatur jenis jasa publik yang harus disediaiean oleh mitra, kepada siapa
jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifiys. Perlaluan akuntanai
atas pengalkuan awal perolchan ssct konsesi jase yang disediakan olen pember
konsesi yailu:

1. Jilkea terdapat Burang Milik Daerah (BMD] yang dipartisipasikan dalem
guaty perjaniian yang memenuhi ruang lingkup perjanjinn koneesi jasa dan
memenuhi bondisl pengalouan aset konsesi jasa, maka pember konsesi
melakulkan reklasifikngi BMD terscbut sebagai BMIY aset konses: jase.

2. BMD yung dipartisipasikan dalam suatu perjanjian yang memenuhi raang
lingkup perjanjion konsesi jasa dan memenuhl kondisl pengakuan asel
konsesi jass, dan bissanys secarn substansinya distar dalam perjaniian
konsesi jasa.

3. BMD wang dipartisipesizan oleh pemberi konsesi diakul  untuk
direldasifilas) ashagal ase: konscsl jasa berdasarkan dokumen kerju sama
pemanfaatan untuk infrastruktur atau dekumen yang dipersamakan atas
substansi pemenfestan BMD yang dikerjassmakan dalam peTjanjian
konsesi jasa.

Terhadap perjanjlan melibatkan pembangunan konstruksi yang dilnkukan

aleh mitra, maka suatu kriteria aset konsesi jasa vang berasal dari mitra dialan

Jika dan hanya jika:

1. Besar kemungkinan manfaar elkonomi dima=s depan atnu potenst jasa yang
terkait dengan aset teraebut akan mengalir ke entitas pemeriniah; dan

2, Biaya dan nilal wajar aset dapat diukur secars sndal.

Pengakuan awal perolchan aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra dialeui
pada periode konstruksi berdasarkan berila scara progress penyelesaian
pekerjann atau dokumen yang diperssmakan yang disampaiken oleh mitea
kepada pemberi konsesi, dengan mempertimbangkan hahwa;

1. Tujuan utama dari aset konsssi josa adaiah untuk memberikan polenst jasa
atas nama pemcrintah sebagal pemberi konsesi. Meskipun dalam bal ini
aset konstruksi dan/atsu aset konsesi jasa yang beropermal yang
dipartisipasikan aleh mitra secara status kepemilikan buken sebagai BMT,
Serupa dengun aset yang dibangun oleh pemerintah untuk peogEuneannya
sendiri, yaitu pemerintnh menilai, pada saat bisya konstruksi dileeluarkan,
kcetentuan perjanjian mengilat untuk menentuken apakah potensl jasa

dari aset konsesi jasn mengaliv kepada pemerintah pada saat itu;
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2. Pemerintah memiliki iInformasi yang dapat diandallean tentang Baya atau
nilai wajar aser selama konstrubsi, dimans perjanjian konsesi jaso
mengharuskan mitra untuk menyampaikan laporan kemajuan selama
konstruksi aset kepada pemerintah, dan terdspat pendapatan konstruksi
yang dialiui olsh mitra untuk dijadikan dasar trunsaksi pertukaran paca
nilay wajar aset yang dapat diukur secara andal;

J. Pemerintah memilild sedileit kemampuan untuk menghindari penerimaan
aset vang dibangun untuk memenuhi spesifikasi kontrak, ateu peranjian
mengikat yang serupa, dan nilainya diakul sesuail kemajuan yang dibuat
hingga penyelesaian aset. Atas hal tersebut, pemenntah mengakul aset
iconsesi jasa dan kewsjiban terkait; dan

4. Pemberl konses! mengendalikan atou mengatur jenis jasa publik yang
harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan,
serta penetapen tarifnye, dan pemberi konsesi mengendalikan (yaitu
melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) sctisp kepentingan
signifikan atas siza aset di akhir masa Konsest

Pengaturan/regulasi oleh pember] konsesi dimaksudken untuk diterapkan
hanysa dalam konteks svarat dan ketentuan spesifik dari perjanjian konsesi
jasa. Misalnya regulator julan tol dapat menentukan tarifl yang beraku untuk
seletor industri julan (ol secara keseluruhan, Tergantung kepada keranghn
hukum pengaturan susatu sektoral industri, bahwa taril mungkin rersicat
dalam perjanjian mengikat yang mengstur perjanjian konsesi jasa yang
melibatian penyediszn transportasi jalan tol, atau tarif tersebut dapat secara
khusus dirajuk di dalamnya.

Pengendalinn oleh pembert konsesi untuk setiap kepentingan signifilcan atas

sisa aset (residual) membatesi kemampuan praktis mitra untule menjual atau

menjaminkan aset dan memberikan pemberi konsesi hak penggunasn yang
berkelanjutan selama periode perjanjian konsesi jasa. Kepentingan residual
dalam aset merupakan estimasi nilal kini atas aset seolah-olah sudah sampal
akhir masa konsesi dan dalam kondisi yang diharspkan pada akhir periode

perjanjian konsesi jasa.

D. Pengukuran

Pengukuran Nilai Awal Perolchan Aset Honsesi Jasa

Nilai awal perolehan aset konsesi jasa yang discdisian pieh pemberi konsesi
sesual perjanjian konsesi jasa divkur berdasarksn nilai reklasiffkasi BMD
menggunakan nilai tercatat asetnya,
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Nilai owal perolehan aset konses| jusa vang digsediakin atou dipartisipasikan
oleh mitra diukur dengan ketentuan sebagai berilout:

1.

.

Milai berdasarkan dolkumen perjanjian kerja sama, berita acars atau
dokumen yang dipersamalom atas laporan progres penyelesainn konstrulos|
dan/atau laporan penyelesaian konstruksi unmk sinp opernsi pemberian
layanan, dan berkorelasi sebagai substansi teansaksi periukaran terhadap
asersi manajemen pihak mitra yang dapat divakinl oleh pemberl konsesi
atas pengakuan pendapatan konstruksl mitra untuk aset konsesi dalam
progres pekerjaan dan diskumulasinya hingga aset konsesi jass siap
beroperasi,

. Asersi manujemen pihak mitra yang didukung dengan perjanjian kerja

sama, dokumen progres penyelesainn konstruksi ssel atau dokumen yang

dipersamalan atan dokumen penyelesalan konstruksi aset atan berita
acara serah terima operasi ataw dokumen yang dipersamakan,
dipertimbangkan cukup bagl entitas pemerintah pemben konsesi unmk
mencatal awal perolehan aset konses| jasa pada nilal wajamya.

Pada prinsipnys, aserai manajemen pihak mitra untuk awal perolehan aset
kevangan danfatau aset tak berwujud atau hak konsest yeng diakui dan
dicatat oleh mitra sebagal kompensas] penyediaan asel konsesi jass yang
timbul dari perjanjian konsesi jasa, menjadi dasar bagi entitas pemerintah
pemberi konsesi mengakui dan mencatat nilal yang sama sebagal nilad
wajar awal perolehan aset konsesi jasa hagi entitas pemerintah pemberi
konses, nilal wajar yang dialul dan dicatat ini sebagni suata transaksi
pertulmran yang diwujudian dalam bentuk skema lkompensani atas
penyedinnn azet oleh mitre dalam menyelengrarakan jass laysnan publik
sesuni perjaniian konsesi Jasa

Pember] konsesi memberikan kompensasi kepada mitra unhalt azet konses!
jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik tergantung kepada ketentaan
perjanjisn konzes: rea, yaitu

4. Kompensasi berupa pembavaran secara kas kepada milra atau disebut
skema kompensasi kewajiban keuangan;

b. Kompensasi berupa pembernan hak kepada mitra untuk memperoleh
pendapatan dari pihak ketigs pengguna aset konsesi Jasa don/otou

pemberian akses kepads mitrs untuk menppunakan aset selain aset
konsesl jasa guna memperoleh pendapatan, atau disebut skema
kompensasl pemberian hak usaha kepoda mitra atau pemberion hak

konsesi: atau
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e. Kombinasi skema RKompensasi kewajiban keuangan dan  skema
kompensasi pemberian hak konses].

Jenis skema kompensasi yang dipertulearkan entera pemeriniah dan mitra
mempenganihl bagaimana nilsl wajar aset konsesi jasa ditentukan pads
pengakuan perolehan awal atas biaya pembangunan, biava pengembangan
atsu biaya peningkatan ssetl konsesi jasa, dalom hal ini nilai wajar adalah
nilal tubsr ascl atau penyelessisn kewsjiban antar pithak yang memahami
dan berkeinginan unmik melakulan trangakesi wajar, dengan pertimbangan
sebagai berilut-

a. Jika ada kompensasi pembsayaran dilakukan oleh pemerintah kepads
mitra, maka nilal wajar pengalman perslehan awal aset mertpakan
kompensasi bagian dari pembayaran yang dibayarkan kepada mitra
untuk aset tersebut, Untuk itu, nilei wajar perolehan awal aset merujuk
kepada perjanjian mengikat menentukan jumlah nila kint kompensasi
rangikoion pembayaran yang ielah ditentukan sebelumnye untuk
dialokasikan ke aset konsesi jasa tersebut. Pada sant yang sama
pemerintah mengakui kewajiban keuangan sebesar nilai yang sama:

b. Jika tidak ada kompensasi pembayaran atas aset yang dilakukan olsh
pemeriniah kepada mitra, maka nilad wajar pengakuan perolehan awal
aset dicatat dengnn cara yang sama sebagaimana transaksi pertukeran
aset nonmoneter, Untule ity nilai wajar perolehan awal aset merujuk
kepada ascrsi manajemen pihak mitra yang didukung dengan dokumen
atogres  penvelesaian, konstruksl assl  atau  deolumen  vang
dipersamakan atay dokumen penyelesaian konstruksi aset atmu berita
acara serah lerima operasi atay dokumen vang dipersamakan. Padsa
saat vang sama pemerintah mengakul kewajiban pendapatan
tangguhan sebesar milal yang sama

Penyajian Nilai Awal Perolehan Aset Honsesi Jasa

Nilai awal perclehan aset konsesi jasa, baik yang berasal dari pemben konaesi
jasa maupun disediakun oleh mitra, disajikan di Neraca dalam pos Aset Tetap
dengan kasifikasi tersendiri yaitu Aset Konsesi Jasa.

BMD yang memenuhl pengaliuan aset konsesi josa direldasifilnsi untulk

disajilkan di Neraca dalam pos Aset Tetap dengan klasifikasi baris tersendin

Azsel Konsesi Jasa, sechubungan dengan.

1. BMD yang dipartisipasikan dalam perjanjian konsesi jasa memenuhi
defimisi mact teinp ynitu aset berwujud yang mempunyai masa maniant i=bin
dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudiean untuk digonakan dalam
kegintan pemerintah atau dimanfastkan oleh masyarakat umum.

148

-



KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

4. Penyajian asel konsesi jase yang berasal dari pemberi konsesi dalam satu
jenis kelas aset yang sama dalam aser konsesi josa dimaksudian untok
memberikan informasi yang komprehensif nilal aset konsesi jasa, baik yang
disediakan oleh mitra maupun yang disediakan oleh pemberi konsesi: dan

3. Pemanfwstan BMD delam bentuk kerjesamn penyedioan infrastruktor
dizajikun di Neraca sebagai Kemitraan dalam kiasifikasi Aset Lainnya,
sudah tidak relevan sehubungan "Kemitraan - Aset Lainnya® adalah
peranjian antara dua pthak atau lebih yang mempunyal komitmen untuk
melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan mengmmakan
asel danfatau hak usaha vang dimiliki. Sedongkan unsur pengenduelian
dalam perjanjian konsesi jasa ada di pthak pemerintah,

Klasifikasi baris tersendinl Aset Konsesi Jasa, termasulc dalam hal ini aset yang

disediakan oleh mitra dengan status kepemilikan bukan sebagai BMD,

disajikan secara aset komposit di Neraca dalem pos Aset Tetap dengan
pertimbangan bahwa:

1. Aset konses: jasa yang disedinkan oleh mitra pada masa konses: sesund
perjanjian  konsesi jasa dipahami bukan meropakan BMD |namun
demikian status kepemilikannye berubah menjadi BMD pada saat masa
konsesi jasa berakhir dan  discrehkan kepada  pomerintah  sesuai
perjaniian|, sedangkan klasifikasi aset tetap berupa: 1] tanah; 2} peralatan
dan mesin; 3} gedung dan bangunan; 4] Jalan, Jaringan, dan Trigasi; 5] aset
tetap lainnya; dan 6] konstruksi dalam pengerjaan, secara familiar
merupakan penyajian klasifikasi aset tetap yang digunakan atas perolehan
BMI;

2. Aset konsesi jasa yang disedinkan oleh mitra bertuunan untuk penyediaan
jasa pelayanan publik berdasarksn perjanjian konsesi jassa antara
pemerintah dan mitra;, dimens asel tersebut memilllkl karakteristik
penyajian:

8. berbeda dengan BMD yang dilklasifikasikan berdasarkan kesamaan
dalam sifat dan fungeinya dalam aktivitas operasi pemerintah yang
terklasifiknsiltan berupa: (1) tanah; (2] peralatan dan mesin; (J) gedung
dan bangunan; (4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi: (5] asetl tetap lainnya;
dan (6] konstruksi dalam pengerjaon;

b. aset lkomposit dalem penyedisan jasa pelayanan publk sesua
pengaiuran vang mengikat dalam perfanjian konsesi jazs dan kriteria
pengalcuan dan pengulcuran aset konsesi yang disedinkan oleh mitra;

¢, asel komposit merspakan kumpulsn sset yang membentuk aset
infrastrulttur dan secara khusus digunakan dalam penyediaan jasa
pelayanan publik sesual pengaturan yang mengikat dalam perjanjian
konsesi jasa, dan aset infrastruktur yang bersifat asel komposit ind tidak
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relevan disafilan secara individual klasifikasi sset berwujud dalam

rangka menghasilkan jasa pelayanan publik  sebagaimana
dipersyaratkan  dalam  peranjian. Dalam  praktibnys  untuk
menghasilkan jasa pelayanan publilk sesual perjanjian konsesi jssa,
asct-ascl yang diperiukan untuk menvediakan layanan tersehut
seringkali bukanlah suatu sset tungesl sepertl unit mobil, unit gedung,
unit software, unit komputer dan seterusnya, namun merupakan
kumpulan derd berbagal ssel yanpg bermacam-macam jenisnya dan
bahknn dapat berupa hak akses misaloya hak sews atau suatu hak
akses aset berwujud maupun aset tak berwujud. Kumpulan unit aset
asct terscbul secara sincrgis digunakun secara serentok bersama-sama
untuk menghasillean joss pelayanan publik yang diperjanjikan. Dalam
hal inl aset komposit dapat diartikan bahwa aset-gset fersebut
membentuk suatu sistemn  (sustu kelengkapan) infrastruktur vang
secara bersama-sama diarahkan untuk mencapal tujuan tertentu vaito
penyediaan jasa pelayanan publik tertentu yang diperjanjikan. Dengan
demikian nilal transaksi perfuksrannya antara pemberi kongesi dan
mitra adalah sebesar nilai wajar aset komposit.

3. Jika secara karaliteristilke net komposit yvang disediakan aleh mitra s=suai
dengan perjanjian konsesi jasa berupa aset tak berwujud yaitu bahwa jasa
pelayanin publik disediakan oleh mitra penyelenggaraan operasional suatu
ifat aset tak berwujud, maka dar aset konsesi jaza yang demilkian
disajikan sebagai llastfilenst aset konaesi jasa di Neraca dalam pos Aset Tak
Berwujud.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajinn aset konsesi jasa di neraca dalam pos

Raet tetam:

NERACA
PER 31 Desember 20XX
- URAIAN Rp
ASET TETAP
Tanah ®

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Konstruks: dalam Pengerjaan

Aset Teiap Lainnya
[Akumulasi Penyvusutan Aset Tetap)
Anct Konscmi Jaza®
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(Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa)**
ASET LAINNYA

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Aset Konsesl Jasa-Aget Tak Berwujud*™*

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Asel Lainnya
Alcumulasi Amortisasi Aset Konsesi Jasa-Aset  Tak
Berwujud®=*
KEWAJIBAN I
EKUITAS i'

Aset Eonsesi Jusa Setelah Awal Perolehan

BMD vyang dipartisipasikan sesunl perjanjian konsesi jasa dilakukan

mekanisme penyusutsn BMD sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan

BMD.

Aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra secara komposit nilal wajar awal

pernlehsn asel konsesi jasa dilakukan perhitungsn penyusutan saseinys sejak

berita acara Seran terima operasy atay dolamen yang dipersamakan, dan
perhitungan penyusutan aretnya dilakukan secara semesteran.

Telmnin penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan aleh mitra menggunalkan

metode garis lunia selama masa konsesi atas pengakuan aset konses) jasa

yang disediaksn oleh mitra, dengan mempertimbanogkan  bhal-hal scbhagai
berikul:

1. Metode garie lurus selama masa konsesi menggambarkan omur elonomi
teknis asct dimaksud yeitu kemungkinan jasa yang aken mengalir ke
pemeriniah (pemberi konsesi] berupa penyedisan jasa pelayanan publik
yang disclenggarakan oleh mitra atas nama pemben konsesl dengan
menggunakan aset konsesi jasa sesual perjanjian konsesi jasa;

2, Substansi aset konsesi jasa vang disediakan oleh mitra adalah sejalan
dengan sifat aset dan fungsinya sebagai aset infrastruktur (bersifat
komposit) dalam penyedisan jasa pelayanan publik dimann masa manfonat
ckonomi teknis asetnya dipengaruhi pengaturan vang mengikat selama
masa konsesi sesual perjanjian konsesi jasa; dan

3. Dengan demikian tidak relevan menggunakan tabel masa manfaat yang
diatar dalam peraturan perundang-undangan yang sudah adn karena
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hanya berininy untuk BMD, sedangkan asel konsesi jasa vang disedialan

oleh mitre statusnye belum menjadi BMD selama masa konsesi.
Dalam hal nilai wajsr awal perolehan nset konsesi jasa yang disediakan olsh
mitra dalam penyedizan jasa pelayanan publik oleh mitra tersusun dari
komponen pendukung fisik aset berupa tanah yang haros disdakan oleh mitm
dan fateu tersusun komponen bisya sewa tanah vang dibebankan selama masa
konstrules, maks pada prinsipnys aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra
adelah bersifai komposit dalam penyediaan jasa pelayanan publik selams masn
konsesi sesual perjanjian konsesi jasa. Dengan demiloan untuk hal ind
dilakukan perhitungan peoyusutan atas suatu masa moanfant aset konsesi jasa
socara komposit dalam penyedivun Jusa pelayanon publik selama masa
konseei sesual perjunjian konsesi jasa, dan bukan berdasarkean individual
susunan komponen fisik aset tetap dan/atau aset tak berwujud pembentuk
asct konsesi jasa sesuai perjanjian mengikat.

Padse mass koniruksi delam pengerjaan, aset konsesi jasa vang disediakan oleh
mitra dalam pengerjpan tdak dilakukan perhitunpan penyusuian dan
diznjikan sebesar nilal wajar aset konsesi jasa dalam pengerjaan,

Aset Honsesl Jasa Pada Berakhirnya Masa Konsensi

Pada alkhir masa konsesi, penyajian asct tetap di Neraca terhadap aset konsesi

jasa vang berasal dari pemberi konsesi sesuai historianyn direkdasifilkas] dari

pencatatan pos asel konsesi josa partisipasi pemerintah ke dalem jenis BMD
masing-maging pencatsion klasifikasi pada pos aset tetapnys. Rekdasifileasi

BMD dimeksud diulour menggunakan nilai tercatal asctnya.

Aset konsesi jasa yang disediaitan oleh mitra pada akhir masa lonsess

diserahkan kepada pemeriniah astau pemberi konsss! guna diubdh status

kepemilikannya menjadi BMD dengan penatausahaan dan pencataten BMD-
nya atas allh status kepemilikannya dard milci sestiu perjanfian sebagai
berikut:

1. Penyajisn asct konscsi jasa yang discdiakan oleh mitra di Neraca pos aset
tetap dilakokan melalui teknik reklasifikasi penatausahasn barang dan
akuntonsi sebesar nilai tercatotnya (yaitu nilai historis perolehan dan
alkumilasi penyusutan asetnyn] dan subpos aset konsesi jasa memali
subpus kelas aset tetep yang domminan karakieristile BMD-nya.

. Jika setelah reklasifilkasi subpos aset tetap sebagaimana dimaksud huruf a
dilakukan penatausahasn BMD yang dipilah secara komponisasi atau
secara detall unil masing-masing klasifikasi BMD aset (etap (break dotn
jdentifikasl peel pembentuk darl esset konses! jgass vang disediskan oleh
mitra) dan tidak terdapat perubahan nilal den/atauy umur masa manfaat

ascinys sesual dengan ketentuan peraturan penatausshaan BMD, malks
X2
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tekenik pemilnhan BMD dimaksud untuk menentulkan nilal masing-masing

klarifikne: BMD aget tetap dapat dilakukan secara proposional atau sesuai
dengan ketentuan persturan mengenai penilaian dan penatausahaan BMD,
3. Jika setelah reklasifikasi subpos aset tetap sebagaimana dimaksud huruf a
dan teknile pemilahan BMD schagaimana dimakesud hurof b terdapat
perubahan nila dan/atan umur masa manfast asetnva sesusi dengan
ketetuan peraturan mengenai penilaisn don penatsusahaan BMD maka
selisih perubshan nilal BMD tersebut dicatsy sebapal penyesunian ekuitas
di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
Jika pada akhir masa konsesl sampal dengan penyusunan laporan keusngan
pada periode pelaporan tahunan yang sama tidak dimungkinkan segera
dilakukan penatausahasn dan pencatatan BMD yang berazal dari aset konsesi
jasa yang disediakan cleh mitra berdasarion pemilihan ldasifikkasi pos aset
tetap (keécuali Kklasifiknsi aset konsesi jasa), maka pencatatan dan
penatsusahsan reklasifikasi sebagai bertkut:

L. Aset konsesi Jasa yang disediakan mitra dilakukan reklasifikasi secara
komposit ke dalam klasifikasi pos aset tetap yang sesual dengan dominan
Jjenis aset ietapnya (kecuah aset konsesi jasa); dan

2, Nilu reklasifikasi BMD aset tetap dimaksud dinkur meopgunsksn nilsi
lercatatnya yaitu nilai historis perolshan dan zlkumulasi penyusutan
gsemya secara komposit.

Kewajiban atas Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa

Pemberi konsesi mengakul kewsjiban pada sant mengaloui aset kongesi jasa
yang disediskan oleh mitrn. Kewsjiban yang diakui sehubungan pengaliaan
perolehan awal nset konsesi jasa yang disediakan oleh mitrn merupaksn bentuk
tromsalksi pertukaran atas aset konsesi josa. Pengnlouan kewsjiban i pada
awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan awal perolehan nilai aset
konsesi jasa yang disedinkan oleh mitra, kemudinn disesuaikan jiks ada nilal
imbalan yang dialihkan {misal kas) dari entitas pemerintah kepada mifra, atan
dari mitra kepada entitas pemerintah.

Pemberd kKonsesi menyajikan kewajiban, baik substansinys sebagal kewasjiban
keuangan (kaloeristik sieema kompensasi kewajiban keuangan-financiol
linkility model]l maupun sebagail pendapatan tangguhan (karakteristik skema
kompensasi pemberian hak usaha kepada mitra-grant of @ right to the operatar
model), disajikan di Neraca pada pos kewajiban jangkn panjang.

Pengalouan kewajiban dalam hal i timbul dari pengataran yang mengilest
dalam perjanjian konaesi jasa dan bukan timbul dari individual perikatan

pengadaan barang don/atau jasa konvensional semata, maka pemenuhan
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penyajian bagian lancar kewajiban jangla panjang untuk periode penyusinan

pelaporan keuangan tidak diperiukan.

Jika pengeluran mengiket dalam perjanjian konsesi jasa mengstur bahws
pemberi lkonsesi jasa dan jasa pelayanan publik berupa kombinasl sebagian
dalam bentuk skema pemberian hak usaha kepada mitra, maks pemberi
konsesi memperiakukan dan mevajikan secara terpisah.

HKewajiban Setelah Awal Perolehan pada Skema Kompensasi Kewajiban
Eeunangan

Pada shkema kompensasi kewnjlban keusngan, pemberi konsesi
mengalokasilan anggaran belanja barang untuk pembaysran kepada mitrs
sebagai kompensasi terhadap ketersediann aset konsesi jasa, ketersedinan jasa
pelayanan publik, dan bisya keuangan.

Biaya keuangan sehubungan dengan penyedisan jasa layanan tersebut
ditetapkan berdasarkan informasi yang tersedia dalami perjanjian atau
dicstimasikan berdasarkan tingkat suku bunga implisit atau lainnya yang
sesuai svarot dan ketentian dalam perjanjian.

Informas! biaya keuangnn yang tersedia dalam perjanjian dapat berupa biaya
modal mitra yang diestimasikan (vaitu weighted average cost of capilal pada
model keuangan yang disertakan dalam perjangian) atau mternal rate of return
yang telah mencakup biayo modal, biaya pengelolann risiko dan margin kentrak
yang dibayarkan oleh pemerintah kepada mitra

Jika informasi bioye keuangan tidak tersedia, maka depal digunukan suku
bunga pinjaman inkremental pemerintah dengan disertai penjelasan atas fitur-
fitur yang acrupa antara suku bungs pinjaman inkremental yang dijadilan
rujukan dengan substansi dari kentrak. Selain [tu, mansjemen pada mitra
dapat memberikan Keterangan yang dupat meliput perbedaan antara
karakteristik pinjamen vang dingjuk dengan perjanjian konsesi jass, misalnya
adanya perbedsan alokasi risiko, perbedaan hubungsn pemerintah dengan
hubungan trensaksi (hubungan pemerintah dengan hubungan daerah lain
atau bisnig], dan informasi lain yang diperiukan,

Asersi manajemen atas penatapan blaye kenangan berdasariom informasi yang
tersedia dalam perjanpan atau dolumen perikatan yang dipersamakan yang
dipertimbangksn informasinys memadai oleh entitas pemerintoh pemberi
konsesi untuk mencatat pembayaran komponen bisya keannpgan.

Secarn ‘sistem anggaran, alokesi anpparan untuk pembayaran kompensasi
terhadap substans ketersediaan aset konsesi jasa ketersedinan jasa pelayanan
publile, dan bisya keusngan termasuk di delamnyas suko bungs implisit (nd
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dianggarksn mengguneken klasifikasi anggaran belanja barang dengan
pertimbangan bahwa:

L. Intensl utama pemerintah adalah untik mewujudkan penyediasn jasa

pelayanan publik melalui perjanjian konsesi jusa menggunakan aset konsesi
jasa yang disediakan aleh mitra; dan

2. Pembayaran untuk porsi kompensasi konstruks| aset konses! [asa vang
disediakan oleh mitra tidak ditujukan untuk karakieristik anggaran belanja
modal yang langsung menimbulkan transaksi perfukaran memperoleh
BMD, hal ini karena aset konsesi jasa masih menjadi tanggung jawnh mitra
dalam menyedinkun jusa peluyanan publik selama masa konsesi, dan status
kepemilikannya bulkan BMD.

Dengan demildan, amortisasi kewajiban pada skema kompensasi kewsjiban
keuangan dilakulan berdasarkan pembaveran realisasi anpgaran belanja
barang yang dilsluken oleh pemberi konsesi kepeda mitra selama masa
konsesi sebesar poral kompensasi konstrulesi aset konses! jasa yang disediakan
oleh mitra, Secara aplikasi sistem akuntansi, realisasi anggaran barang tehun
anggaran berjelan untuk porsi kompensasi konstruksi aset konsesi jasa yang
disediakan oleh mitra disajikan belanja barang — LRA tetapi tidak disajikan
sebagai beban - LO karena harus direklasdilas mengpunakan jurnal manual
untuk mengurangi nilal kewajiban sehubungan amortizam kewajiban konsesi
jasa pada skema kompensasi kewajiban keuangsn. Bedanglan pembeayarsn
uniuk subsiansi bagian (agihan atas biaya keuangan dan bagian tagihen atus
ketersedinan jasa pelavenen publik oleh mitra sesuni maksud perjanjian
konsesi jusa, diakui sebagai belanja- LEA dan beban -LO,

Penentuan besaran bagian amortisasi kewajiban konaesi josa pads skems
kompensasl kewajiban keuangan, baplan tegthan atas biaya kevangan, dan
bagian tagihan atas ketersediaan layanan dapat menijuk kepada perjanjian
apabila ditentukan secara eksplisit.

Jika pembagien komposisi besaran bapgian tagihan tidak disajikan secara
ekaplisit dalam perjanfian, maka dapat dilalukan perhitungan estimasai alokasi
belanja barang yang tersusun nilainya berdasarkan tign komponen tagihan
pembayaran. Estimasi aloknzi belanja barang tersebut disusun berdesacicnn
nsersi manajemen yang didukung dengan informast yang memadai.

Jika ada tmbalan yang dinlthkan (misal knos) dar pemberi kansesi dan /atau
entitag pemerintah (selain pemben konsest) kepada mitra untuk kompensasi
kontruksi aset konsesi josa yang disediokan oleh mitra, maks transaksi ini
diperhitungkan untuk mengurang nilai tangrungan kewajiban pemerintah
ates kompensasi konstruksi asel konsesi jasa yanp disediakan oleh mitra.
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Kewnjiban Setelah Awal Perolehan pada Skema Kompensasi Pemberiaan
Hak Konsesi

Pada skema kompensasi pemberian halk usaha kepada mitra {pemberian hak
konsesi), pemberi konsesi memberikan hak akses kepads mitra untuk
menggunakan aset konsesi jass atau mengelola aset selain aset konses! jasa
puna mendapatkan penerimaan sebagai kompensasl rerhadap ketersediaan
aset konsesi jasa dan jasa pelayanan publik, Dengan demikian pemberi leonsesi
tidisk memilikd tanggungan kewajiban untuk membayar kas atan aset keuangan
lain kepada mitra atas ketersedioan aset konsesi jasa. Dalam hal ini atas
penyediaan aset konsesi jusa oleh mitra, pemberi konsesi mengakui bogian atas
pendapatan yang behum terealisasi atou yang masih ditangguhkon sebagai
lkewajiban.

Amortisagl kewsjiban pada skema kompensasi pemberian hak konsesi
dilakukan dengan metode garis lurus sclama masa konsesi pada mass
substansi ekoromi terjadi, yeitu dimulai pada saar aset konsesi jasa
dinyatakan komersial menghasilkan pendapatan dan dipungut oleh mitra dar
para pengguna aset konsesi jasa berdasarkan surat ketetapan pengenaan dan
pemungutan taril oleh mita stau dokumen yang dipersamakan yang
diterbitkan olch pembeni konsesi atau entitas pemerintah diluar pemberi
konsesi yang mempunyai kewenangan dalam penetapan dan mulsi bedokunys
pengrnaan tarif,

Amortisasi kewsjiban pada skema kompensasi pemberinn hak konsesi pada
periode tahun angparan berjulun dinkui sebagai pendapatan konsesi juss dun
mengurangi nilai outstanding kewajiban — pendapatan tanggoahan,

Jiks terdapat pembaysran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan
pemakeaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinfkmati oleh pihak ketiga
atau masyarakat atau bahkan entitas pemerintah sendiri, maka pembayaran
tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertuliaran untuk pemakatan
asel konsesi fasa dan bukan berksitan dengan perolehan aset konsesi jasa
alaupun pengurang nilai kewajiban - penddpaten tangguhan. Atas hal ind,
pemben konsesi memberikon imbalan berups pembayaran kepads mitra atas
penpggonaan layanan jasa publik dari pemaksian aset lonsesi jusa, dan
pembayaran tersebut dialmi sebagai beban dan dislokasikan angearan sesusi
dengan kewenangan entitas Pemerintah den jenis belanjanya, misalnya belanja
subaidi , belanja bantuan keuangan atau belanja lain-lain di PPKD,

Transaksi Penyertaan Modal Pemerintab pada Penugasan BUMN yang
Dihwbungkan Dengan Perjanjian Konsesi Jasa

Kebfjakan teknis akuntans! terkalt transaksi penyertaan modal pemerintah
poeda. penugssan kepada BUMD bukan merupalean karakteristie untuk
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dilebukan eliminasl, Transaksi dana pengeluaran  pembiaysan untuk

penyertaan modal pemerintah pada penugosan kepads BUMD substansi
dasarnya adalah menambah penvertain modal (ekuitas) pads BUMD dan
mengharapkan memperoleh kualitas dividen berdasarken keuangannya

Penerapan Retrospektif Perjanjian Konsesi Jass

Secara umum, penerapan pertama kali untuk transaksi vang timbul dor
perjanjian konsesi jasa aleh entitas pemcriniah pemberi konaesi atas perjaniian
konsesi jasa yang sudah berlangsung, scbagai berikut:

1. Jika terdapat identifikasi BMD vang dipartisipasikan dalam perjajian
konses! jess dun memenuhi kondisi pengakuan aset kongesi jasa, maka
pemberi konsesi melakukan reklasifikasi BMD tersebut sebagal BMD aset
konsesl jasa menggunakan nilal tercatat aset BMD-nya

4. Terhadap aset konsesi jasa yang discdiakan oleh mitra dan memenuhi
kondisi pengakusn azet konsesi jasa sesuai dengan perfaniian konsesi jase,
maka entiftas pemeriniah pemberi konsesi mengakul asel konsesi jasa
secara restrospektifl dinkur menggunakan model binya atas peroleban nilai
konstruksl aset konses! jasa yang diteruskan pada tangpal penerapan awnl
bersamasama dengun akumulasi penyusutsn aton akumulasi amortisas
asetnya.

Model biaye atss peroiehan nilai konstruksi aset konsesi jasa yang diteruskan
pada tanggal penerapan awal dapat mengacu kepedn asersi manajemen pihak
mitra yang diyakini oleh pemberi konsesi sebagni pengalmuan pendapalun
konstruks mitra atas aset konsesi jasa siep beroperasi pada masing-masing
periode laporan keuangan audited tahun terjadinya.

Dampal: kumulatiil atas awal pengaskusn aset konsesi jasa yang disediakan
mitra secura retrospektil sebagaimana dimaksud bumf b dicatst sebagad
penyesuaian pada saldo awal perubahan ekuitas pada tanggal penarapan atau
pengakuan perlama kalinya.

Hal yang sama diberlakukan terhadap dampak kurmlatif aras awal pengalouan
kewajiban yang timbul atas pengakuan aset konsesi jasa yang disedialkan oleh
mitra, dan Ttekmis kebijakan akuntansi afes amortisesi  kewajiban
memperhatikan masing-masing karakteristik skema kompensasi kewnjiban
kevangan danfatau skema kompensasi pemberian hak konsesi, yang diatur
dalam peranjian.
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“
E. Pengungkapan

Penyajlan asct konsesi jasa dalam pos aset tetap di Neraca diunghkaplan secara

memadai di Catatan atas Laporan Kevangan untuk inforimasi yang berfaitan

dengan perjanjlan konsesi jasa, antara lain:

I. DNesknpsi perjanjian, kontrak, atau perikelen yang  dipersamakan |
ehubungan perjunjian konsest jasa;

2. Ketentuan yang signifikan dalom perjanjinn konsesi jesa yang dapat
mempengaruhl jumiah atau nilal, periode wakiu, dan kepastian aliran las
di masa depan |misainys musa konwesi, tanggal penentuan ulang
harga ftaril, dan dasar penentuan ulang harga [ tarif atau negosiasi ulang);

3. Sifut dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilad) dari:
8. Hakuntuk menggunakan aset yang ditentiskcan;
b. Hak yang mengharuskan mitra menyedinkan jasa publik yang
ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi fasa;

c. Nilai buku neet konsesi jasa yang masih diskui pada tangeal laporan
keuangan, termasuk asct milik pemberi konsesi yang direklasifikasi
schagai nset konseal jasa;

d. Hak untuk menerima aset yang ditentukan i akhir masa perjanjian
konsesi juma;

e. Opsi pembaharuan atou perpanjangan dan penghentian operasi jass;

f. Ketentusn hslk dan tanggung jawab lainnya, misalnys perbaikan besar
komponen utnme aset konsesi josa {overhaul;

g Keteniuan pemberian ifin ataw akses bagi mitra terhadnp aset konsesi
Jasa atau aset selnin aset konsesi jass guna mempercleh pendapatan;
dan

h. Perubahon dalam perjaniian konsesi jase vang teciadi pada perinde
laporan Keuangan tnhon berjalan,

BUPATI DONGGALA,
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